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LAMPIRANPERATURAN WALIKOTA PASURUANNOMOR 188/ 51 /423.011/2019TENTANGPEDOMAN KERJA DANPELAKSANAAN TUGASTAHUN ANGGARAN 2020
BAB I

KEBIJAKAN KEUANGAN, SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020

1.1. Arah Kebijakan Keuangan DaerahDalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangandaerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepasbahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangattergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakandalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perludilakukan agar pelaksanaan pembangunan pemerintahan daerah dapatterselenggara dengan baik.Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah, memberikan kesempatan yang seluas luasnyakepada Pemerintah Daerah untuk melakukan peran yang lebih aktifdalam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat didaerahnya, khususnya dalam bidang keuangan daerah.Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskaldaerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telahmenempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisiyang potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.Selain pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanjan Daerah(APBD), terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD)antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN, Obligasi daerah, danakemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelakuusaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau TanggungJawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan yangsemuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjangbeban belanja pembangunan daerah.Kebijakan keuangan Kota Pasuruan Tahun 2020 disusun tetapdalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuangdalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(PRPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 yang merupakan tahunketiga, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai
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salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan KotaPasuruan.
1.1.1. Arah Kebijakan Pendapatan DaerahPerencanaan pendapatan daerah pada Tahun 2020 dihitung denganasumsi sebagai berikut:1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan memperhatikanrealisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis PAD. Pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruanyang bertumpu pada sektor perdagangan, industri dan jasa, sangatberpengaruh pada penerimaan daerah yang bersumber pada PAD.Sumber PAD yang dominan berasal dari lain-lain PAD yang sah.2. Dana perimbangan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak dihitungdengan memperhatikan potensi masing-masing jenis pajak dandihitung berdasarkan rata rata realisasi penerimaan 3 tahunsebelumnya yaitu tahun 2017, 2018 dan 2019. Sedangkan DAU danDAK diasumsikan sama dengan alokasi tahun 2019, hal tersebutsesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005tentang Dana Perimbangan.3. Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan padasumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.Permasalahan yang dihadapi sampai saat ini dalam mencapai targetproyeksi pendapatan, khususnya PAD, terletak pada masih lemahnyasanksi pelanggaran terhadap pelanggan pajak dan retribusi, bagi hasilpendapatan belum optimal, pemberdayaan aset belum optimal, sistemWaskat dan Wasdal masih lemah, Perusda/BUMD belum maksimalsebagai penghasil PAD, serta masih kurangnya partisipasiSwasta/BUMN dalam membangun daerah.Untuk pencapaian target dan solusi permasalahan, maka KebijakanUmum Pengelolaan Anggaran Pendapatan Daerah diarahkan padapeningkatan penerimaan daerah melalui:a. meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan membangun kesadaranpajak, yang didukung dengan kualitas pengelolaan pendapatandaerah, melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumberpendapatan, yang dilaksanakan secara hati-hati dan bijaksana;b. melakukan upaya penyederhanaan sistem dan prosedurpengelolaan administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah,serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan ataspemungutan PAD;c. optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agarmemberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli
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Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah padaumumnya;d. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhikewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yangdimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yangoptimal dalam menunjang kebutuhan dana melalui upaya mencaripotensi sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkankewenangan dan potensi yang dimiliki dengan mengutamakanpeningkatan pelayanan serta mempertimbangkan kemampuanmasyarakat; dane. meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, PemerintahKota dengan Pemerintah Provinsi dan dengan Pemerintah Pusat(Kementerian/Lembaga) dalam rangka peningkatan pendapatandaerah.
1.1.2. Arah Kebijakan Belanja DaerahDengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanjadaerah Tahun 2020 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yangberorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakandengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalampelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Pada Tahun 2020 inipemerintah berkomitmen untuk melanjutkan mengubah prinsipbelanja, dari yang menggunakan prinsip money follow function, diubahmenjadi money follow program, artinya program dan kegiatan strategisyang memang menjadi prioritaslah yang mendapatkan anggaran.Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanjapegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (fixed cost), tidakberbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah.Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yangcenderung semakin menurun. Dengan menggunakan indikator ruangfiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secarabebas oleh daerah), ruang fiskal daerah Kota Pasuruan menunjukkankecenderungan menurun dari tahun ke tahun.Perencanaan belanja daerah pada Tahun 2020 dihitung denganasumsi sebagai berikut:1. Proyeksi belanja daerah diasumsikan naik sebesar 15 % dari tahun2019;2. Perhitungan gaji menggunakan basis 2019 dengan acress 2,5%Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan diatas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi makakebijakan-kebijakan belanja daerah masih diarahkan sebagai berikut:
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A. Belanja Tidak LangsungAlokasi Belanja Tidak Langsung pada tahun 2020 diarahkansebagai berikut:1. Belanja pegawai yang pengalokasian dananya untuk gaji danbelanja pegawai dengan asumsi kenaikan gaji pegawai 5-15persen, mempersiapkan akres 2,5 persen, tunjangan, danmutasi, pemberian insentif pegawai termasuk gaji ke 13 danTHR yang diberikan setiap tahun, iuran askes PNS, upahpungut/insentif, Sertifikasi Guru, tambahan penghasilan gurunon sertifikasi serta tambahan pengasilan lainnya bagi PNS,uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRDserta gaji dan tunjangan Walikota dan Wakil Walikota;2. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial yang diberikankepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompokmasyarakat/perorangan, diberikan secara selektif, akuntabel,transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkankemampuan keuangan daerah serta berpedoman padaketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sertakontribusinya terhadap pembangunan daerah;3. Belanja subsidi untuk bantuan biaya produksi/jasa kepadaperusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasayang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;4. Bantuan keuangan, dianggarkan untuk pemberian bantuankepada pemerintah kelurahan dalam rangka pemerataan danpeningkatan kemampuan keuangan kelurahan, dan bantuankepada partai politik; dan5. Belanja tidak terduga, merupakan belanja untuk mendanaitanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/ataubantuan sosial serta kebutuhan mendesak lainnya.
B. Belanja LangsungSementara itu, Belanja Langsung disusun dengan pendekatankinerja yang ingin dicapai dalam rangka penyelenggaraan otonomibaik menurut klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahanurusan wajib dan urusan pilihan daerah dan klasifikasi menurutfungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduanpengelolaan keuangan negara, maka Belanja Langsung diarahkanuntuk:1. Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihandiprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas
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kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajibandaerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanandasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umumyang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;2. Mendanai program dan kegiatan yang menjadi prioritasPerangkat Daerah dengan berpedoman pada standar pelayananminimal dan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah;3. Mendanai kebutuhan infrastruktur fisik, sarana dan prasaranadasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dankegiatan bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan,lingkungan Hidup, pertanian dan ketahanan pangan, kelautandan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;dan4. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait denganagenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskanpembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regionalmaupun nasional.
1.1.3 Arah Kebijakan Pembiayaan DaerahKebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkaitdengan kebijakan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahunsebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualankekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah,penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerahsesuai dengan kondisi keuangan daerah.Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakuppembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerahyang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokokutang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepadapemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Kebijakanpembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu padaakurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:1. Jika APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kasdalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungananggaran berjalan;2. Jika APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasaldari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukanrasionalisasi belanja; atau3. Jika sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untukmenutup defisit APBD maka dilakukan dengan dana pinjaman.
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Selama ini sebagian besar penerimaan pembiayaan daerah berasaldari SILPA tahun sebelumnya. Memperhatikan perkembangankebijakan pembiayaan daerah yang ada, kecenderungan kedepan, dankebutuhan pembangunan daerah, maka kebijakan umum pembiayaandaerah tahun 2020 adalah:1. Menciptakan pembiayaan daerah yang aman dan tidak mengganggustabilitas maupun kesinambungan anggaran daerah denganmemanfaatkan SILPA dan rencana pinjaman daerah;2. Menjadikan penyertaan modal pemerintah daerah dalam BUMDsebagai langkah perbaikan kinerja BUMD yang bersangkutan;3. Menjadikan penyertaan modal (investasi) daerah sebagai upayauntuk meningkatkan PAD; dan4. Melihat kecenderungan keuangan daerah yang mengalami defisit,dan target pendapatan yang belum terpenuhi, maka perlu antisipasipembayaran pokok utang.
1.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan DaerahBerdasarkan permasalahan yang dihadapi Pemerintah KotaPasuruan dan sejalan dengan rumusan visi dan misi Walikota dan WakilWalikota Pasuruan Tahun 2016-2021, RKPD Kota Pasuruan Tahun2020 ini mengambil tema:

“Peningkatan sumberdaya manusia untuk memacu daya saing
dan kualitas pembangunan”

Esensi dari tema pembangunan Kota Pasuruan tahun 2020 adalahpeningkatan sumber daya manusia untuk mempercepat tercapainyadaya saing daerah dan kualitas pembangunan, yang akan mempercepatpertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga pemerataankesejahteraan dapat tercapai, dengan penjelasan sebagai berikut :
1. Sumber Daya ManusiaModal dasar pembangunan adalah sumber daya manusia, dengansumberdaya manusia yang handal dalam suatu daerah akan lebihmudah mencapai kesejahteraan yang optimal. Memperhatikanperkembangan struktur usia penduduk, angkatan kerja di KotaPasuruan mulai didominasi S2 oleh mereka yang lahir di atastahun 1990. Mereka adalah generasi yang lahir dan tumbuhdewasa di tengah perkembangan teknologi informasi.Oleh karena itu, fokus peningkatan sumberdaya manusia adalahmenyasar generasi milenial yang disesuaikan dengan bidang
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aktivitas mereka. Pelatihan ketrampilan kerja yang diberikan padapencaker milenial harus menyasar peluang kerja pada era industri4.0. Sementara pelatihan usaha harus mengarah pada kesiapanpengusaha milenial dalam menyongsong era ekonomi digital,khususnya dalam mendukung UMKM 90 digital.
2. Daya SaingDaya saing adalah kemampuan sebuah perekonomian untukmenarik dan menjaga prospek usaha dengan pasar yang stabil danmeningkat, yang dalam waktu bersamaan mampu menjaga standarkehidupan masyarakat.Pembangunan daya saing yang berpusat pada sumberdayamanusia, dilaksanakan melalui model kolaborasi yang melibatkanelemen pemerintah, perusahaan, lembaga pendidikan dan risetserta masyarakat. Model kolaborasi ini dikembangkan denganproses bottom-up agar masing-masing elemen tersebut mengambiltanggung jawab untuk mendapatkan nilai tambah kolektif untukspesialisasi yang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing elemen.
3. Kualitas PembangunanPembangunan yang berkualitas, diukur dari aspek ekonomi-sosial,aspek berkelanjutan dan aspek budaya. Dari aspek ekonomi,pembangunan harus inklusif, yang dicirikan dengan adanyapemerataan pembangunan baik dalam perspektif antar wilayahmaupun antar kelompok pendapatan. Aspek berkelanjutanbermakna bahwa pembangunan harus ramah  lingkungan, denganmemperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

untuk keberlanjutan pembangunan di masa depan.Pembangunan yang berkualitas dari aspek budaya memiliki maknabahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan tetap mampumerawat  nilai-nilai tradisi budaya dan kearifan lokal yang dimilikimasyarakat. Pelaksanaan pembangunan harus semakin memupukmodal sosial, sebagai prasyarat utama terbangunnya kerukunanserta keamanan dan ketertiban masyarakat.
1.2.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020Prioritas pembangunan Kota Pasuruan tahun 2020 disusun denganmempertimbangkan progress pencapaian sasaran pembangunanjangka menengah, serta poin-poin utama dalam pokok-pokok pikiranDPRD. Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sampaidengan tahun 2018 dan tahun berjalan 2019, telah memberikansumbangsih bagi pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.
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Dalam proses pencapaian progress sasaran ini, terdapat isu-isupembangunan yang relevan untuk diperhatikan dalam penetapanprioritas pembangunan tahun 2020.Pemetaan isu pembangunan menurut sasaran pembangunanstrategis:1. Sasaran: Meningkatnya kualitas pendidikan dan aksesibilitaspendidikan.Isu Pembangunan:a. Keberlangsungan pendidikan gratis untuk SMA/SMK pascapengalihan kewenangan ke Provinsi,b. Pemenuhan kesejahteraan PTT dan GTT,c. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenagakependidikan,d. Peningkatan kualitas pendidikan dasar dan prasaranasarana,e. Peningkatan pendidikan vokasional berbasis komunitas,
2. Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan.Isu Pembangunan:a. Peningkatan pelayanan puskesmas,b. Penurunan angka kematian ibu, perbaikan gizi balita danpenanggulangan stunting,c. Penanggulangan penyakit menular dan tidak menular,d. Penyediaan sanitasi dan air bersih,3. Sasaran: Meningkatnya kesempatan kerja.Isu Pembangunan :a. Peningkatan angkatan kerja mencari kerja dari  generasimilenial,b. Penyediaan pelatihan kerja yang mendukung era industri4.0,4. Sasaran: Meningkatnya daya saing sektor perindustrian,perdagangan dan jasa.Isu Pembangunan:a. Peningkatan jejaring kerja dengan pengrajin mebel generasimilenial untuk membawa semangat perubahan paradigmapengrajin mebel,b. Revitalisasi UPT logam sebagai katalisator kebangkitanindustri logam Pasuruan,c. Peningkatan UMKM go digital dan perluasan akses pasar,
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d. Peningkatan pasar tradisional ber-SNI,e. Peningkatan peran ekonomi kreatif,f. Alih fungsi lahan pertanian,g. Peraturan penggunaan jaring ikan dan gejala over fishing,h. Pengembangan perikanan tawar,i. Penataan PKL,j. Peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatanproduksi, stabilisasi harga pangan dan penganekaragamanpangan,5. Sasaran: Menurunnya kemiskinan.Isu Pembangunan:a. Pemantapan data tunggal kemiskinan,b. Peningkatan efektivitas penerima program penanggulangankemiskinan,6. Sasaran: Meningkatnya ketersediaan dan kelayakaninfrastruktur serta prasarana dan sarana wilayah.Isu Pembangunan:a. Peningkatan kelayakan jalan,b. Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah, air bersih danpermakaman,c. Peningkatan jalan, saluran air dan penerangan kawasanpermukiman,d. Penuntasan jalan lingkar utara dan pengembangan kawasanpelabuhan,7. Sasaran: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.Isu Pembangunan:a. Penyediaan ruang terbuka hijau,b. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kelestarianlingkungan,c. Pengembangan TPS 3R,d. Peningkatan pengelolaan sumberdaya air danpenanggulangan banjir,8. Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan publik yangdidukung dengan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah.Isu Pembangunan:a. Revitalisasi SDM kelurahan, khususnya terkait pengelolaandana kelurahan,b. Pelembagaan APIP sebagai upaya pencegahan dini,
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c. Aktuasi akuntabilitas kinerja sebagai implementasi SAKIP-TPP,d. Integrasi aplikasi perencanaan dengan penganggaran,e. Peningkatan pelayanan publik, khususnya terkait kepastianwaktu dan biaya,9. Sasaran: Menurunnya ketergantungan keuangan daerah.Isu Pembangunan:a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber  pendapatanasli daerah,10. Sasaran: Meningkatnya kerukunan masyarakat.Isu Pembangunan:a. Menguatnya sekat-sekat masyarakat yang terbangun dariSARA,b. Melemahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan,khususnya terkait keamanan dan ketertiban,c. Penyalahgunaan narkoba,d. Maraknya ujaran kebencian yang berpotensi melemahkansimpul-simpul kebangsaan,11. Sasaran: Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakatdalam pengembangan dan pelestarian budaya.Isu Pembangunan:a. Perlunya mempererat simpul-simpul jejaring kerja denganpelaku seni dan budaya,b. Masih kurangnya event-event apresiasi seni danbudaya,khususnya di ruang-ruang publik,c. Perintisan kampung budaya,
Sementara itu, dari perspektif perencanaan politis, penentuanprioritas pembangunan tahun 2020 juga harus mempertimbangkanaspirasi masyarakat yang terekam dari hasil reses anggota DPR,.selanjutnya, reses anggota DPRD ini dituangkan dalam pokok-pokokpikiran DPRD, sebagai berikut:

1. Percepatan penanggulangan banjir.
2. Percepatan penyediaan infrastruktur wilayah dan PSUpermukiman yang layak.
3. Peningkatan kualitas layanan pendidikan melalui kemudahanaksesibilitas, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru danpeningkatan prasarana sarana.
4. Peningkatan kualitas layanan kesehatan, khususnya di rumah
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sakit.
5. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan masalah sosial,melalui kemudahan warga miskin dalam mengakses programpenanggulangan kemiskinan.
6. Peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan sertapenanggulangan penyalahgunaan narkoba.
7. Penguatan identitas masyarakat sebagai kota santri.
8. Pengembangan ekonomi melalui peningkatan peran sektorekonomi potensial, penataan pasar dan toko modern.
Penyajian pokok-pokok pikiran DPRD dari hasil reses DPRD, dijabarkan
dalam lampiran dokumen RKPD.

Memperhatikan isu pembangunan menurut sasaran pembangunan
strategis, serta pokok-pokok pikiran DPRD, maka melalui serangkaian
analisis elaboratif, diperoleh prioritas pembangunan Kota Pasuruan tahun
2020, sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan dasar dan penanggulangan kemiskinan.

2. Peningkatan konektivitas dan pengembangan pusat pertumbuhan.

3. Pengembangan ekonomi kreatif untuk peningkatan nilai tambah.

4. Pelestarian sumberdaya lingkungan untuk pembangunan
berkelanjutan.

5. Aktualisasi nilai-nilai kearifan lokal untuk mendukung kerukunan
sosial.

Kelima prioritas pembangunan di atas, dicapai denganpengarusutamaan kesetaraan gender, tata kelola, kerentanan bencanadan perubahan iklim, modal sosial dan budaya serta transformasidigital. Penentuan prioritas pembangunan tahun 2020 ini, jugamemperhatikan keselarasannya dengan prioritas pembangunannasional dan Provinsi Jawa Timur.
Pemetaan Tema, Prioritas dan Program Priotas Pembangunan
Kota Pasuruan Tahun 2020Tema Pembangunan: Peningkatan sumberdaya manusia untukmemacu daya saing dan kualitas pembangunan.
1. Prioritas Pembangunan : Peningkatan pelayanan dasar danpenanggulangan kemiskinan.
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Program Prioritas :a. Pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas,b. Peningkatan perlindungan sosial, khususnya bagi anakterlantar,c. Peningkatan tata kelola pelayanan kependudukan,khususnya pelayanan jemput bola,d. Peningkatan efektivitas program penanggulangankemiskinan, khususnya bagi kelompok produktif,2. Prioritas Pembangunan : Peningkatan konektivitas danpengembangan pusat pertumbuhan.Program Prioritas:a. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan permukiman,b. Penataan penanganan sarpras perkampungan pascaalokasi dana kelurahan,c. Peningkatan infrastruktur kawasan rawan bencana,d. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan,3. Prioritas Pembangunan: Pengembangan ekonomi kreatifuntuk peningkatan nilai tambah.Program Prioritas:a. Pengembangan sumberdaya kreatif, khususnya terkaitdesain produk dan daya jangkau pasar, pada industrimebel dan logam,b. Inkubasi usaha bagi pelaku industri kreatif pada sektor-sektor ekonomi kreatif potensial, termasuk usaha start up,c. Peningkatan kemampuan desain kemasan hingga labelisasibagi IKM amin,d. Peningkatan ketrampilan kerja bagi pencaker milenial danpenciptaan lapangan kerja pada industri 4.0.
4. Prioritas Pembangunan : Pelestarian sumberdaya lingkunganuntuk pembangunan berkelanjutan.Program Prioritas:a. Peningkatan daya dukung SDA dan daya tampunglingkungan hidup,b. Peningkatan kualitas dan aksesbilitas air,c. Penguatan ketahanan bencana,
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5. Prioritas Pembangunan: Aktualisasi nilai-nilai kearifan lokaluntuk mendukung kerukunan sosial.Program Prioritas:a. Peningkatan penyelenggaraan dan pembinaan kebudayaan,b. Penguatan kembali nilai-nilai gotong royong dan kerukunanuntuk menciptakan kerekatan sosial,c. Penanggulangan narkoba dan peningkatan kamtibmas.
1.2.2. Perubahan APBDPerubahan APBD memuat:1. Program dan kegiatan yang mengalami perubahan;2. Program dan kegiatan yang baru; dan3. Kegiatan baik yang berubah maupun yang tidak mengalamiperubahan serta menjelaskan alasan terjadinya perubahan ataskegiatan dimaksud.Untuk melakukan penambahan atau pengurangan baik terhadapvolume, harga satuan, target pencapaian yang berakibat terhadappenambahan atau pengurangan jumlah anggaran program, kegiatan,dan rinciannya, yang merubah Peraturan Walikota tentang penjabaranAPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah yang telah diubah kedua kalinya dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 maka perlu melakukanpenyesuaian dalam bentuk DPPA-PD/PPKD dengan menyusun RKAP-PD/PPKD dan ditampung dalam perubahan APBD.Untuk menampung perubahan program dan kegiatan baik yangbaru maupun yang telah tercantum dalam APBD induk maka diawalidengan penyusunan dokumen RKAP dan selanjutnya disusun DPPAsesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhitungkanurgensi dan ketercukupan waktu pelaksanaan.Sedangkan untuk perubahan rincian baik terhadap volume, hargasatuan, uraian rincian obyek belanja dan target pencapaian yang tidakmerubah peraturan walikota tentang penjabaran APBD maupunperubahannya diatur sebagai berikut:1. tanpa mengubah RKA/RKAP dan DPA/DPPA, denganmemperhatikan urgensi, kebutuhan, target pencapaian kinerja,ketentuan terkait standar belanja, kebijakan akuntansi dankesesuaian dengan rekening belanja, dapat direalisasikan untuk:
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a. Belanja Pegawai pada Belanja tidak langsung;b. Belanja Honorarium;c. Bahan Habis Pakai;d. Belanja Bahan/Material;e. Belanja Jasa Kantor;f. Belanja Premi Asuransi;g. Belanja Perawatan KendaraanBermotor/Peralatan/Perlengkapan Kantor;h. Belanja Cetak dan Penggandaan;i. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir;j. Belanja Sewa Sarana Mobilitas;k. Belanja Sewa Alat Berat;l. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor;m. Belanja Makanan dan Minuman;n. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya;o. Belanja Pakaian Kerja;p. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu;q. Belanja Perjalanan Dinas;r. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknisPNS;s. Belanja Pemeliharaan (kecuali merubah lokasi);t. Belanja Jasa Konsultansi (kecuali merubah lokasi);u. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi;v. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis NonPNS;w. Belanja Jasa Pihak Ketiga;x. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber;y. Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat; danz. Biaya Umum pada Belanja modal.
Adapun mekanisme perubahannya adalah sebagai berikut:a. PPTK mengajukan nota dinas tentang usulan perubahan rinciankepada PA/KPA dengan mencantumkan latar belakang/alasanyang mendasarinya;b. PA/KPA melakukan penilaian atas usulan tersebut danmenyatakan pendapat/disposisi pada lembar nota dinasberkenaan atau lembar tersendiri sebagai bagian yang tidak
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terpisahkan dengan usulan, sebagai dasar pelaksanaan danpertanggungjawaban; danc. PA/KPA tetap melakukan pengawasan terhadap pelaksanaanperubahan tersebut.2. Dengan mengubah DPA/DPPA (tanpa merubah RKA/RKAP),dengan tetap memperhatikan urgensi, kebutuhan, targetpencapaian kinerja dan standar harga yang berlaku untuk BelanjaModal dan Belanja barang yang akan diserahkan kepada pihakketiga/masyarakat, setelah memperoleh persetujuan prinsip KetuaTim Anggaran dan telah dilakukan verifikasi oleh Tim AnggaranPemerintah Daerah.Adapun mekanisme perubahannya adalah sebagai berikut:a. PA/KPA mengajukan usulan perubahan disertai latarbelakang/ alasan yang mendasarinya kepada Sekretaris Daerahselaku Ketua TAPD dengan melampirkan RKAP dan datapendukung;b. Kepala BPKA menyiapkan pertimbangan atas usulan tersebutsebagai bahan pertimbangan persetujuan prinsip Ketua TAPD;c. berdasarkan persetujuan prinsip Ketua TAPD, PA/KPAmenyiapkan Perubahan DPA/DPPA untuk dilakukan verifikasioleh TAPD; dand. berdasarkan hasil verifikasi TAPD, Kepala BPKA selaku PPKDmengesahkan Perubahan DPA/DPPA dimaksud.
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BAB II
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

2.1. Prinsip Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahPenyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 didasarkan prinsipsebagai berikut:1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahanyang menjadi kewenangan daerah;2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan,efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab denganmemperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untukmasyarakat3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telahditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui danmendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturanperundang- undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerahlainnya.
2.2 Pendapatan Daerah
2.2.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020Pendapatan Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerahmempunyai peran yang sangat strategis bagi keberhasilanpembangunan daerah, pembinaan terhadap masyarakat dan pemberianpelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Daerah harus mampumenggali seluruh potensi pendapatan yang dimiliki secara maksimalsesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan ketentuanPermendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya denganPermendagri Nomor 21 Tahun 2011 bahwa sumber pendapatan daerahterbagi atas 3 jenis pendapatan, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD),Pendapatan Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah.Berdasarkan pada sumbernya, maka pendapatan daerah dibagi menjadi2 yakni pendapatan yang bersumber dari potensi yang ada di daerahdan pendapatan yang berasal dari luar potensi daerah. Pada saat inikontribusi pendapatan yang bersumber dari potensi daerah sendirirelatif masih rendah. Sebagian besar pendapatan daerah masih berasal
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dari transfer Pusat. Menghadapi situasi tersebut, maka PemerintahDaerah perlu mengambil langkah-langkah atau kebijakan sebagai upayameningkatkan pendapatan daerah.Kebijakan perencanaan pendapatan daerah tahun 2020 adalahpada optimalisasi pengelolaan pendapatan melalui pelaksanaanintensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuaikewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspekkeadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, efisiensidan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah, serta memperhatikankinerja tahun-tahun sebelumnya.Permasalahan yang dihadapi sampai saat ini dalam mencapai targetproyeksi pendapatan, khususnya PAD, terletak pada masih lemahnyasanksi pelanggaran terhadap pelanggan pajak dan retribusi, bagi hasilpendapatan belum optimal, pemberdayaan aset belum optimal, sistemWaskat dan Wasdal yang relatif masih lemah, PerusahaanDaerah/BUMD belum maksimal sebagai penghasil PAD, serta masihkurangnya kontribusi Swasta/BUMN dalam membangun daerah.Untuk pencapaian target dan solusi permasalahan, maka KebijakanUmum Pengelolaan Anggaran Pendapatan Daerah diarahkan padapeningkatan penerimaan daerah yaitu:a. Meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah melaluikegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan yangdilaksanakan secara hati-hati dan bijaksana denganmemperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum,karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat;b. Melakukan upaya penyederhanaan sistem dan prosedurpengelolaan administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah,serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan ataspemungutan PAD;c. Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agarmemberikan kontribusi yang optimal kepada PAD pada khususnyadan Penerimaan Daerah pada umumnya;d. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhikewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yangdimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yangoptimal dalam menunjang kebutuhan dana melalui upaya mencaripotensi sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkankewenangan dan potensi yang dimiliki dengan mengutamakanpeningkatan pelayanan serta mempertimbangkan kemampuanmasyarakat;e. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, PemerintahKota dengan Pemerintah Provinsi dan dengan Pemerintah Pusat
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(Kementerian/Lembaga) dalam rangka peningkatan pendapatandaerah.Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD TahunAnggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional danmemiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Penganggaranpendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-halsebagai berikut:
1. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD)a. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerahberpedoman pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harusdidasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusidaerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomipada Tahun 2020 yang berpotensi terhadap target pendapatanpajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaanpajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.c. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yangbersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, PemerintahDaerah perlu melakukan kegiatan penghimpunan data obyekdan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuanbesarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terutangsampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusidaerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah sertapengawasan penyetorannya.d. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotorpaling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yangdibagihasilkan pada kota, dialokasikan untuk mendanaipembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatanmoda dan sarana transportasi umum sebagaimanadiamanatkan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun2009.e. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagianprovinsi maupun bagian kota, dialokasikan paling sedikit 50%(lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatanmasyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yangberwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.f. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalansebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalansebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
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g. Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaimkepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yangditerima oleh SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang belummenerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan LayananUmum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akunpendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatanRetribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum,rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan yangbersumber dari hasil klaim kepada BPJS yang diterima olehSKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan PPK-BLUD, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompokpendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyekpendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatanRetribusi Pelayanan Kesehatan.h. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ataspenyertaan modal atau investasi daerah lainnya, diupayakanrasional dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yangdipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi,sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu,dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi.Pengertian hasil yang rasional dalam konteks hasil pengelolaankekayaan daerah yang dipisahkan:1) Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsipemupukan laba (profit oriented) adalah selain menjaminkelangsungan dan pengembangan usaha, juga mampumenghasilkan keuntungan atau dividen dalam rangkameningkatkan PAD; dan2) Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsikemanfaatan umum (public service oriented) adalah mampumeningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanandalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.j. Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan,dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan,rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuaiperuntukannya.k. Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional padaFasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintahdaerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomaniPeraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaandan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasionalpada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri
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Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 HalPetunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan danPenatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana KapitasiJaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik PemerintahDaerah.l. Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerahdianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincianobyek sesuai kode rekening berkenaan.m. Pendapatan dari pengembalian dianggarkan pada akunpendapatan, kelompok PAD jenis Lain-lain PAD yang Sah dandiuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai koderekening berkenaan.
2. Kebijakan Dana PerimbanganPenganggaran pendapatan daerah yang bersumber daripendapatan perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:a. Pendapatan dari Dana Bagi Hasil (DBH)-Pajak yang terdiri atasDBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBBPerkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WajibPajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai RincianAPBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuanganmengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2020. ApabilaPeraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai AlokasiDBH-Pajak Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan,penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada:1) tren realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahunterakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran2017 dan Tahun Anggaran 2016; atau2) informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenaidaftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2020.Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TahunAnggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenaiAlokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2020 terdapat perubahandan ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD TahunAnggaran 2020 ditetapkan, maka menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang PerubahanAPBD Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LaporanRealisasi Anggaran (LRA) apabila tidak melakukan PerubahanAPBD Tahun Anggaran 2020.
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b. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai RincianAPBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuanganmengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kotaTahun Anggaran 2020.Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TahunAnggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenaiRincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TahunAnggaran 2020 belum ditetapkan, penganggaran pendapatandari DBH-CHT didasarkan pada:1) tren realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhiryaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 danTahun Anggaran 2016; atau2) informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenaidaftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2020.Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TahunAnggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenaiRincian DBH-CHT Tahun Anggaran 2020 terdapat perubahandan ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD TahunAnggaran 2020 ditetapkan, maka penganggarannyamenyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebihdahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentangpenjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 denganpemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnyaditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBDTahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA apabilapemerintah daerah tidak melakukan Perubahan APBD TahunAnggaran 2020.c. Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presidenmengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Dalam halPeraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, makapenganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU TahunAnggaran 2020 yang diinformasikan secara resmi olehKementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden atauinformasi resmi oleh Kementerian Keuangan dimaksud belumditerbitkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasiDAU Tahun Anggaran 2019.Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi olehKementerian Keuangan diterbitkan setelah peraturan daerahtentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, pemerintahdaerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud padaperaturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran2020 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah
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yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.d. DAK dan/atau DAK Tambahan dianggarkan sesuai PeraturanPresiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atauPeraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK TahunAnggaran 2020.Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TahunAnggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenaiAlokasi DAK Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, makapenganggaran DAK didasarkan pada alokasi DAK TahunAnggaran 2020 yang diinformasikan secara resmi olehKementerian Keuangan, setelah Rancangan Undang-Undangtentang APBN Tahun Anggaran 2020 disetujui bersama antaraPemerintah dan DPR-RI.Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TahunAnggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenaiAlokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2020 tersebutditerbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD TahunAnggaran 2020 ditetapkan, maka pemerintah daerah harusmenyesuaikan alokasi Dana Alokasi Khusus dimaksud denganterlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerahtentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 denganpemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnyaditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBDTahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA apabilapemerintah daerah tidak melakukan Perubahan APBD TahunAnggaran 2020.
3. Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang SahPenganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-LainPendapatan Daerah yang Sah memperhatikan hal-hal sebagaiberikut:a. Penganggaran Dana Otonomi Khusus dialokasikan sesuaidengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TahunAnggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenaiPedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus TahunAnggaran 2020. Apabila Peraturan Presiden mengenai RincianAPBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuanganmengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi KhususTahun 2020 belum ditetapkan, maka penganggaran DanaOtonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi DanaOtonomi Khusus Tahun Anggaran 2019 denganmemperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2018.b. Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh
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Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakankabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2020, mekanismepencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud dianggarkanpada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), AkunPendapatan, Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah,Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah DanaBOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai koderekening berkenaan.c. Penganggaran Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuaidengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TahunAnggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenaiPedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Lainnya TahunAnggaran 2020. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincianAPBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuanganmengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer LainnyaTahun Anggaran 2020 tersebut diterbitkan setelah peraturandaerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, makapemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana TransferLainnya dimaksud dengan terlebih dahulu melakukanperubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBDTahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepadaPimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturandaerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 ataudicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidakmelakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.Pendapatan yang bersumber dari dana transfer lainnya,penggunaannya harus berpedoman pada masing-masingPeraturan/ Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan danatransfer dimaksud.d. Penganggaran pendapatan yang bersumber dari Bagi HasilPajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsididasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah daripemerintah provinsi Tahun Anggaran 2020.e. Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan,baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yangditerima dari pemerintah provinsi atau pemerintahkabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerimabantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberibantuan.Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuankeuangan yang bersifat umum tersebut diterima setelahperaturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan
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alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerahtentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 ataudicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidakmelakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuankeuangan yang bersifat khusus tersebut diterima setelahperaturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikanalokasi bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud denganterlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerahtentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 denganpemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnyaditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBDTahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA bagipemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBDTahun Anggaran 2020.f. Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber daripemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baikdari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luarnegeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidakmengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran ataupengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan,dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatandimaksud.Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber daripemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan padaperjanjian hibah antara kepala daerah/pejabat yang diberikuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibahyang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan padaperjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengankepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima.Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atasdianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatanLain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalamjenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai koderekening berkenaan.g. Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbanganpihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalamnegeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun peroranganyang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensipengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga ataupemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanyakepastian pendapatan dimaksud. Dari aspek teknis
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penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan padaakun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-lain PendapatanDaerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek danrincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.h. Dalam hal memperoleh dana darurat dari pemerintah, makadianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lainPendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis,obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat. Danadarurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanaiperbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakatsebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah. Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjangsudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincianAPBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuanganmengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2020.Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TahunAnggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenaialokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2020 ditetapkan setelahperaturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020ditetapkan, maka pemerintah kota harus menyesuaikan alokasidana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukanperubahan peraturan walikota tentang penjabaran APBDTahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepadaPimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturandaerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 ataudicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan PerubahanAPBD Tahun Anggaran 2020.
2.2.2 Upaya-Upaya Pemerintah Kota Pasuruan dalam Mencapai TargetDalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan dihadapkanpada permasalahan dan tantangan yang dihadapi, upaya-upaya yangakan dilakukan oleh Pemerintah Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:1. Peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah melaluikegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan yangdilaksanakan secara hati-hati dan bijaksana denganmemperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum,karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat;2. Penyederhanaan sistem dan prosedur pengelolaan administrasipemungutan pajak dan retribusi daerah, serta meningkatkanpengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD;
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3. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhikewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yangdimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yangoptimal dalam menunjang kebutuhan dana melalui upaya mencaripotensi sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkankewenangan dan potensi yang ada dengan mengutamakanpeningkatan pelayanan serta mempertimbangkan kemampuanmasyarakat; dan4. Peningkatan koordinasi antar SKPD, Pemerintah Kota denganPemerintah Provinsi dan dengan Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.
2.3 Belanja DaerahBerdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanjadaerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkurenyang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan wajib danurusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskanuntuk mendanai urusan wajib yang terkait pelayanan dasar.Rancangan APBD disusun untuk memenuhi amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaiwujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahundengan Peraturan daerah yang dilaksanakan secara terbuka danbertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka pemerintahdaerah melaksanakan pembangunan di segala bidang yang dituangkanmelalui program pembangunan daerah secara berjenjang danberkelanjutan. Dari sisi penganggaran, program pembangunan daerahtersebut merupakan belanja bagi daerah dalam struktur APBD. Olehsebab itu APBD merupakan manifestasi dari proses perencanaanpembangunan daerah yang dimulai dari Musrenbang hingga tersusunRKPD. Seluruh kebijakan dan arah pembangunan yang tertuang dalamRKPD menjadi acuan atau landasan bagi penyusunan APBD.
2.3.1 Kebijakan Perencanaan Belanja DaerahBelanja daerah merupakan kebutuhan untuk mendukungkelancaran pelayanan dan pelaksanaan penyelenggaraanpemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.Perencanaan dan pelaksanaan belanja daerah didasarkan padakemampuan dan kapasitas fiskal daerah karena setiap kebutuhanbelanja daerah harus didukung oleh ketersediaan pendanaannya.Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yangdialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh
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seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalampemberian pelayanan umum. Belanja daerah terdiri atas Belanja TidakLangsung dan Belanja Langsung. Kebijakan terhadap Belanja TidakLangsung memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajibdikeluarkan yaitu belanja pegawai, selanjutnya baru dialokasikan untukbelanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan keuangan, sertabelanja tidak terduga. Sementara Belanja Langsung merupakan belanjayang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan programdan kegiatan.Dalam konteks belanja, Pemerintah Daerah dalam mengalokasikanbelanja daerah dilakukan secara rasional dan memperhatikanpemerataan agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh lapisanmasyarakat tanpa diskriminasi untuk mendorong peningkatan aspekpelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Denganmengedepankan prinsip efisiensi dan efektifitas penggunaan anggarandengan memperhatikan:1. penerapan secara jelas tujuan dan sasaran yang akan dicapai;2. hasil dan manfaat terkait indikator kinerja yang ingin dicapai;3. prioritas kegiatan dengan memperhitungkan beban kerja danmenggunakan standar harga yang rasional sesuai dengan aturanyang berlaku.Pada tahun anggaran 2020 pendekatan yang dipakai dalammelakukan perencanaan belanja daerah adalah pendekatan prestasikerja yang ber-orientasi pada pencapaian hasil dari input yangdirencanakan. Pengalokasian belanja daerah lebih mengutamakan padapencapaian hasil melalui Belanja Langsung (program dan kegiatan)daripada Belanja Tidak Langsung.Sebagaimana diketahui bahwa Belanja Langsung merupakanpengeluaran daerah yang terkait secara langsung dengan suatuprogram atau kegiatan yang akan diukur kinerjanya, sedangkan BelanjaTidak Langsung merupakan pengeluaran daerah yang tidak terkaitlangsung dengan pelaksanaan suatu program atau kegiatan, denganpengertian lain bahwa Belanja Tidak Langsung merupakan pengeluarandaerah yang tidak perlu diukur kinerjanya.Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penganggaran BelanjaLangsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan padatahun anggaran 2020, adalah sebagai berikut:1. Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untukpelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadikewenangan pemerintah daerah yang terdiri atas urusanpemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusanpemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang
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berkaitan langsung dengan pelayanan dasar dan urusanpemerintahan yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanandasar. Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agarmengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usahamikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikanprinsip efisiensi, persaingan sehat, serta kesatuan sistem dankualitas kemampuan teknis.2. Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, pemerintah kotasecara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaranfungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen)dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yangbersumber dari APBD.3. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah kotasecara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaranurusan kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanjaAPBD di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.4. Dana sisa DAK yang berasal dari tahun-tahun anggaransebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan DAK pada bidangyang sama dengan mengacu pada petunjuk teknis tahun anggaransebelumnya atau tahun berkenaan.Dana sisa tender kegiatan yang bersumber dari DAK tahunanggaran sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan baruatau untuk menambah volume/target capaian program dankegiatan yang sesuai dengan bidang DAK yang sama.DAK yang sudah diterima di Kas Daerah, tetapi program dankegiatan belum dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2020, makaprogram dan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan pada Tahunanggaran 2020 dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis TahunAnggaran 2020.5. Pendanaan untuk organisasi cabang olahraga profesional tidakdianggarkan dalam APBD karena menjadi tanggung jawab indukorganisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahragaprofesional yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang SistemKeolahragaan Nasional, bahwa pembinaan dan pengembanganolahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi cabangolahraga dan/atau organisasi olahraga profesional. Selanjutnyadalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005,didefinisikan bahwa cabang olahraga profesional adalah olahragayang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uangatau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
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6. Belanja Pegawaia. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah,penganggaran honorarium bagi PNS dan Non PNSmemperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitasdalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuaidengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalamrangka mencapai target kegiatan.Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagiPNS dan Non PNS dibatasi dan hanya didasarkan padapertimbangan bahwa keberadaan PNS dan Non PNS dalamkegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyataterhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud denganmemperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSdan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah danRetribusi Daerah.b. Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalamjenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincianobyek belanja honorarium PNS dan Non PNS. Besaranhonorarium bagi PNS dan Non PNS dalam kegiatan ditetapkandengan keputusan walikota.7. Belanja Barang dan Jasaa. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatandianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa denganmenambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru sertabesarannya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.b. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi PegawaiPemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap,pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yangdibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD denganmempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, dan PeraturanPresiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19Tahun 2016.c. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberianhadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan ataupenghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebutdianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai koderekening berkenaan.
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d. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengankebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas danfungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan sertamemperhitungkan estimasi sisa persediaan barang TahunAnggaran 2019.e. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupanpenyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJSdiberikan kepada Walikota/Wakil Walikota, hanya berupapelayanan medical check up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan duaanak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkandalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secarafungsional terkait sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah.Selanjutnya, pengembangan pelayanan kesehatan di luarcakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakanoleh BPJS diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD,hanya berupa pelayanan medical check up sebanyak 1 (satu)kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak,dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalambentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secarafungsional terkait sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan AdministartifPimpinan dan Anggota DPRD.Berkaitan dengan itu, pelaksanaan medical check up dilakukandi dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah SakitUmum Daerah setempat atau Rumah Sakit Umum Pusatterdekat.f. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakirmiskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-UndangNomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentangPenerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015,dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan PresidenNomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga AtasPeraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang JaminanKesehatan, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraanjaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan yang bersumberdari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkannyadalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yangmenangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
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g. Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasiJaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan TingkatPertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belummenerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan PresidenNomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi JaminanKesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan danDukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik PemerintahDaerah dan Surat Edaran Mendagri Nomor 900/2280/SJtanggal 5 Mei 2014. Dalam hal dana kapitasi tidak digunakanseluruhnya pada tahun anggaran sebelumnya, dana kapitasitersebut harus digunakan tahun anggaran berikutnya danpenggunaannya mempedomani Peraturan Menteri KesehatanNomor 19 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri KesehatanNomor 28 Tahun 2014 dan Surat Edaran Mendagri Nomor900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.h. Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikanpada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3)Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarannya sesuaidengan masing-masing peraturan daerah.i. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihakketiga/ masyarakat pada tahun anggaran berkenaan,dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa denganmempedomani  Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2018, serta peraturan perundang-undangan lain dibidang hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakatpada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkansebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkankepada pihak ketiga/ masyarakat ditambah seluruh belanjayang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasasampai siap diserahkan.j. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangkakunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinasdalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukansecara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi sertamemperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksudsehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintahdaerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkansesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran
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perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada InstruksiPresiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas LuarNegeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri BagiAparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri, PemerintahDaerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinanserta Anggota DPRD.k. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangandaerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harusmemperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riilatau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai denganbiaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikanuntuk Walikota/ Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan TinggiMadya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hakkeuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan TinggiMadya;2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakanfasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepadayang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempattujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinasdan dibayarkan secara lumpsum.4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secaralumpsum. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinasditetapkan dengan Keputusan Walikota denganmemperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas,efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran sertarasionalitas.l. Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yangmengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanjaperjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinasdimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yangditetapkan dengan peraturan kepala daerah.m. Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan,bimbingan teknis dan sejenisnya yang terkait denganpengembangan sumber daya manusia bagi:1) Pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;2) Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
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3) Unsur lainnya seperti tenaga ahli.Diprioritaskan penyelenggaraannya di dalam Kota. Dalam halterdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraanpendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi,workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya di luar Kotatetap dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspekurgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi,kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayananpenyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh gunaefisiensi dan efektifitas  penggunaan anggaran daerah sertatertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.n. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat,pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi,workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnyadiprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah,seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milikpemerintah daerah.o. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang beradadalam penguasaan pengelola barang, pengguna barangberpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentangPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang PedomanPengelolaan Barang Milik Daerah.8. Belanja Modala. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanjamodal pada APBD untuk pembangunan dan pengembangansarana dan prasarana yang terkait langsung denganpeningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat sertapertumbuhan ekonomi daerah.b. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuaidengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerahberdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, transparan danterbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakanproduk-produk dalam negeri.Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milikdaerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milikdaerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhanpelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barangmilik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhanbarang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD
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dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhanbarang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar
(baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaankebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman padastandar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga,penetapan standar kebutuhan oleh Walikota berdasarkanpedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negerisebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4),dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung danbangunan milik daerah mempedomani Peraturan PresidenNomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan BangunanGedung Negara. Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaananggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintahdaerah tidak diperkenankan sesuai dengan Surat MenteriKeuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan GedungKantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaananggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatankuantitas dan kualitas pelayanan publik.c. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umummempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi PembangunanUntuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012tentang Biaya Operasional dan Biaya PendukungPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD, PeraturanPemerintah Nomor 27 Tahun 2014, dan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.d. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaranyang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetapdan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masamanfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalamkegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimalkapitalisasi aset (capitalization threshold). Nilai aset tetap danaset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebutadalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruhbelanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan asetsampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005,Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 danLampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan(PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sertaBuletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.e. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal asettetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilaibatas minimal kapitalisasi aset (capitalization threshold), dandapat memperpanjang masa manfaat atau yang dapatmemberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalambentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutuproduksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanjamodal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
2.3.2 Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial,

Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak TerdugaDalam rangka pelaksanaan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah,bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidakterduga, kebijakan secara khusus yang diambil oleh Pemerintah KotaPasuruan sebagai berikut:1. Belanja PegawaiPenganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagaiberikut:a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PegawaiNegeri Sipil PNSD dan pejabat negara disesuaikan denganketentuan peraturan perundang-undangan sertamemperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dantunjangan PNS serta pemberian gaji ketiga belas dan THR.b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatanCalon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2020.c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gajiberkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasipegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnyamaksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanjapegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
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d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagiWalikota/ Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD sertaPNS dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2019 denganmempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentangSistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentangJaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Penyediaan anggaranuntuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminankesehatan bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan danAnggota DPRD serta PNS di luar cakupan penyelenggaraanjaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidakdiperkenankan dianggarkan dalam APBD.e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dankematian bagi PNSD dibebankan pada APBD denganmempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian BagiPegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian BagiPegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraanjaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Walikota/WakilWalikota serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan padaAPBD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagipegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.f. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNS memperhatikankemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRDsesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor58 Tahun 2005.Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebihdahulu dengan peraturan walikota sebagaimana diatur dalamPasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.Standar satuan biaya Tambahan Penghasilan PNS dimaksudmemperhatikan aspek efisiensi, efektifitas, kepatutan dankewajaran serta rasionalitas.g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan RetribusiDaerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun
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2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan InsentifPemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.h. Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Dana Tambahan PenghasilanGuru PNS dan Tunjangan Khusus Guru PNS di Daerah Khususyang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 melalui DAKNon Fisik dianggarkan dalam APBD pada kelompok belanjatidak langsung, jenis belanja pegawai, obyek gaji dan tunjangandan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekeningberkenaan.
3 Belanja BungaBagi daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bungapinjaman baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangkapanjang dianggarkan pembayarannya dalam APBD TahunAnggaran 2020.
4 Belanja SubsidiPemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidikepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakanpelayanan public, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaanKewajiban Pelayanan Umum (public service obligation). Belanjasubsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembagatertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau olehmasyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembagatertentu yang diberi subsidi tersebut  menghasilkan produk yangmerupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orangbanyak. Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan pada APBD,perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih dahuludilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaandan tanggung jawab keaungan Negara sebagaimana diatur dalamPasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.Pemerintah daerah dapat memberikan belanja subsidi kepadaBUMD Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dariPemerintah Daerah kepeda BUMD Penyelenggara SistemPenyediaan Air Minum.Dalam hal Kepala Daerah memutuskan tarif lebih kecil dari usulantarif yang diajukan Direksi BUMD Penyelenggara SPAM yang
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mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biayasecara penuh (full cost recovery) dan setelah mendapat persetujuandari dewan pengawas, pemerintah daerah harus menyediakansubsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD, sebagaimanadiatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun2016.
5 Belanja Hibah dan Belanja Bantuan SosialPenganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yangbersumber dari APBD mempedomani peraturan walikota yangmengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasihibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 danPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentangPedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumberdari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah danBantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturanperundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.
6 Belanja Bagi Hasil PajakTidak ada penganggaran Belanja Bagi Hasil Pajak yangbersumber dari pendapatan daerah.
7 Belanja Bantuan KeuanganBelanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepadapemerintah daerah lainnya dapat dianggarkan pada APBD sesuaidengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yangdiwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi olehpemerintah daerah. Belanja bantuan keuangan tersebut harusdidasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal,membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidaktersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat daripemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah.Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum danbersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan
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untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formulaantara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah pendudukan,jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan denganperaturan kepala daerah. Belanja Bantuan Keuangan bersifatkhusus digunakan untuk membantu capaian kinerja programprioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuaidengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerimabantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khususditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikandalam APBD Tahun Anggaran 2020 dan dianggarkan pada jenisbelanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangankepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politikpenerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuankeuangan kepada partai politik berpedoman kepada PeraturanPemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangankepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik danPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentangPedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD danTertib Aministrasi Pengajuan, Penyaluran, dan LaporanPertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politiksebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata CaraPenghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib AministrasiPengajuan, Penyaluran, dan Laporan PertanggungjawabanPenggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
8 Belanja Tidak TerdugaPenganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasionaldengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dankemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapatdiprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintahdaerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanaikegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadiberulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana,penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhanmendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk programdan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020, termasuk pengembalianatas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.



Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas TA.2020 40

Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanaitanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencanasosial serta kebutuhan mendesak lainnya, seperti penanganankonflik sosial sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012dan penanganan gangguan keamanan dalam negeri sesuai amanatInstruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013, dilakukan dengan cara:a. Walikota menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanjatidak terduga dengan keputusan walikota dan diberitahukankepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejakkeputusan dimaksud ditetapkan;b. Atas dasar keputusan walikota tersebut, pimpinaninstansi/lembaga yang akan bertanggung jawab terhadappelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan;c. Walikota dapat mengambil kebijakan percepatan pencairandana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganantanggap darurat yang mekanisme pemberian danpertanggungjawabannya diatur dengan peraturan walikotasebagaimana dimaksud Pasal 134 ayat (4) Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011; dand. Kegiatan lain di luar tanggap darurat yang didanai melaluibelanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggarandari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan.
2.3.3. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang Dihadapi, Strategi

dan Prioritas Pembangunan Daerah yang Terintegrasi dengan
Kebijakan dan Prioritas Pembangunan NasionalTahun 2020 adalah tahun kelima perencanaan pembangunan KotaPasuruan yang disusun dengan mengacu pada visi Walikota-WakilWalikota Pasuruan, yakni untuk mewujudkan “Kota Pasuruan lebih

sejahtera, mandiri dan berdaya saing dengan perdagangan, jasa
dan industri”. Guna mewujudkan impian tersebut perlu dituangkandalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) yang antara lain berisi visi dan misi kepala daerah. Lebihlanjut, RPJMD tersebut akan digunakan sebagai acuan utama dalampenyusunan RKPD Kota Pasuruan tahun 2020. Penyusunan substansimateri dalam RKPD Kota Pasuruan 2020 dilaksanakan dengan mengacupada agenda-agenda pembangunan yang tercantum dalam RPJMNasional tahun 2015-2019, RPJMD Provinsi Jawa Timur 2015-2019,RKP tahun 2020, RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2020, RPJP KotaPasuruan serta memperhatikan kondisi eksisting, permasalahan dan
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isu-isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunandaerah.Untuk mewujudkan Visi “Kota Pasuruan lebih sejahtera, mandiridan berdaya saing dengan perdagangan, jasa dan industri”, makarumusan misi pembangunan Kota Pasuruan 2016–2021 sebagaipemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponenuntuk mengarah pada pencapaian kondisi akhir adalah:1. Meningkatkan partisipasi dan layanan kualitas pendidikan
yang terjangkauMelalui misi ini, perwujudan visi pembangunan Kota Pasuruan,ditempuh melalui sisi peningkatan layanan kualitas pendidikan,yang mengarah pada pendidikan yang berkeadilan bagi semuawarga.Peningkatan layanan kualitas pendidikan dicapai melaluipenekanan pada fokus berikut: 1) pembebasan biaya pendidikanpada berbagai jenjang, 2) pemerataan layanan pendidikan,khususnya bagi anak usia sekolah dari keluarga miskin; 3)peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, terutamalaboratorium dan perpustakaan; serta 4) peningkatan mutu tenagapendidik dan kependidikan.

2. Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan
masyarakatPerwujudan visi Kota Pasuruan dari sisi kesehatan ditempuhmelalui peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatanmasyarakat, yang mengarah pada peningkatan derajat kesehatanmasyarakat.Peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat,dicapai melalui penekanan pada fokus berikut: 1) pembebasanbiaya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan puskesmaspembantu; 2) penambahan jam layanan kesehatan puskesmas, yangditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana layanankesehatan yang memadai; 3) peningkatan kualitas SDM tenagamedis dan kesehatan, khususnya di puskesmas dan jaringannya; 4)peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan bagi keluarga miskin;5) meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak dibawah limatahun melalui penguatan dan pengembangan sinergitas Posyandu,Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Bina Keluarga Balita(BKB) di setiap keluarahan; serta 7) peningkatan kinerjamanajemen dan layanan RSUD dr. Soedarsono.
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3. Menciptakan kesempatan kerja dan kualitas iklim usaha yang
kondusifMelalui misi ini, perwujudan visi pembangunan Kota Pasuruan,ditempuh melalui sisi peningkatan ketenagakerjaan dan iklimusaha, yang mengarah pada peningkatan kesempatan kerja.Peningkatan kesempatan kerja dan kualitas iklim usaha dicapaimelalui penekanan pada fokus berikut: 1) pemerataan kesempatanmemperoleh pelatihan ketenaga-kerjaan bagi pengangguran, 2)mengembangkan jejaring kerja untuk pemagangan danpenempatan kerja;3) mengembangkan kewirausahaan untukmembuka lapangan kerja baru; serta 4) meningkatkan investasimelalui perbaikan iklim investasi, sehingga tercipta kesempatankerja baru.4. Meningkatkan pengembangan perdagangan jasa dan industri
untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara layakPerwujudan visi Kota Pasuruan dari sisi ekonomi ditempuh melaluipenguatan peran sektor perdagangan, jasa dan industri untukmendukung pembangunan ekonomi bagi semua (inklusif), secaramandiri dan berdaya saing. Peran ini utamanya diberikan kepadausaha mikro, kecil dan menengah, terutama yang bergerak disektor-sektor ekonomi utama.Penguatan peran  sektor perdagangan, jasa dan industri dicapaimelalui penekanan pada fokus berikut: 1) percepatan pemecahanmasalah pasokan bahan baku kayu yang dihadapi oleh IKM mebel,2) peningkatan upaya fasilitasi standarisasi produk IKM, terutamaproduk mebel dan logam, 3) peningkatan kelayakan sarana danprasarana pasar tradisional; serta 4) penguatan peran koperasisebagai lembaga ekonom kerakyatan.5. Meningkatkan infrastruktur kota, sarana dan prasarana dasar
serta pemanfaatan tata ruang yang berwawasan lingkunganMelalui misi ini, perwujudan visi pembangunan Kota Pasuruan,ditempuh melalui sisi peningkatan ketersediaan infrastruktur danpenataaan ruang, yang mengarah pada pembangunanberkelanjutan.Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan penataaan ruang, yangmengarah pada pembangunan berkelanjutan, dicapai melaluipenekanan pada fokus berikut: 1) pemantapan jaringan jalan dalamkondisi baik, 2) percepatan penyelesaian pembangunan jalanlingkar utara, 3) peningkatan cakupan layanan sanitasi,persampahan  dan permakaman, 4) penciptaan pusat-pusatpertumbuhan baru, antara lain melalui: pembangunan ekowisatamangrove, dan taman pendidikan, peningkatan kawasan Kota
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Pusaka 5) peningkatan proporsi dan kualitas ruang terbuka hijau;serta 6) peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan.6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata
pemerintahan yang baikMisi ini mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Pasuruandari sisi birokrasi dan pelayanan publik, yang mengarah pada tatakelola pemerintahan yang bersih (clean government) danpemerintahan yang bersih (good governance). Misi ini diarahkanuntuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui penyelenggaraanpemerintahan yang transparan dan akuntabel, dengan didukungsumber daya aparatur yang profesional, kelembagaan yang tepatfungsi dan ukuran, sistem kerja yang jelas dan terukur, kebijakanpenganggaran yang efisien, serta pemanfaatan teknologi informasiuntuk mencapai pelayanan prima.7. Meningkatkan kualitas iman dan taqwa, berbudaya yang
diliputi harmoni sosial dan kesalehan sosialMisi ini mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Pasuruandari sisi keamanan dan ketertiban lingkungan, yang mengarah padaterbangunnya kohesi sosial. Kohesi sosial adalah kondisi kehidupanbermasyarakat yang “rukun agawe guyub” dengan modal sosial(social capital), antara lain terejawantah sebagai nilai-nilai kearifanlokal, yang menjadi perekatnya. Misi ini mendukung perwujudanvisi pembangunan Kota Pasuruan dari sisi kohesi sosial, mengingattanpa kerukunan (harmoni sosial) dan keguyuban (kesalehansosial), mustahil pembangunan dapat terlaksana.
Esensi dari tema pembangunan Kota Pasuruan tahun 2020 adalahpertumbuhan ekonomi yang inklusif, sehingga pemerataankesejahteraan dapat tercapai, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomiPertumbuhan ekonomi dicapai melalui peningkatan peran kepadapelaku usaha mikro dan kecil, khususnya pada sektor ekonomiutama. Tanpa bermaksud mengesampingkan peran usaha besardan menengah, pemberian peran yang lebih besar kepada usahamikro dan kecil ini, didasarkan pada pertimbangan bahwa jumlahusaha mikro dan kecil di Kota Pasuruan cukup dominan (hampir93%). Selain itu, karakteristik usaha mikro dan kecil yang bersifatpadat karya, menjadikannya sebagai penyedia lapangan kerjaterbesar (hampir 62%) di Kota Pasuruan.Usaha mikro dan kecil yang menjadi pemicu utama pertumbuhanekonomi adalah industri mebel, industri logam, industri mamin,
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industri kerajinan dan industri konveksi. Untuk itu, akandilaksanakan program dan kegiatan terkait pengembangan produk,pemasaran hingga pembiayaan untuk usaha mikro dan kecil.
2. Investasi dan pemantapan infrastrukturKemudahan investasi dan ketersediaan infrastruktur yang layakmerupakan akselerator pertumbuhan ekonomi. Kemudahaninvestasi diberikan dalam bentuk kepastian layanan perijinan, baikdalam persyaratan, waktu, maupun biaya. Pengalihan seluruhperijinan ke DPMPTSP dan pelayanan perijinan online merupakanupaya lainnya untuk memudahkan investor dalam melakukaninvestasi.Selain itu, untuk memberikan kepastian investasi, juga disusunrencana peruntukan ruang bagi aktivitas industri.Konektivitas menjadi fokus utama dalam pembangunaninfrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, antara lainmelalui pembangunan jalan lingkar utara, pengembanganpelabuhan dan pelabuhan pendaratan ikan. Konektivitas ini akanditunjang dengan penyediaan perumahan beserta prasarana saranadan utilitas pendukungnya secara layak. Terutama adalahperluasan cakupan layanan air bersih, sanitasi (termasukpengolahan sampah) dan penerangan jalan.
3. Pemerataan pembangunanPemerataan pembangunan merupakan upaya untuk mengurangikesenjangan, baik dari perspektif kelompok pendapatan maupunwilayah. Pengurangan kesenjangan antar kelompok pendapatan,utamanya, dicapai melalui program penanggulangan kemiskinandan pengangguran. Sementara kesenjangan wilayah, ditanggulangimelalui pengembangan wilayah dengan membuat pusat-pusatpertumbuhan baru, yang didukung dengan konektivitas daninfrastruktur yang layak.Esensi tema pembangunan tersebut, dijabarkan lebih rinci kedalam prioritas pembangunan Kota Pasuruan tahun 2020, yangdalam penyusunannya juga memperhatikan prioritaspembangunan nasional dan provinsi Jawa Timur tahun 2020. Selainitu, penyusunan prioritas pembangunan Kota Pasuruan jugamemperhatikan arahan pembangunan Kota Pasuruan tahun 2020,sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Timur tahun2020, sebagai berikut:
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a. Meningkatkan kinerja sektor jasa, meliputi: pendidikan,penyediaan akomodasi dan mamin, informasi dan komunikasiserta jasa perusahaan.b. Pengembangan sektor unggulan untuk mempercepatpertumbuhan dan pemerataan ekonomi.c. Peningkatan investasi untuk untuk membuka lapangan kerja.d. Modernisasi infrastruktur dan kualitas SDM.e. Peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi diseluruh sektor.
2.4. Pembiayaan DaerahEsensi sebuah pembiayaan dalam penyusunan anggaranmerupakan sebuah penyeimbang antara tingkat ketersediaan anggaranpendapatan dengan kebutuhan belanja. Apabila anggaran pendapatandaerah lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan belanja daerah,maka terjadi surplus anggaran sehingga perlu sebuah kebijakanpengeluaran pembiayaan daerah dan sebaliknya apabila anggaranpendapatan daerah tidak mencukupi terhadap kebutuhan belanjadaerah, maka ditetapkan kebijakan penerimaan pembiayaan daerah.Berdasarkan pada proyeksi kemampuan keuangan tahun anggaran2020, maka diperkirakan bahwa Pemerintah Kota Pasuruan belummampu untuk menutup kebutuhan belanja dengan pendapatan yangdiperolehnya. Oleh sebab itu pada tahun anggaran 2020 PemerintahKota Pasuruan masih menetapkan ”kebijakan anggaran defisit”. Untukmenutup kekurangan tersebut, Pemerintah Kota menetapkan kebijakanpenerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa lebih perhitungan tahunanggaran sebelumnya dan penerimaan pengembalian pinjaman.
2.4.1. Kebijakan Penerimaan PembiayaanUntuk menutup defisit anggaran pada tahun anggaran 2020, makasumber penerimaan pembiayaan diproyeksikan berasal dari:1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun AnggaranSebelumnya yang dihitung berdasarkan perkiraan yang rasionaldengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran yangtercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2020.2. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yangbersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan danbesarannya sesuai Peraturan Daerah tentang Pembentukan DanaCadangan.
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3. Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD padaakun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenispenerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek danabergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompokmasyarakat penerima.4. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkanperaturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman. Penerimaan kembalipemberian pinjaman pada tahun anggaran 2020 ini berasal daripengembalian kredit lunak yang diberikan kepada UKM  dangerakan koperasi.
2.4.3. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan2.4.3.1. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerahdapat menganggarkan investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat(3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah.Penganggaran dana bergulir dalam APBD pada akunpembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah,jenis penyertaan modal/ investasi  pemerintah daerah, obyekdana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepadakelompok masyarakat penerima.2.4.3.2. Sebelum melakukan investasi harus disusun analisis investasipemerintah daerah. Analisis tersebut dilakukan olehpenasehat investasi independen dan professional, danditetapkan oleh kepala daerah sebagaimana diamanatkandalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun2012 tentang Pedoman pengelolaan investasi pemerintahdaerah.2.4.3.3. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha miliknegara/ daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkandengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yangtelah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modalpada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturandaerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaanmodal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modalyang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentangpenyertaan modal.



Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas TA.2020 47

Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlahpenyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yangtelah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaanmodal, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturandaerah tentang penyertaan modal tersebut.2.4.3.4. Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetordan/atau melakukan penambahan penyertaan modal padaBadan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuatstruktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebihberkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMDsektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukanpenambahan penyertaan modal dimaksud guna memenuhi
Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagaimana dipersyaratkanoleh Bank Indonesia.2.4.3.5. Dalam rangka mendukung kebijakan paket ekonomipemerintah terkait dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat(KUR) kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modaldan/atau penambahan modal kepada Badan Usaha MilikDaerah baik lembaga keuangan perbankan maupun lembagakeuangan non perbankan sesuai peraturan perundang-undangan.2.4.3.6. Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable
Development Goal’s (SDG’s) Tahun 2025 yaitu cakupanpelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80persen dan di wilayah perdesaan sebanyak 60 persen,pemerintah daeah dapat memperkuat struktur permodalanPerusahaan Air Minum Daerah (PDAM). Penguatan strukturpermodalan tersebut dilakukan dengan menambahpenyertaan modal pemerintah daerah yang antara lainbersumber dari pemanfaatan bagian laba bersih PDAM.Penyertaan modal tersebut dilakukan untuk penambahan,peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistempenyediaan air minum, serta peningkatan kualitas danpengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintahdaerah dapat melakukan penambahan penyertaan modalguna meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitaspelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai
SDG’s dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.2.4.3.7. Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah daerahharus menetapkan terlebih dahulu peraturan daerah tentangpembentukan dana cadangan yang mengatur: tujuan
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pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yangakan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahundana cadangan yang harus dianggarkan.2.4.3.8. Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi UsahaMikro, pemerintah daerah dapat melakukan penyertaanmodal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintahdaerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.2.4.3.9. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisitanggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5)Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.2.4.3.10. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBDmenghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintahdaerah harus memanfaatkannya untuk penambahan programdan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dankegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaranpembiayaan.Dalam hal perhitungan SILPA tahun berjalan negatif,pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkanpenghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukanmerupakan kewajiban daerah, pengurangan program dankegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volumeprogram dan kegiatannya.
2. 5. Pengelola Keuangan
2.5.1. Pengguna Anggaran (PA)Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenanganpenggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsiSKPD yang dipimpinnya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.Pejabat Pengguna Anggaran adalah Kepala SKPD. Tugas PenggunaAnggaran adalah:1. menyusun RKA-SKPD;2. menyusun DPA-SKPD;3. melakukan tindakan yang  mengakibatkan  pengeluaran  atasbeban anggaran belanja;
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4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkanpembayaran;6. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;7. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalambatas anggaran yang telah ditetapkan;8. menandatangani SPM;9. mengelola   utang   dan   piutang   yang   menjadi   tanggungjawabSKPD  yang dipimpinnya;10. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjaditanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yangdipimpinnya;12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;13. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna baranglainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota; dan14. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikotamelalui Sekretaris Daerah.
2.5.2. Kuasa Pengguna Anggaran Daerah (KPA)Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa olehPengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian tugas, fungsi dankewenangannya.
2.5.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(PPK-SKPD)Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untukmelaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.PPK-SKPD tidak boleh  merangkap sebagai  pejabat yang  bertugasmelakukan pemungutan penerimaan Negara/daerah, bendahara,dan/atau PPTK.Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah(PPK-SKPD)adalah:1. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yangdisampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujuioleh PPTK;
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2. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dantunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuaidengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan olehbendahara pengeluaran;3. melakukan verifikasi SPP;4. menyiapkan SPM;5. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;6. melaksanakan akuntansi SKPD; dan7. menyiapkan laporan keuangan SKPD.
2.5.4. Bendahara PenerimaanBendahara Penerimaan adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima,menyimpan, menyetorkan, menatausahakan danmempertanggungjawabkan uang keperluan belanja daerah dalamrangka pelaksanaan APBD pada SKPD.Bendahara Penerimaan ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul PPKD.Bendahara Penerimaan secara fungsional bertanggung jawab ataspelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantuoleh Bendahara Penerimaan Pembantu.Dalam hal Bendahara Penerimaan berhalangan, maka:1. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu)bulan, Bendahara Penerimaan tersebut wajib memberikan suratkuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penerimaandan tugas-tugas Bendahara Penerimaan atas tanggungjawabBendahara Penerimaan yang bersangkutan dengan diketahuikepala SKPD;2. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga)bulan, harus ditunjuk pejabat Bendahara Penerimaan dan diadakanberita acara serah terima;3. apabila Bendahara Penerimaan sesudah 3 (tiga) bulan belum jugadapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telahmengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai BendaharaPenerimaan dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.
2.5.5. Bendahara Penerimaan PembantuBendahara Penerimaan Pembantu adalah pegawai yang ditunjuk untukmembantu  melaksanakan tugas Bendahara penerimaan.
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2.5.6. Bendahara PengeluaranBendahara Pengeluaran adalah pegawai yang ditunjuk untukmenerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan danmempertanggungjawabkan uang keperluan belanja daerah dalamrangka pelaksanaan APBD pada SKPD.Bendahara Pengeluaran ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul PPKD.Bendahara Pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab ataspelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantuoleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.Dalam hal bendahara pengeluaran berhalangan, maka:1. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1(satu)bulan,  Bendahara Pengeluaran tersebut wajib memberikan suratkuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembayarandan tugas-tugas Bendahara Pengeluaran atas tanggungjawabBendahara Pengeluaran yang bersangkutan dengan diketahuikepala SKPD;2. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga)bulan, harus ditunjuk Pejabat Bendahara Pengeluaran dandiadakan berita acara serah terima;3. apabila Bendahara Pengeluaran sesudah 3 (tiga) bulan belum jugadapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telahmengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai BendaharaPengeluaran dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.
2.5.7. Bendahara Pengeluaran PembantuBendahara Pengeluaran Pembantu adalah pegawai yang ditunjuk untukmembantu melaksanakan tugas Bendahara Pengeluaran. BendaharaPengeluaran Pembantu hanya ada pada SKPD yang ada Kuasa PenggunaAnggarannya.
2.5.8. Pembuat Daftar Gaji/Pembantu Bendahara PengeluaranPembuat Daftar Gaji/Pembantu Bendahara Pengeluaran adalahpegawai yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untukmelaksanakan fungsi kasir, membuat dokumen pengeluaran uang ataupengurusan gaji pada SKPD yang bersangkutan.
2.5.9. Pengurus Barang Milik DaerahPengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut PengurusBarang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahitugas mengurus barang.
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2.5.10. Pengurus Barang PengelolaPengurus Barang  Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugasmenerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barangmilik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
2.5.11. Pengurus Barang PenggunaPengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yangdiserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakanbarang milik daerah pada Pengguna Barang.
2.5.12. Pembantu Pengurus Barang PengelolaPembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yangmembantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaanbarang milik daerah pada Pengelola Barang.
2.5.13. Pembantu Pengurus Barang PenggunaPembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yangmembantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaanbarang milik daerah pada Pengguna Barang.
2.5.14. Pengurus Barang PembantuPengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima,menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan danmempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Kuasa PenggunaBarang.
2.6. Pelaksana Program dan Kegiatan

2.6.1. Panitia/TimPanitia/Tim dibentuk dengan Keputusan Walikota atau KepalaPerangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan yang bersifatkoordinatif. Panitia/Tim dibentuk berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan.
2.6.2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK  adalahpejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambilkeputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkanpengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah .PPK dalam Pengadaan Barang /Jasa memiliki tugas:1. menyusun perencanaan pengadaan;
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2. menetapkan spesifikasi teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK);3. menetapkan rancangan kontrak;4. menetapkan HPS;5. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepadaPenyedia;6. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;7. menetapkan tim pendukung;8. menetapkan tim atau tenaga ahli;9. melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atasRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);10. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;11. mengendalikan kontrak;12. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepadaPA/KPA;13. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepadaPA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;14. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaankegiatan; dan15. menilai kinerja Penyedia.
Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, PPKmelaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaranbelanja;2. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalambatas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
PPK dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh PengelolaPengadaan Barang/Jasa. Persyaratan untuk ditetapkan sebagai PPKyaitu:a. memiliki integritas dan disiplin;b. menandatangani Pakta Integritas;c. memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK;d. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau setara;dan
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e. memiliki kemampuan manajerial level 3 sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas tidakdapat terpenuhi, Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar dapat digunakansampai dengan 31 Desember 2023.Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dapatterpenuhi, persyaratan Sarjana Strata Satu (S1) dapat diganti denganpaling rendah golongan III/a atau disetarakan dengan golongan III/a.Persyaratan sebagaimana dimaksud diatas dapat ditambahkan denganmemiliki latar belakang keilmuan dan pengalaman yang sesuai dengantuntutan teknis pekerjaan.Dalam hal tidak terdapat pegawai yang memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud diatas, PA/KPA dapat merangkap sebagai PPK.PA/KPA yang merangkap sebagai PPK dapat dibantu oleh pegawai yangmemiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK.

2.6.3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat pada unitkerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatuprogram sesuai dengan bidang tugasnya.PPTK dibentuk dan diangkat dengan Keputusan Kepala PerangkatDaerah, memiliki tugas antara lain:1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;2. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan3. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaranpelaksanaan kegiatan.
2.6.4. Pejabat Pengadaan Barang/JasaPejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabatfungsional/personel yang bertugas melaksanakan PengadaanLangsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:1. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;2. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsunguntuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yangbernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
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3. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsunguntuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyakRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan4. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyakRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2.6.5. Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil PekerjaanPejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHPadalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugasmemeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.PjPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaanpengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilaipaling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan JasaKonsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratusjuta rupiah).Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHPadalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaanPengadaan Barang/Jasa.PPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaanpengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilaipaling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan JasaKonsultansi yang bernilai paling sedikit diatas Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah).PA/KPA pada Pemerintah Daerah menetapkan PjPHP/PPHP.Pengangkatan dan pemberhentian PjPHP/PPHP tidak terikat tahunanggaran dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.Untuk dapat ditetapkan sebagai PjPHP/PPHP sebagaimana dimaksuddiatas harus memenuhi syarat sebagai berikut;1. memiliki integritas dan disiplin;2. memiliki pengalaman di bidang Pengadaan Barang/Jasa;3. memahami administrasi proses pengadaan barang/jasa; dan4. menandatangani Pakta Integritas.
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PjPHP/PPHP dapat ditetapkan dari Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.PjPHP/PPHP tidak boleh dirangkap oleh Pejabat Penandatangan SuratPerintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara.
2.6.6. Pelaksana LapanganPelaksana Lapangan adalah personel yang diberi tugas untukmelaksanakan kegiatan teknis lapangan berdasarkan Surat Tugaspejabat yang berwenang.
2.6.7. Narasumber dalam rangka Lokakarya / Workshop / Seminar /

Sosialisasi / Diseminasi / Sarasehan / Pelatihan dan Bimbingan
Teknis / Kegiatan SejenisNarasumber adalah PNS/Non PNS baik yang berasal dari luar maupundari dalam SKPD penyelenggara sepanjang pelaksanaan kegiatannyamelibatkan peserta dari SKPD lainnyadan atau masyarakat.

2.6.8. Instruktur KetrampilanInstruktur Ketrampilan adalah personel yang mengajarkan ketrampilanyang ditunjuk oleh kepala SKPD.
2.6.9. Tim JuriTim Juri adalah personel PNS/Non PNS yang ditetapkan denganKeputusan Pejabat yang berwenang untuk menilai lomba dalam eventtertentu yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pasuruan.
2.6.10. Petugas Layanan KesehatanPetugas Layanan Kesehatan adalah personel tenaga medis yangbertugas memberikan layanan kesehatan di Puskesmas.
2.6.11. Biaya Langsung PersonelStandar biaya langsung personel (Remuneration Billing Rate)dipergunakan sebagai pedoman penyusunan Harga Perkiraan Sendiri(HPS) untuk pengadaan jasa konsultansi dan pedoman penyusunanRencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pengadaan dengan caraswakelola.
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BAB III
AKUNTANSI DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH

3.1. Kebijakan Akuntansi
3.1.1. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan

1. Peranan Laporan KeuanganLaporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakaninformasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruhtransaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satuperiode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutamadigunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanjadengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan,menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantumenentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Tujuan Pelaporan KeuanganPelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasiyang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilaiakuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi,sosial maupun politik dengan:a. menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periodeberjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;b. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperolehsumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengananggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber dayaekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerahserta hasil-hasil yang telah dicapai;d. menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintahdaerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupikebutuhan kasnya;e. menyediakan  informasi mengenai posisi keuangan dan kondisipemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumberpenerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang,termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; danf. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuanganpemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau
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penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selamaperiode pelaporan.Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuanganpemerintah daerah menyediakan informasi mengenai sumber danpenggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer,pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldoanggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional, aset,kewajiban, ekuitas dan arus kas pemerintah daerah.
3.1.2. Penggunaan Kebutuhan InformasiTerdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuanganpemerintah daerah, namun tidak terbatas pada:1. masyarakat;2. para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;3. pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi,dan pinjaman; dan4. pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat).
3.1.3. Unsur/Elemen Laporan KeuanganLaporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari:

1. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitasakuntansi berupa:a. Laporan Realisasi Anggaran SKPD;b. Neraca SKPD;c. Laporan Operasional;d. Laporan Perubahan Ekuitas; dane. Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD.
2. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh PPKD sebagai entitasakuntansi berupa:a. Laporan Realisasi Anggaran PPKD;b. Neraca PPKD;c. Laporan Arus Kas;d. Laporan Operasional;e. Laporan Perubahan Ekuitas; danf. Catatan Atas Laporan Keuangan PPKD;
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3. Laporan Keuangan Gabungan yang mencerminkan laporankeuangan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan berupa:a. Laporan Realisasi Anggaran;b. Laporan Perubahan SAL/SAK;c. Neraca;d. Laporan Operasional;e. Laporan Perubahan Ekuitas;f. Laporan Arus Kas; dang. Catatan atas Laporan Keuangan.Selain laporan keuangan pokok seperti disebut di atas, entitaspelaporan wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasiakuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (statutory reports).
4. Laporan Realisasi AnggaranLaporan Realisasi Anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah daerahmerupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi danpemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antararealisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuanpelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentangrealisasi dan anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah daerah secaratersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinyamenunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telahdisepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturanperundang-undangan.Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan RealisasiAnggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:a. Pendapatan LRA (basis kas) adalah penerimaan oleh BendaharaUmum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalamperiode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hakpemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali olehpemerintah daerah.b. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh BendaharaUmum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalamperiode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperolehpembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
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c. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatuentitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasukdana perimbangan dan dana bagi hasil.d. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/ pengeluaranyang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perludibayar kembali dan/atau yang akan diterima kembali, baikpada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahunanggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintahdaerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit ataumemanfaatkan surplus anggaran.e. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjamanatau hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara laindigunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman,pemberian pinjaman kepada entitas lain, atau penyertaan modaloleh pemerintah daerah.
5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran LebihLaporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasikenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporandibandingkan dengan tahun sebelumnya.
6. NeracaNeraca menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi danentitas pelaporan  mengenai aset, kewajiban dan ekuitas padatanggal tertentu.Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, danekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ataudimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwamasa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintahdaerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagimasyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipeliharakarena alasan sejarah dan budaya.b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa laluyang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber dayaekonomi pemerintah daerah.c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yangmerupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintahdaerah.
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7. AsetManfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalahpotensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsungmaupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintahdaerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagipemerintah daerah.Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu asetdiklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untukdapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalamwaktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidakdapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagaiaset nonlancar.Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek,piutang, dan persediaan.Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan asettak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsunguntuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakatumum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangkapanjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan denganmaksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosialdalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasijangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen.Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat UtangNegara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, daninvestasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lainpenyertaan modal pemerintah daerah dan investasi permanenlainnya.Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung danbangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dankonstruksi dalam pengerjaan.Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya.Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan asetkerja sama (kemitraan).
8. KewajibanKarakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah daerahmempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannyamengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yangakan datang.Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugasatau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks



Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas TA.2020 62

pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaansumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan,entitas pemerintah daerah lain, atau lembaga internasional.Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan denganpegawai yang bekerja pada pemerintah daerah atau dengan pemberijasa lainnya.Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagaikonsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangkapendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendekmerupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktukurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajibanjangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannyadilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
9. EkuitasEkuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakanselisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggallaporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir laporanperubahan ekuitas.

10. Laporan OperasionalLaporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomiyang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola olehpemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahandalam satu periode pelaporan.Unsur yang dicakup dalam Laporan Operasional terdiri dariPendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:a. Pendapatan-Laporan Operasional (basis akrual) adalah hakpemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilaikekayaan bersih.b. Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagaipengurang nilai kekayaan bersih.c. Transfer penerimaan atau kewajiban pengeluaran uangdari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporanlain termasuk dana perimbangan dan bagi hasil.d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luarbiasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukanmerupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin
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terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas yangbersangkutan.
11. Laporan Arus KasLaporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasimengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satuperiode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuanpelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber,penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periodeakuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaandan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagaiberikut:a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk keBendahara Umum Daerah.b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dariBendahara Umum Daerah.
12. Laporan Perubahan EkuitasLaporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan ataupenurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahunsebelumnya.
13. Catatan atas Laporan KeuanganCatatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif ataurincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran,Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional,Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatanatas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakanakuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasilain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalamStandar Akuntansi Pemerintahan, serta ungkapan-ungkapan yangdiperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secarawajar.Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagaiberikut:a. mengungkapkan informasi umum entitas pelaporan dan entitasakuntansi;b. menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan,ekonomi regional/ekonomi makro;
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c. menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahunpelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalampencapaian target;d. menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporankeuangan dan kebijakan kebijakan akuntansi yang dipilih untukditerapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadianpenting lainnya;e. menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yangdisajikan pada lembar muka laporan keuangan;f. mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh PernyataanStandar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalamlembar muka laporan keuangan; dang. menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untukpenyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka(on the face) laporan keuangan.
3.1.4. Pengakuan Unsur Laporan KeuanganPengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinyakriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatanakuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset,kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan  beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuanganpemerintah daerah. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlahuang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh olehkejadian atau peristiwa terkait.Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atauperistiwa untuk diakui yaitu:1. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitandengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dariatau masuk ke dalam entitas akuntansi dan entitas pelaporan; dan2. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yangdapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhikriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas.

1. Pengakuan AsetAset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depandiperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biayayang dapat diukur dengan andal.
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Dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutangatau beban dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untukmendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya darientitas lain telah atau tetap masih terpenuhi dan nilai klaimtersebut dapat diukur atau diestimasi.Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah daerahantara lain bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasilpengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, transfer, danpenerimaan pendapatan daerah lain-lain, serta penerimaanpembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiapunsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyakpihak atau instansi.Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas olehpemerintah daerah untuk mendapatkan pengakuan akuntansimemerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturanmengenai batasan waktu sejak uang diterima sampaipenyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak diakuijika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandangtidak mungkin diperoleh pemerintah daerah setelah periodeakuntansi berjalan.Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomimasa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur denganhandal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhikriteria sebagai berikut:a. berwujud;b. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;c. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;d. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;e. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; danf. nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaranuntuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimalkapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyaimanfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilaimanfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetaptersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatanoperasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliranpendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaatekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapatdipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan
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menerima risiko terkait. Sebelum hal ini terjadi, perolehan asettidak dapat diakui.Untuk jenis aset tetap yang biaya-biaya pemeliharaanya tidakdikapitalisasi maka pada saat penganggaran dianggarkan dalambelanja barang dan jasa.Pengeluaran belanja pengadaan baru untuk aset yangmemenuhi kriteria  berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secaraandal dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normalentitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untukdigunakan, tetapi nilainya dibawah batasan nilai satuan minimumkapitalisasi sebagaimana diatas dicatat secara terpisah dari daftaraset tetap (extra comptable), tetapi dicatat pada Laporan BarangMilik Daerah.
2. Pengakuan KewajibanKewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaransumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikankewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan ataskewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapatdiukur dengan andal.Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau padasaat kewajiban timbul.
3. Pengakuan Pendapatan LO dan Pendapatan LRAPendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak ataspendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.Pendapatan LRA diakui pada saat diterima di Rekening KasUmum Daerah atau oleh entitas pelaporan.Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kasdalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadiperbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah danpenerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset nonkas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanyapenetapan.Dalam  hal  badan layanan umum daerah,  pendapatan  diakuidengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengaturmengenai badan layanan umum daerah.
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4. Pengakuan Beban dan BelanjaBeban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinyakonsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi ataupotensi jasa.Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RekeningKas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaranmelalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saatpertanggung-jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unityang mempunyai fungsi perbendaharaan.Pengakuan beban pada periode berjalan dilakukan bersamaandengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2Dbelanja dan Pertanggungjawaban (SPJ), kecuali pengeluaran belanjamodal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporankeuangan dilakukan penyesuaian.Karena adanya perbedaan klasifikasi belanja menurutPermendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 59Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 denganklasifikasi belanja menurut dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 danPermendagri Nomor 64 Tahun 2013, maka dilakukan
mapping/konversi dari klasifikasi belanja menurut penyusunanAPBD dengan klasifikasi belanja menurut PP Nomor 71 Tahun 2010yang akan dilaporkan dalam laporan muka Laporan RealisasiAnggaran (LRA).

3.1.5. Pengukuran Unsur Laporan KeuanganPengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakuidan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintahdaerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintahdaerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesarpengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalanyang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatatsebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untukmemenuhi kewajiban.Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uangrupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harusdikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiahdengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yangberlaku pada tanggal transaksi.
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3.1.6. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan KeuanganPrinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagaiketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggaraakuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalammelakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahamilaporan keuangan yang disajikan.
Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansidan pelaporan keuangan pemerintah daerah:

1. Basis AkuntansiBasis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuanganpemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset,kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LOdan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturanperundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan denganbasis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikanlaporan demikian.Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hakuntuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kasbelum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitaspelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yangmengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhiwalaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerahatau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihakluar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula dalam LaporanOperasional.Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkanbasis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berartipendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterimaoleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja danpengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kasdaerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba,melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggarantergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaanpenerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban danekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau padasaat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuanganpemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar olehkas daerah.
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2. Prinsip Nilai Perolehan (Historical Cost Principle)Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilaiwajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh asettersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kasyang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahdaerah.Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripadanilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapatdiverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis dapat digunakannilai wajar aset atau kewajiban terkait.
3. Prinsip realisasi (Realization Principle)Ketersediaan pendapatan(basis kas) yang telah diotorisasimelalui APBD selama suatu tahun anggaran akan digunakan untukmembiayai belanja daerah dalam periode tahun anggarandimaksud atau membayar utang.Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching cost against

revenue principle) tidak mendapatkan penekanan dalam akuntansipemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansisektor swasta.
4. Prinsip substansi mengungguli formalitas (Substance Over

Form Principle)Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan denganjujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, makatransaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikansesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanyamengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atauperistiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspekformalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelasdalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
5. Prinsip periodisitas (Periodicity Principle)Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintahdaerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehinggakinerja Pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber dayayang dimilikinya dapat ditentukan.Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalahtahunan. Namun  periode bulanan, triwulanan, dan semesteransangat dianjurkan.
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6. Prinsip konsistensi (Consistency Principle)Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan padakejadian yang serupa dari periode ke periode oleh pemerintahdaerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwatidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi kemetode akuntansi yang lain.Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syaratbahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasilyang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh danpertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harusdiungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
7. Prinsip pengungkapan lengkap (Full Disclosure Principle)Laporan keuangan Pemerintah daerah harus menyajikansecara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan.Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapatditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuanganatau catatan atas laporan keuangan.
8. Prinsip penyajian wajar (Fair Presentation Principle)Laporan keuangan Pemerintah daerah harus menyajikandengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan PerubahanSaldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, LaporanPerubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas LaporanKeuangan.Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuanganPemerintah daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastianperistiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakuidengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya denganmenggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporankeuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandungunsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisiketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakanterlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalurendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidakmemperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangantersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yangterlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanjayang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dantidak andal.
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3.1.7. Dasar Hukum Pelaporan KeuanganPelaporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakanberdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangandaerah, antara lain:1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagianyang mengatur keuangan negara;2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang PerbendaharaanNegara;4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah;8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang StandarAkuntansi Pemerintahan;9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubahyang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011;10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentangPokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun2010;11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 36 Tahun 2014 tentangSistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 43 Tahun 2017 tentangKebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pasuruan.
3.2. Sistem Akuntansi
3.2.1. Komponen Pemrosesan TransaksiDalam Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) Kota Pasuruanterdapat beberapa komponen pemrosesan transaksi. Komponen-komponen tersebut antara lain adalah:
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1. Dokumen SumberSiklus akuntansi dimulai dari proses pengumpulan dokumensumber yang dihasilkan dari kegiatan keuangan pemerintahdaerah. Dokumen sumber berisi informasi transaksi keuangan yangdigunakan sebagai dasar untuk melakukan pencatatan akuntansi.Dokumen sumber yang digunakan dalam pemrosesan transaksiantara lain:a. Dokumen sumber untuk pengakuan anggaran: Perda APBD,Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD (DPA-PPKD) danDokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) besertadokumen perubahannya;b. Dokumen sumber untuk pengakuan Pendapatan-LO: SuratKetetapan Pajak Daerah (SKP-D), SPPT-PBB, Surat KetetapanRetribusi Daerah (SKRD), Peraturan Presiden, PeraturanMenteri, Surat Keputusan Gubernur, dan dokumen lain yangmemberikan hak kepada pemerintah daerah untukmemperoleh pendapatan tertentu;c. Dokumen sumber untuk pengakuan Pendapatan-LRA: SuratTanda Setoran (STS) untuk Pendapatan Asli Daerah, NotaKredit/Bukti Transfer Bank atau bukti lain yang dipersamakan;d. Dokumen sumber untuk pengakuan Beban: Surat Tagihan,Berita Acara Serah terima Barang; Berita Acara KemajuanPekerjaan; Berita Acara Opname Persediaan dan Berita AcaraPemeriksaan Fisik Aset Tetap, Bukti Memorial dan dokumenlain yang dipersamakan.e. Dokumen sumber untuk pengakuan Belanja dan Beban: SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D) GU/LS/NIHIL untuk belanjaPegawai, Barang dan Jasa dan Belanja Modal, DokumenPengesahan Belanja lainya;f. Dokumen sumber untuk pengakuan Penerimaan Pembiayaan:Nota Kredit atas penerimaan pinjaman dari Bank dan BuktiPencairan Dana Cadangan dan dokumen lain yang menyangkutpenerimaan pembiayaan; dang. Dokumen Sumber untuk pengakuan Pengeluaran Pembiayaan:Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)-LS.Dokumen sumber tersebut digunakan sebagai dasar pencatatantransaksi pada SKPD dan PPKD sesuai peruntukannya masing-masing.
2. JurnalJurnal adalah catatan akuntansi awal dalam prosedurakuntansi. Sistem entri jurnal yang digunakan adalah sistem entriganda (double entry accounting) dimana setiap transaksi dibukukan
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minimal pada dua buah rekening yang berlawanan. Entri inimemperlihatkan nilai (jumlah) debet dan kredit yang terlibat, sertarekening yang cocok untuk jumlah debet dan kredit tersebut dalamjumlah yang sama. Dalam proses pencatatan transaksi ke dalamjurnal satu hal yang penting adalah masalah pengakuan(recognition). Pengakuan adalah penentuan kapan suatu transaksidicatat berdasarkan basis akuntansi yang telah ditetapkan. Basisakrual adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi danperistiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa terjadi, danbukan hanya berdasarkan pada saat kas atau setara kas diterimaatau dibayarkan.Ada dua kategori jurnal, yaitu Jurnal Umum dan Jurnal Khusus.Jurnal Umum memuat serangkaian kolom dalam format yangbersifat umum sehingga setiap transaksi akuntansi dapat dicatat.Jurnal Khusus menggunakan format khusus yang disesuaikandengan tipe transaksi yang relatif sering terjadi. Jurnal khususmemungkinkan transaksi-transaksi yang serupa dicatat, ditotal,dan diposting ke dalam Buku Besar secara lebih efisien. Jurnalkhusus terdiri dari:a. Jurnal Penerimaan Kas (Cash Receipt Journal)b. Jurnal Pengeluaran Kas (Cash Disbursement Journal)Dapat dikatakan jurnal khusus ini menampung sebagian besartransaksi, sehingga jurnal umum hanya mencatat transaksi yangjarang terjadi serta penyesuaian akhir periode.Format jurnal yang digunakan dalam SAPD Pemerintah KotaPasuruan: PEMERINTAH KOTA PASURUANBUKTI PENJURNALANNo. Bukti : ...................... Tanggal : ...............Kode Nama Perkiraan Debet Kredit
Jumlah

Dibuat oleh, Mengetahui,
Nama NamaStaf Akuntansi PPK-SKPD
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3.2.2. Bagan Akun Standar
1. PengertianBagan akun standar (BAS) adalah daftar kodefikasi danklasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secarasistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran danpelaporan keuangan pemerintah daerah, kodefikasi akun inimenggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap yangterdiri dari kumpulan akun nominal dan akun riil secara lengkap.Kumpulan akun tersebut digunakan dalam pencatatan transaksipada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar,pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian dalam laporankeuangan.BAS ini terdiri dari 9 Kode Akun, yaitu akun 1 (satu)menunjukkan aset; akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban; akun 3(tiga) menunjukkan ekuitas; akun 4 (empat) menunjukkanpendapatan-LRA; akun 5 (lima) menunjukkan belanja; akun 6(enam) menunjukkan transfer; akun 7 (tujuh) menunjukkanpembiayaan; akun 8 (delapan) menunjukkan pendapatan-LO; danakun 9 (sembilan) menunjukkan beban.BAS dirinci dalam 5 level kode rekening (rincian obyek), yaitulevel 1 (satu) menunjukkan kode akun; level 2 (dua) menunjukkankode kelompok; level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis; level 4(empat) menunjukkan kode obyek; dan level 5 (lima) menunjukkankode rincian obyek.Namun demikian untuk penyederhanaan dan kepraktisandalam memahami dan menerapkan sistem dan prosedur akuntansi,dalam SAPD ini hanya disajikan sampai dengan level 4 (obyek).Dengan demikian Rincian kode rekening level 5 dan seterusnyadapat mengikuti dan menyesuaikan dengan peraturan kepaladaerah yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah dan peraturan lain yang berlaku.BAS merupakan tools untuk mengsinkronkan prosesperencanaan, penganggaran dengan proses akuntansi danpelaporan terutama berguna dalam menyusun Laporan  KeuanganKonsolidasian (LKPD) oleh Entitas Pelaporan.
2. Saldo Normal AkunSaldo normal akun adalah saldo positif dari setiap akun yangmana jumlah kenaikan biasanya sama atau lebih besar daripadapenurunan akun tersebut. Saldo normal akun dalam sistemakuntansi pemerintah daerah adalah sebagai berikut:
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KODE NAMA AKUN SALDO NORMAL1 ASET DEBET2 KEWAJIBAN KREDIT3 EKUITAS KREDIT4 PENDAPATAN-LRA KREDIT5 BELANJA DEBET6 TRANSFER DEBET7 PEMBIAYAAN DEBET8 PENDAPATAN-LO KREDIT9 BEBAN DEBET
3. Bagan Akun StandarBagan Akun Standar sampai dengan level 4 yang digunakantercantum dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Pasuruan.

3.3. Prosedur Penatausahaan Bendahara Penerimaan  SKPD
1. Penatausahaan Penerimaan Pendapatana. Bendahara Penerimaan SKPD menerima pembayaran sejumlahuang yang tertera pada Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerahdan/atau Surat Ketetapan Retribusi (SKR) Daerah dan/ataudokumen lain yang dipersamakan dengan SKP/SKR dari wajibpajak dan atau wajib retribusi dan/atau pihak ketiga yangberada dalam pengurusannya.b. Bendahara Penerimaan SKPD mempunyai kewajiban untukmelakukan pemeriksaan kesesuaian antara jumlah uangdengan jumlah yang ditetapkan.c. Bendahara Penerimaan SKPD kemudian membuat Surat TandaBukti Pembayaran/bukti lain yang sah untuk diberikan kepadawajib pajak/ wajib retribusi.d. Setiap penerimaan yang diterima oleh Bendahara PenerimaanSKPD harus disetor ke rekening kas umum daerah palinglambat 1(satu) hari kerja berikutnya dengan menggunakanformulir Surat Tanda Setoran (STS).e. Format dokumen Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah, SuratKetetapan Retribusi (SKR) Daerah dan Surat Tanda Setoran(STS) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganyang berlaku.
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2. Pembukuan Penerimaan PendapatanPembukuan pendapatan oleh Bendahara Penerimaanmenggunakan Buku Penerimaan dan Penyetoran BendaharaPenerimaan. Dalam melakukan pembukuan tersebut, BendaharaPenerimaan menggunakan dokumen-dokumen tertentu sebagaidasar pencatatan antara lain :a. Surat Tanda Bukti Pembayaranb. Nota Kreditc. Surat Tanda Setoran
Daftar STS yang dibuat Bendahara Penerimaan didokumentasikandalam register STS. Prosedur pembukuan dapat dikembangkandalam 3(tiga) prosedur yaitu:a. pembukuan atas pendapatan yang dibayar tunai;b. pembukuan atas pendapatan yang dibayar melalui rekeningbendahara penerimaan; danc. pembukuan atas pendapatan yang dibayar melalui Kas Umum.

3. Pertanggungjawaban AdministrasifBendahara penerimaan SKPD wajib mempertanggungjawabkanpengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya secaraadministratif kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD palinglambat tanggal 10 bulan berikutnya.Laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Penerimaanmerupakan penggabungan dengan LPJ Bendahara PenerimaanPembantu dan memuat informasi tentang rekapitulasi penerimaan,penyetoran, dan saldo kas yang ada di bendahara LPJ tersebutdilampiri dengan:a. Buku Penerimaan dan penyetoran yang telah ditutup padaakhir bulan berkenan;b. Register STS;c. Bukti penerimaan yang sah dan lengkap;d. Pertanggungjawaban Bendahara penerimaan pembantu.
3.4. Penatausahaan Bendahara Pengeluaran SKPD
3.4.1. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran(SPP) dalam rangka melaksanakan belanja. Dalam hal ini BendaharaPengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menyusun dokumenSurat Permintaan Pembayaran (SPP).

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) terdiri dari:1. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP);
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2. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU);3. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan  Uang Persediaan (SPP-TU); dan4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
1. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP)Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantumengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) setiap awal Tahun Anggaran setelah dikeluarkannyaKeputusan Walikota tentang besaran Uang Persediaan (UP).Besaran Uang Persediaan (UP) sebesar 1/12 (satu per dua belas)dari total belanja langsung setelah dikurangi rencana PembayaranLangsung (LS).Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) hanya dilakukan sekali dalam setahun tanpa pembebanan padakode rekening tertentu dan dipergunakan untuk mengisi uangpersediaan tiap-tiap SKPD.Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantumempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagailampiran dalam pengajuan Surat Permintaan Pembayaran UangPersediaan (SPP-UP), selain dokumen SPP-UP itu sendiri yangterdiri dari :a. Surat Pengantar SPP-UP;b. Ringkasan SPP-UP;c. Rincian SPP-UP.Dilampiri dokumen berupa:a. Salinan SPDb. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran/Kuasa PenggunaAnggaranc. Lampiran lain yang diperlukan.Uang Persediaan dapat digunakan untuk membiayai pengeluaranbelanja sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)untuk setiap transaksi langsung/pembelian langsung dan setiaprincian objek belanja atau untuk setiap penyedia barang/jasa dantidak dibayarkan melalui pembayaran langsung (SPP-LS).
2. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-

GU)Pada saat Uang Persediaan (UP) telah terpakai, BendaharaPengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat mengajukanSurat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU)dengan besaran sejumlah Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
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penggunaan uang persediaan yang telah disahkan oleh PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada periode waktu tertentu.
Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-
GU) tersebut dapat disampaikan untuk satu kegiatan tertentu
atau beberapa kegiatan sesuai dengan kebutuhan yang ada
dengan realisasi penggunaan Uang Persediaan telah
dipertanggungjawabkan.Misalnya, suatu SKPD mendapatkan alokasi Uang Persediaan padatanggal 4 Januari sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),pada tanggal 20 Januari terlaksana 2  (dua) kegiatan yangmenghabiskan Uang Persediaan sebesar Rp80.000.000,00 (delapanpuluh juta rupiah), dan telah dipertanggungjawabkan (di-SPJ-Kan),maka SPP-GU yang diajukan adalah sebesar Rp80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) dengan pembebanan pada koderekening belanja terkait kegiatan tersebut.Bendahara pengeluaran/Bendahara pengeluaran pembantumempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagailampiran dalam pengajuan Surat Permintaan Pembayaran GantiUang Persediaan (SPP-GU), selain dari dokumen SPP-GU itu sendiri.SPP-GU dilampiri dokumen antara lain terdiri:a. Salinan SPD;b. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran/Kuasa PenggunaAnggaran;c. Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan;d. Bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah;e. Lampiran lain yang diperlukan.
Bukti-bukti belanja yang lengkap berupa:a. Kartu Kendali Kegiatan;b. Rekapitulasi Per Rincian Obyek Belanja;c. Bukti-bukti transaksi belanja/pengeluaran yang lengkap dansah, berupa:
1. Belanja Pegawai1.1 Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, terdiri:a. Surat Keputusan Pejabat Yang Berwenang tentangPenunjukan/Pengangkatan personil penerimahonorarium yang mencantumkan besaran honorarium;b. Surat Tugas (untuk Pegawai Harian Lepas);c. Daftar Hadir
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d. Daftar Nominatif honorarium;e. Kuitansi bukti pembayaran ditandatangani penerimaatau jika kolektif ditandatangani oleh salah satupenerima honorarium;f. Bukti tanda terima tunai atau non tunai (sesuaiketentuan transaksi non tunai);g. Bukti pembayaran pajak penghasilan.1.2 Honorarium Rapat Non PNSa. Undangan;b. Daftar Hadir;c. Daftar Nominatif honorarium;d. Kuitansi bukti pembayaran ditandatangani penerimaatau jika kolektif ditandatangani oleh salah satupenerima honorarium;e. Bukti pembayaran pajak penghasilan.1.3 Uang lembur, terdiri dari:a. Surat tugas lembur dengan menyebutkan hari dantanggal serta jam pelaksanaan lembur;b. Daftar hadir lembur;c. Daftar Nominatif uang lembur;d. Kuitansi bukti pembayaran ditandatangani penerimaatau jika kolektif ditandatangani oleh salah satupenerima honorarium;e. Bukti tanda terima tunai atau non tunai (sesuaiketentuan transaksi non tunai);f. Bukti pembayaran pajak penghasilan.
2. Belanja Barang dan Jasa2.1 Kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) BelanjaBarang dan Jasa berpedoman pada Peraturan PresidenNomor 16 Tahun 2018 tentang PengadaanBarang/JasaPemerintah dan Peraturan Walikota PasuruanNomor 4 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Kota Pasuruan serta PeraturanWalikota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2018 tentangPenerimaan dan Pengeluaran melalui Transaksi Non Tunai
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dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah;2.2 Untuk belanja barang dan jasa dibawah ini, ditambahkankelengkapan:a. Belanja Kursus/Pengembangan SDM dan BelanjaSertifikasi dilengkapi dengan:1) Kuitansi bukti pembayaran kontribusi pendidikanyang ditandatangani Penyedia, BendaharaPengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu,Pejabat Pembuat Komitmen/PPK, PA/KPA (apabiladibayarkan langsung kepada panitia) jika melaluitransfer, kuitansi yang ditandatangani BendaharaPengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu,Pejabat Pembuat Komitmen/PPK, PA/KPA dan yangmelaksanakan tugas dengan dilampiri buktitransfer;2) Surat Tugas;3) Foto copy Bukti Sertifikat/Sertifikasi.b. Belanja Sewa Gedung/Tempat (Kegiatan Pameran)dilengkapi dengan:
1) Undangan pameran;
2) Dokumentasi stand.c. Belanja dekorasi (kegiatan pameran) dilengkapidengan:1) Undangan pameran;2) Dokumentasi stand.d. Belanja Makanan dan Minuman Rapat, dilengkapidengan:1) Undangan;2) Daftar hadir rapat;3) Notulen rapat dan dokumentasi kegiatan, dan;4) Bukti pembayaran pajak daerah dan PPh.e. Belanja Paket Meeting/Kegiatan diluar kantor, berupa:1) Surat Permohonan Persetujuan PenyelenggaraanKegiatan diluar kantor disampaikan dan disetujuiKepala Daerah (Walikota);
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2) Surat Pernyataan Pengguna Anggaran/KuasaPengguna Anggaran alasan penyelenggaraankegiatan diluar kantor;3) Undangan Kegiatan;4) Daftar Hadir Kegiatan;5) Notulen;6) Dokumentasi Kegiatan;7) Pajak Penghasilan (PPh).f. Belanja barang/uang yang diberikan/diserahkanmasyarakat khusus untuk hadiah lomba, dilengkapidengan:1) Hadiah berupa barang, terdiri:a. Berita Acara penetapan pemenang oleh Tim Juri;b. Surat penetapan pemenang lomba;c. Tanda penerimaan barang.2) Hadiah berupa uang, terdiri:a. Berita acara penetapan pemenang lomba olehTim Juri;b. Surat Penetapan pemenang dan besaran hadiahberupa uang dari Pejabat yang berwenang(PA/KPA);c. Daftar penerimaan hadiah;d. Kuitansi tanda terima;e. Bukti pembayaran pajak.g. Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber,diantaranya untuk:1) Tim Juri, dilengkapi dengan:a. SK Tim Juri, dari pejabat yang berwenang;b. Daftar nominative dan besaran honorarium TimJuri;c. Daftar hadir Tim Juri;d. Kuitansi tanda terima honor;e. Bukti tanda terima tunai atau non tunai (sesuaiketentuan transaksi non tunai);f. Bukti pembayaran PPh.
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2) Narasumber/Tenaga Ahli, dilengkapi:a) Permohonan menjadi Narasumber/TenagaAhli;b) Kesediaan menjadi Narasumber/Tenaga Ahli;c) Sertifikasi keahlian dan/atau Daftar RiwayatHidup;d) Dartar hadir Narasumber/Tenaga Ahli;e) Daftar nominative dan besaran honorarium;f) Kuitansi tanda terima honor;g) Bukti tanda terima tunai atau non tunai(sesuai ketentuan transaksi non tunai);h) bukti pembayaran PPh.3) Narasumber pengisi acara, dilengkapi:a) Permohonan pengisi acara;b) Surat kesediaan mengisi acara;c) Surat tugas dari pimpinan group(kelompok/group);d) Daftar hadir;e) Daftar penerimaan honor;f) Kuitansi penerimaan honor;g) Bukti tanda terima tunai atau non tunai(sesuai ketentuan transaksi non tunai);h) Bukti pembayaran PPh.h. Belanja Perjalanan Dinas, terdiri dari:1) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah untukMonitoring, Survey Lapangan, Evaluasi,Pengawasan/Peninjauan/Penelitian Lapangan,dilengkapi dengan :a) Surat Tugas;b) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD),diketahui oleh pejabat setempat (tempatkegiatan: RT/RW/Lurah);c) Laporan pelaksanaan tugas;d) Daftar uang perjalanan dinas dan penerima;e) Kuitansi masing masing penerima.2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah untukMasyarakat dan Anggota DPRD, dilengkapi dengan:a) Undangan /Surat tugas;
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b) SPPD diketahui penyelenggarakegiatan/pejabat setempat;c) Kuitansi masing masing penerima.3) Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah,dilengkapi dengan:a) Undangan (untuk konsultatif/kepentingandinas tidak diperlukan undangan);b) Surat Perintah Tugas;c) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) diisitanggal tiba dan tanggal kembali sertadibubuhi tanda tangan, nama dan cap/stempelpenanggungjawab kegiatan atautempat/kantor/instansi yang dituju untukkonsultatif/kepentingan dinas;d) Laporan perjalanan dinas;e) Bukti transport/ticket/print out e-toll;f) Bukti penginapan/bill penginapan;g) Boarding Pass;h) Bukti print out BBM yang mencantumkanvolume dan nilai uang;i) Kuitansi untuk masing-masing penerima;4) Belanja Perjalanan Dinas Keluar Negeri bagi PNSdan Pejabat Negara, dilengkapi dengan:a) Surat Perintah Tugas;b) Surat Persetujuan Pemerintah yangditerbitkan oleh Presiden atau Pejabat YangDitunjuk sebagai ijin prinsip perjalanan dinaske luar negeri;c) Surat Perintah Perjalanan Dinas yangditandatangani oleh Pejabat yang berwenangditempat tujuan di luar negeri atau di dalamnegeri;d) Foto copy halaman paspor yang dibubuhicap/tanda keberangkatan/kedatangan oleh:i. Pihak yang berwenang di Negara tempatkedudukan/bertolak dan Negara tempattujuan perjalanan dinas; atauii. Pihak yang berwenang di Negara tempatkedudukan/bertolak darisatu Negaratempat tujuan perjalanan dinas yangmemberlakukan exit/permit pada suatukawasan tertentu.e) Laporan perjalanan dinas;f) Bukti transport/ticket/print out e-toll;



Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas TA.2020 84

g) Bukti penginapan;h) Boarding pass;i) Bukti pembuatan visa dari kedutaan besarNegara tujuan;j) Bukti print out BBM yang mencantumkanvolume dan harga;k) Kuitansi untuk masing-masing penerima.
3. Belanja ModalKelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja BarangModal, yaitu:3.1 Kelengkapan Pengadaan Barang dan Jasa berpedomanpada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PeraturanWalikota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2019 tentang PetunjukTeknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pasuruan;3.2 Bukti transfer pembayaran non tunai sebagaimanaketentuan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 21 Tahun2018 tentang Penerimaan dan Pengeluaran melaluiTransaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah;3.3 Bukti pembayaran pajak (PPN/PPh);3.4 Berita Acara Penyerahan Barang dari PA/KPA kepadaPengurus Barang dengan tembusan yang disampaikankepada BPKA sebagai bukti pencatatan Aset Daerah yangsudah sesuai dengan perencanaan kebutuhan barang.

3. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan
(SPP-TU)Apabila terdapat kebutuhan belanja yang sifatnya mendesak, yangharus dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/BendaharaPengeluaran Pembantu, dan Uang Persediaan (UP) tidakmencukupi, maka Bendahara Pengeluaran/Bendahara PengeluaranPembantu dapat mengajukan Surat Permintaan PembayaranTambahan Uang Persediaan (SPP-TU).Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dariPejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) denganmemperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.Jumlah dana yang dimintakan dalam SPP-TU ini harusdipertanggungjawabkan tersendiri dan bila tidak habis, harusdisetorkan kembali.
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Dalam hal dana TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan,maka sisa tambahan  uang disetor ke rekening Kas Umum Daerah.Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uangdikecualikan untuk:a. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan.b. Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telahditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendaliPA/KPA.Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantumempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagailampiran dalam pengajuan SPP-TU, selain dokumen SPP-TU itusendiri, juga dilampiri antara lain:a. Salinan SPDb. Surat Pernyataan PA/KPAc. Surat Keterangan Penjelasan Keperluan Pengisian TambahanUang (TU);d. Surat Permohonan Tambahan Uang (TU);e. Surat Persetujuan Tambahan Uang (TU) dari PPKD;f. Lampiran lain yang diperlukan.
4. Surat Permintaan Pembayaran  Langsung (SPP-LS)Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) merupakandokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/BendaharaPengeluaran Pembantu yang dipergunakan untuk pembayaranlangsung (LS) kepada Pihak Ketiga atas dasar perjanjian kontrakkerja atau Surat Perintah Kerja dan pembayaran Gaji danTunjangan yang telah ditentukan dengan jumlah, penerima,peruntukan dan waktu pembayarannya.SPP-LS dapat dikelompokkan menjadi:a. SPP-LS untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan;b. SPP-LS untuk Pengadaan Barang dan Jasa.Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantumempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagailampiran dalam pengajuan SPP-LS, selain dokumen SPP-LS itusendiri, dilampiri dengan:1.1 SPP-LS untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan1.1.1 SPP-LS Gaji dan Tunjangan, dilengkapi dengan:

a. Salinan SPD
b. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran
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c. Dokumen-dokumen Pelengkap Daftar Gaji yang terdiridari:1) Pembayaran Gaji Induk;2) Gaji Susulan;3) Kekurangan Gaji;4) Gaji Terusan;5) SK CPNS;6) SK PNS;7) SK Kenaikan Pangkat;8) SK Jabatan;9) Kenaikan Gaji Berkala;10) Surat Pernyataan Pelantikan;11) Surat Pernyataan masih menduduki jabatan;12) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;13) Daftar Keluarga (KP4);14) Foto kopi surat nikah;15) Foto kopi Akta Kelahiran;16) Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)gaji;17) Surat Keterangan masih sekolah/kuliah;18) Surat Pindah;19) Surat Kematian;20) Id Billing PPh 21; dan21) Peraturan Perundang-undangan mengenai penghasilanpimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjanganWalikota/Wakil Walikota.
d. Lampiran lain yang diperlukan.1.1.2 SPP-LS Tambahan Penghasilan PNS (Uang Makan/TPP) danInsentif Pajak Daerah/Retribusi Daerah, dilengkapi dengan :
a. Salinan SPD
b. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran
c. Dokumen-dokumen Pelengkap Tambahan Penghasilanyang terdiri dari:1) Daftar Nominatif Penerimaan Uang Makan/TPP;2) Daftar Hadir PNS (Uang makan);3) Daftar Perhitungan TPP yang sudah diverifikasi olehBagian Organisasi;4) Id billing PPh 21;



Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas TA.2020 87

5) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) PenerimaanTambahan Penghasilan bulan sebelumnya;6) SK Penetapan Target Pajak/Retribusi Daerah;7) SK Penetapan Insentif Penerimaan Pajak/RetribusiDaerah.2.1 SPP-LS untuk Pengadaan Barang dan Jasa.2.1.1 Untuk Barang dan Jasa, dilengkapi dengan:a. Salinan SPD;b. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran/Kuasa PenggunaAnggaran;c. Dokumen-dokumen terkait kegiatan (disiapkan oleh PPTK)yang terdiri atas:1) Permohonan Pembayaran yang mencantumkan nomorrekening bank;2) Foto kopi rekening bank/rekening Koran;3) Jaminan Bank (Jaminan Uang Muka/JaminanPemeliharaan);4) Berita Acara Pembayaran;5) SSP/Id Billing PPN dan PPh6) Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak antara PejabatPembuat Komitmen (PPK) dengan Pihak Ketiga/Penyediaserta mencantumkan nomor rekening bank PihakKetiga/Penyedia;7) Berita Acara Pemeriksaan Bersama (PekerjaanKonstruksi);8) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/PemeriksaanBarang/Jasa;9) Berita Acara Penyerahan Barang/Jasa;10) Dokumentasi (Barang/Jasa Konstruksi);11) Surat Pemberitahuan Potongan Denda KeterlambatanPekerjaan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) apabilapekerjaan mengalami keterlambatan;12) Berita Acara Pemeriksaan Administrasi YangDitandatangani oleh Pejabat/Panitia Pemeriksa HasilPekerjaan;13) Potongan Jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuanyang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek);
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14) Kuitansi bermaterai cukup yang ditandatangani olehPenyedia, Bendahara Pengeluaran, Pejabat PembuatKomitmen (PPK) serta PA/KPA;dan15) Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitunganharganya menggunakan biaya personil (billing rate),berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri buktikehadiran tenaga konsultan sesuai pentahapan waktupekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alatpenunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkanrincian dalam surat penawaran.d. Lampiran lain yang diperlukan2.1.2.Untuk Pengadaan Tanah, dilengkapi dengan:
a. Salinan SPD
b. Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran/Kuasa PenggunaAnggaran
c. Dokumen-dokumen terkait kegiatan (disiapkan oleh PPTK)yang terdiri atas:1) Daftar nominatif penerima pembayaran uang gantikerugian yang memuat paling sedikit nama masing-masing penerima, besaran uang dan nomor rekeningmasing-masing penerima;2) Foto copy bukti kepemilikan tanah;3) Bukti pembayaran/ Kwitansi Asli bermeterai yangditandatangani oleh PA/KPA, PPTK dan BendaharaPengeluaran serta Penerima ;4) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi danBangunan (SPPT PBB-P2) tahun transaksi;5) Pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidakdalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan;6) Pernyataan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukumlokasi tanah yang disengketakan yang menyatakan bahwaPengadilan Negeri tersebut dapat menerima uangpenitipan ganti kerugian, dalam hal tanah sengketa;7) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan atau pejabatyang ditunjuk yang menyatakan bahwa rekeningPengadilan Negeri yang menampung uang titipantersebut merupakan Rekening Pemerintah Lainnya,dalam hal tanah sengketa ;
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8) Berita acara pelepasan hak atas tanah atau penyerahantanah;9) Id  Billing PPh Final atas pelepasan hak (apabiladiperlukan).
d. Dokumen-dokumen lainnya sebagaimana dipersyaratkandalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaantanah.

5. Surat Permintaan Pembayaran Nihil (SPP-Nihil)Surat Permintaan Pembayaran Nihil (SPP-Nihil) merupakan salahsatu bentuk pertanggungjawaban bendaharapengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu secara fungsionalkepada Bendahara Umum Daerah (BUD), baik atas penggunaanuang persediaan maupun tambahan uang  persediaan.Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantumempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagailampiran dalam pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Nihil,dilengkapi dengan:a. Salinan SPDb. Surat Penyataan Pengguna Anggaran/Kuasa PenggunaAnggaranc. Laporan pertanggungjawaban uang persediaan/tambahanuang persediaand. Bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah sebagaimana bukti-bukti pertanggungjawaban uang persediaan.e. Bukti penyetoran kembali ke Rekening Kas Umum Daerah atassisa uang persediaan/tambahan uang persediaanf. Lampiran lain yang diperlukan.
3.4.2. Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM)Setelah berkas dokumen persyaratan pengajuan Surat PermintaanPembayaran (SPP) dinyatakan benar dan lengkap PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani Surat PerintahMembayar yang disiapkan oleh Pejabat Penata Usahaan KeuanganSKPD (PPK-SKPD).Surat Perintah Membayar (SPM) terdiri dari:1. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP);2. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU);3. Surat Perintah Membayar Tambahan  Uang Persediaan (SPM-TU);dan4. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS).
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Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SuratPerintah Membayar kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (KuasaBUD) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).1. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP)Kelengkapan Dokumen SPM-UP terdiri dari:a. Surat Pengantar Pengajuan Penerbitan SP2D;b. salinan 1 Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;c. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-UP;d. Fotokopi Keputusan Walikota Pasuruan Tentang Besaran UangPersediaan.2. SPM – GU terdiri dari:Kelengkapan Dokumen SPM-GU terdiri dari:a. Surat Pengantar Pengajuan Penerbitan SP2D;b. Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak AtasBelanja;c. Salinan 1 Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;d. Salinan 1 Lembar Verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan(PPK-SKPD) atas SPP dan kelengkapannya serta LaporanPertanggungjawaban Bendahara;e. Salinan1 Surat Pernyataan Pengajuan SPM-GU;f. Salinan 1 Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban BendaharaPengeluaran (SPJ Belanja) periode sebelumnya (LaporanPertanggungjawaban Bendahara yang telah disahkan olehPA/KPA);g. Rekapitulasi Per Rincian Obyek Belanja;h. Fotokopi SPD;i. Fotokopi bukti atas penyetoran PPN/PPh;j. Khusus untuk Pengeluaran Belanja Modal dilampiri rincianBelanja Modal yang telah diverifikasi oleh Kepala Bidang Asetpada BPKA.3. SPM – TU terdiri dari :Kelengkapan Dokumen SPM-TU terdiri dari:a. Surat Pengantar Pengajuan Penerbitan SP2D;b. Surat permohonan tambahan uang (TU) kepada PPKD;c. Surat persetujuan tambahan uang (TU) dari PPKD;d. Salinan 1 Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;e. Salinan 1 Surat Pernyataan Pengajuan SPM-TU;f. Salinan 1 Surat Keterangan yang memuat penjelasan keperluanpengisian Tambah Uang Persediaan (TU);
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g. Fotokopi SPD.4. SPM – LS Gaji dan Tunjangan terdiri dari :Kelengkapan Dokumen SPM-LS Gaji dan Tunjangan terdiri dari:a. Surat Pengantar Pengajuan Penerbitan SP2D;b. Lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak AtasBelanja;c. Salinan 1 Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;d. Salinan 1 Daftar Gaji;e. Salinan 1 Rekapitulasi Gaji perlembar dan pergolongan;f. Salinan1 Rekapitulasi Potongan Gaji dan Tunjangan (PotonganTabungan Perumahan Pegawai (Taperum), Potongan JKM danJKK, Potongan Taspen dan Askes;g. Fotokopi SPD;h. Payroll, ID Billing PPh 21 dan rekap potongan Taspen,JKM danJKK, potongan Askes dan Taperum.Pengajuan SPM Gaji dan Tunjangan paling lambat tanggal 15 padabulan sebelum pembayaran gaji dan tunjangan apabila tanggal 15bertepatan dengan hari libur diajukan pada hari kerja sebelumnya.Kelengkapan Dokumen SPM-LS Tambahan Penghasilan PNS (UangMakan dan TPP) dan Insentif Pajak dan Retribusi Daerah, terdiridari:a. Surat Pengantar Pengajuan Penerbitan SP2D;b. Lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak AtasBelanja;c. Salinan 1 Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;d. Salinan 1 Daftar Nominatif Penerimaan UangMakan/TPP/Insentif Pajak dan Retribusi Daerah;e. Surat Keputusan Walikota Tentang Penetapan Besaran InsentifPajak dan Retribusi Daerah;f. Fotokopi SPD;g. Payroll dan ID Billing PPh 21.5. SPM-LS Barang dan Jasa terdiri dari :Kelengkapan Dokumen SPM-LS Barang/Jasa, terdiri dari:a. Surat Pengantar Pengajuan Penerbitan SP2D;b. Lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak AtasBelanja;c. Salinan 1 Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;d. Permohonan Pembayaran;e. Berita Acara Pembayaran;f. Lembar Asli Ringkasan Kontrak;
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g. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang atau PenyelesaianPekerjaan;h. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan;i. Dokumentasi Foto Tingkat Kemajuan Pekerjaan;j. Fotokopi Jaminan Bank (Jaminan Uang Muka/JaminanPemeliharaan/Jaminan Pembayaran);k. Fotokopi Referensi Bank/Rekening Bank;l. Fotokopi NPWP;m. Fotokopi SPD;n. Surat Setoran Pajak (SSP)/Id Billing;o. Kuitansi bermaterai cukup yang ditandangani oleh Penyedia,Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu,Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;p. Khusus untuk Pengeluaran Belanja Modal dilampiri rincianBelanja Modal yang telah diverifikasi oleh Kepala Bidang Asetpada BPKA.6. SPM – NIHIL terdiri dari :Kelengkapan Dokumen SPM-NIHIL terdiri dari:a Surat Pengantar Pengajuan Penerbitan SP2D;b Lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak AtasBelanja;c Salinan 1 Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;d Salinan 1 Lembar Verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan(PPK-SKPD);e Salinan1 Surat Pernyataan Pengajuan SPM-Nihil;f Salinan 1 Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban BendaharaPengeluaran (SPJ Belanja) periode sebelumnya (LaporanPertanggungjawaban Bendahara yang telah disahkan olehPA/KPA);g Salinan 1 Rekapitulasi pengeluaran perincian obyek belanja;h Fotokopi SPD;i Foto kopi bukti penyetoran sisa UP/TU ke Rekening Kas UmumDaerah;j Fotokopi bukti atas penyetoran PPN/PPh;k Khusus untuk Pengeluaran Belanja Modal dilampiri rincianBelanja Modal yang telah diverifikasi oleh Kepala Bidang Asetpada BPKASetelah Tahun Anggaran berakhir, Pengguna Anggaran atau KuasaPengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah, Kelurahan dan
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Puskesmas dilarang menerbitkan SPM yang membebani TahunAnggaran berkenaan.
3.4.3. Pencairan DanaKuasa BUD meneliti/menguji  kelengkapan dokumen SPM yangdiajukan oleh PA/KPA dalam rangka penerbitan SP2D agar pengeluaranyang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yangditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.Pengujian/penelitian kelengkapan dokumen SPM dimaksud terdiri daripengujian yang bersifat substantif dan formal.

Pengujian substantif dilakukan untuk :a. Meneliti kelengkapan dokumen perintah pembayaran yangditerbitkan oleh PA/KPAb. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yangtercantum dalam perintah pembayaran;c. Menguji ketersediaan dana pada kegiatan dan rekening belanjadalam DPA/DPPA/DPA-L atau Dokumen Pelaksanaan Anggaranlainnya yang ditunjuk dalam SPM;d. Menguji  SSP pembayaran pajaknya.
Pengujian formal dilakukan untuk :a Mencocokkan tanda tangan pejabat penandatanganan SPM,cap/stempel kantor/SKPD, PA/KPA dengan spesimen yangditerima;b Memeriksa kebenaran dalam penulisan/pengisian jumlah uangdalam angka dan huruf, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalampenulisan SPM.Dalam hal dokumen SPM dinyatakan lengkap, Kuasa BUDmenerbitkan SP2D. Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerjaterhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.
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SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
MUTLAK ATAS BELANJA

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BADAN/DINAS/KANTOR……………………………….

Jl. ………… No. 00  telp. (0343) 000000  fax. (0343) 0000000
PASURUAN  671..

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK ATAS BELANJA
Nomor : ………………………………………………..Yang bertandatangan dibawah ini:Nama : ……………………NIP : …………………….Jabatan : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran……………….

Dengan ini menyatakan dan bertanggungjawab penuh/mutlak atas hal-hal sebagai berikut:1. Jumlah uang yang diminta dipergunakan untuk keperluan beban belanjasebagaimana tercantum dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPA-SKPD) sesuai Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor………. Tanggal ………… dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor……………….. Tanggal ………………….. Yang kami ajukan sebesar Rp…………….(terbilang ……………………);2. Jumlah uang sebagaimana tersebut diatas dipergunakan untuk membiayaipengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan/dilakukan dengan:Ganti Uang
Persediaan/Ganti Uang PersediaanNihil/Tambahan Uang Persediaan
Nihil/Pembayaran Langsung *), dengan perincian sebagaimana terlampir;3. Bertanggung  jawab  sepenuhnya  atas  kebenaran  dan  keabsahanadministratif baik formil  maupun  materiil  terhadap  seluruhpengeluaran/belanja dan/atau  pertanggungjawaban  atas  penggunaananggaran  serta  kebenaran perhitungan  pemungutan/pemotongan  pajak,maupun  segala  akibat  yang timbul  dari  pengeluaran  yang  dibayar  lunas



Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas TA.2020 95

oleh  Bendahara Pengeluaran/Bendahara pengeluaran Pembantu kepadayang berhak menerima;4. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar danmenimbulkan kerugian Daerah/Negara, saya bersedia menyetorkan kerugianDaerah/Negara tersebut ke Kas Daerah/Negara. Dalam hal ini menjaditanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.5. Dalam rangka pengawasan maupun pemeriksaan oleh aparat internalmaupun eksternal, seluruh  bukti-bukti  pengeluaran  yang  lengkap  dan  sahdan/atau pertanggungjawaban (berkas SPJ asli) disimpan pada SKPD kami;6. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaansadar dan tidak dibawah tekanan.
Pasuruan, ………………………………………Pengguna Anggaran/Kuasa PenggunaAnggaranTanda Tangan

(Nama Lengkap)NIP. ……………
*) Coret yang tidak diperlukan
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Lampiran Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak Atas Belanja
Nomor :
Tanggal :

RINCIAN PENGELUARAN YANG TELAH DILAKUKAN

No. Kode Rekening Uraian Jumlah Penerima1 2 3 4 5
Jumlah

Pasuruan, ………………………………………Pengguna Anggaran/Kuasa PenggunaAnggaranTanda Tangan
(Nama Lengkap)NIP. ……………Cara Pengisian:1. Kolom Nomor diisi dengan nomor urut;2. Kolom Kode Rekening diisi dengan kode rekening rincian obyekbelanja;3. Kolom Uraian diisi dengan uraian pembayaran belanja (misal:pembayaran belanja fotokopi sebanyak 200 lembar);4. Kolom Jumlah diisi dengan jumlah nominal pembayaran;5. Kolom Penerima diisi dengan penerima pembayaran (misal: UDAngin Ribut).
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SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPM -TU

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BADAN/DINAS/KANTOR……………………………….

Jl. ………… No. 00  telp. (0343) 000000  fax. (0343) 0000000
PASURUAN  671..

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPM-TU
Nomor : ………………………………………………..Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan(SPM-TU) Nomor ……………….. Tanggal ………………….. Yang kami ajukan sebesarRp……………. (terbilang ……………………) Untuk Keperluan SKPD ………………..Tahun Anggaran ……., dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:1. Jumlah Tambahan Uang Persediaan (TU) tersebut diatas akan digunakanuntuk keperluan khusus guna membiayai kegiatan yang tidak dapatditunda;2. Jumlah Tambahan Uang Persediaan (TU) tersebut tidak akan digunakanuntuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yangberlaku harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS).Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuanSPM-TU SKPD kami. Pasuruan, ………………………………………Pengguna Anggaran/Kuasa PenggunaAnggaranTanda Tangan

(Nama Lengkap)NIP. ……………
Catatan:
 Dokumen ini disiapkan oleh Bendahara Pengeluaran/BendaharaPengeluaran Pembantu/PPTK untuk ditandatangani oleh PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada saat Pengajuan SP2D kepadaKuasa BUD .
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SURAT KETERANGAN PENGAJUAN SPM -TU

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BADAN/DINAS/KANTOR……………………………….

Jl. ………… No. 00  telp. (0343) 000000  fax. (0343) 0000000
PASURUAN  671..

SURAT KETERANGAN PENGAJUAN SPM-TU
Nomor : ………………………………………………..Sehubungan dengan Surat Perintah  Membayar Tambahan Uang Persediaan(SPM-TU) Nomor ……………….. Tanggal ………………….. Yang kami ajukan sebesarRp……………. (terbilang ……………………) Untuk Keperluan SKPD ………………..Tahun Anggaran ……., dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa jumlahtambahan digunakan untuk keperluan sebagai berikut:

No. KODE REKENING URAIAN JUMLAH(Rp)

Jumlah 000,00Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuanSPM-TU SKPD kami. Pasuruan, ………………………………………Pengguna Anggaran/Kuasa PenggunaAnggaranTanda Tangan
(Nama Lengkap)NIP. ……………

Catatan:
 Dokumen ini disiapkan oleh Bendahara Pengeluaran/BendaharaPengeluaran Pembantu/PPTK untuk ditandatangani oleh PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada saat Pengajuan SP2D kepadaKuasa BUD .
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SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN TAMBAHAN UANG

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BADAN/DINAS/KECAMATAN ………………………….

Jl. …………… no. 00  telp. (0343) 00000 fax. (0343) 00000
PASURUAN  67126

Pasuruan,………..20xxN o m o r : 900/        /423.xxx/20xxLampiran : -S i f a t : PentingPerihal : PermohonanPersetujuan TambahanUang Persediaan (TUP)
Kepada:

Yth. Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah Kota  Pasuruan

di
P A S U R U A N

Sehubungan dengan kegiatan ………………… pada SKPDkami ………. ….. Tahun Anggaran ….. sebesar ….. dengan ini kamimengajukan Tambahan Uang Persediaan (TU) dengan rincianpenggunaan sebagai berikut:
No. Rekening Uraian Jumlah1. 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 0.000.0002. 5.2.2.02.09 Belanja Dokumentasi 000.0003. 5.2.2.02.11 Belanja Spanduk/Baliho 000.0004. 5.2.2.11.02 Belanja Makanan MinumanRapat 0.000.0005. 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan DinasKeluar Daerah 0.000.0006 5.2.2.29.01 Belanja Jasa TenagaAhli/Narasumber 00.000.000

Jumlah Total 00.000.000Demikian surat permohonan persetujuan TambahanUang Persediaan (TU) untuk mendapatkan persetujuan PejabatPengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kota Pasuruan dan ataspersetujuannya disampaikan terima kasih.Kepala Badan/Dinas/Kecamatan …………………Selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,
... ……………., ..Pangkat ………NIP. …………...….
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SURAT PERSETUJUAN PERMOHONAN TAMBAHAN UANG

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Jl. Pahlawan no. 22  telp. (0343) 412860 fax. (0343)
418825

PASURUAN  67126

Pasuruan,………..20xxN o m o r : 900/        /423.201/20xxLampiran : -S i f a t : PentingPerihal : PersetujuanPermohonan TambahanUang Persediaan (TUP)
Kepada:

Yth. Sdr. Kepala  Badan/ Dinas/kec
Kota  Pasuruan
di

P A S U R U A N

Berdasarkan Surat Kepala Badan/Dinas/kec OPD/NotaDinas Kepala OPD kepada Wakil Walikota Pasuruan tanggal … ……20xx) Nomor …………… perihal Permohonan Tambahan UangPersediaan (TU) untuk kegiatan ……………, pada prinsipnya dapatdisetujui Tambahan UP sebesar Rp.00.000.000,00 dengan rincianpenggunaan sebagai berikut:
No. Rekening Uraian Jumlah1. 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 0.000.0002. 5.2.2.02.09 Belanja Dokumentasi 000.0003. 5.2.2.02.11 Belanja Spanduk/Baliho 000.0004. 5.2.2.11.02 Belanja Makanan MinumanRapat 0.000.0005. 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan DinasKeluar Daerah 0.000.0006 5.2.2.29.01 Belanja Jasa TenagaAhli/Narasumber 00.000.000

Jumlah Total 00.000.000Selanjutnya Pertanggungjawaban Tambahan UP agar tetapberpedoman pada ketentuan yang berlaku.Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan AsetSelaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
... ……………., ..Pembina ………NIP. …………...….
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FORMAT DAN CONTOH PENGISIAN RINGKASAN KONTRAK

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BADAN/DINAS/KANTOR……………………………….

Jl. ………… No. 00  telp. (0343) 000000  fax. (0343) 0000000
PASURUAN  671..

RINGKASAN KONTRAK

No Uraian Isian1 Nomor dan tanggal kontrakNama PekerjaanPembebanan atas rekeningkegiatanNama Pihak Ketiga/PenyediaAlamat Pihak Ketiga/Penyedia
000/000/PPKM/423.000/2019 Tgl. 20 Maret 2019Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Purut1.03.01.01.15.11.5.2.3.21.01CV. MAWAR KONSULTANJl. Slagah Gg. 20 No. 202 Pekuncen Pasuruan

2 Nilai kontrakTanggal Mulai PekerjaanJangka waktu pelaksanaanTanggal selesai pekerjaanCara pembayaran
Rp.45.750.000,0001 Maret 201945 hari kalender14 April 2019UM : 30% dr NK setelah kontrakditandatangani dan menyerahkanjaminan uang muka.Termyn I : 50% dr NK dikurangi 50% dr UMbila prestasi fisik mencapai 55%.Termyn II : 50% dr NK dikurangi 50% dr UMbila prestasi fisik mencapai 100%dan telah menyerahkan bankgaransi jaminan pemeliharaan.Termyn III : -Sekaligus : -3 Jaminan Uang MukaJaminan PelaksanaanJaminan PemeliharaanBPJS/Jamsostek
Uang Muka diberikan paling tinggi 30% dari hargakontrak5% dari NK5% dari NKDiisi sesuai kontrak4 Nama PenerimaNama Referensi BankNomor Rekening BankNomor NPWP
CV. MAWAR KONSULTANBANK JATIM CABANG PASURUAN023000000002.955.032.4.624.000
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Pasuruan, 02 Mei 2019Mengetahui,Pengguna Anggaran/Kuasa PenggunaAnggaran
………………………………….Pangkat …………………..NIP. ………………………..

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Pekerjaan …………………………………..
……………………………………Pangkat ………………………NIP ………………

5 Sanksi dan Denda a. Untuk pekerjaan ini besar dendaketerlambatan untuk setiap hariketerlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak sebelum PPN.b. Dst.......
6 Keadaan Kahar/Force Majure Diisi sesuai kontrak
7 PenyelesaianPerselisihan/Sengketa Diisi sesuai kontrak
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SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPM SPP-LS

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BADAN/DINAS/KANTOR……………………………….

Jl. ………… No. 00  telp. (0343) 000000  fax. (0343) 0000000
PASURUAN 671..

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPM-LS
Nomor: …………………………………………….Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor……………….. Tanggal ………………….. Yang kami ajukan sebesar Rp…………….(terbiang ……………………) Untuk Keperluan SKPD ……………….. Tahun Anggaran……., dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:1. Jumlah Uang Pembayaran Langsung (LS) tersebut diatas akan digunakanuntuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakansesuai DPA-SKPD;2. Jumlah Uang Pembayaran Langsung (LS) tersebut tidak akan digunakanuntuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yangberlaku harus dilakukan selain dengan Pembayaran Langsung (LS).Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuanSPM-LS SKPD kami.

Pasuruan, ………………………………………Pengguna Anggaran/Kuasa PenggunaAnggaranTanda Tangan
(Nama Lengkap)NIP. ……………

Catatan:
 Dokumen ini disiapkan oleh Bendahara Pengeluaran/BendaharaPengeluaran Pembantu untuk ditandatangani oleh PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada saat Pengajuan SP2D kepadaKuasa BUD .
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SURAT PERMOHONAN PENERBITAN SP2D

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BADAN/DINAS/……………………….

Jl. ……….. no. xx  telp. (0343) 00000 fax. (0343) 00000
PASURUAN  67xxxx

Pasuruan,       ………..20xx

N o m o r : 900/        /423.xxx/20xxLampiran : 1 (satu) berkasS i f a t : PentingPerihal : Permohonan Penerbitan SP2D
Kepada:

Yth. Sdr. Kuasa BUD Kota
Pasuruan
di

P A S U R U A N

Bersama ini disampaikan dengar hormat permohonan penerbitanSP2D UP/GU/TU/LS *) OPD ………….. sebesar Rp.00.000.000,00 (terbilang)Adapun kelengkapan permohonan tersebut terdiri atas *):1. Uang Persediaan:a. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP);b. Surat Pengantar Pengajuan Penerbitan SP2D;c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak PA/KPA;d. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-UP;e. Fotokopi Keputusan Walikota Pasuruan Tentang Besaran UangPersediaan (UP);2. Ganti Uang Persediaana. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU);b. Surat Pengantar Pengajuan Penerbitan SP2D;c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak PA/KPA;d. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran;e. Lembar Verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) atasSPP dan kelengkapannya serta Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;f. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-GU;g. Pengesahan SPJ Periode sebelumnya;h. Rekapitulasi Belanja Per Rincian Obyek Belanja;3. Tambahan Uang Persediaan (TU)a. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU);b. Surat Pengantar Pengajuan Penerbitan SP2D;
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c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Atas Belanja;d. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-TU;d. Surat Permohonan Tambahan Uang (TU);e. Surat Persetujuan Tambahan Uang (TU);f. Surat Keterangan Pengajuan Tambahan Uang;g. Pembayaran Langsung (LS)h. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS);i. Surat Pengantar Pengajuan Penerbitan SP2D;j. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Atas Belanja;k. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS;l. Bukti Pengeluaran.
Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamnya disampaikanterima kasih.

Pengguna Anggaran/Kuasa PenggunaAnggaran……………………………,
... ……………., ..…………….. ………NIP. …………...….

*) Dipilih sesuai keperluannya
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BAB IV
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

4.1. Ketentuan Umum
4.1.1. Definisi Istilah dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahanoleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahmenurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsipotonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara KesatuanRepublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaanurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.3. Kepala Daerah adalah Walikota.4. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah KepalaDaerah.5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDadalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukansebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.6. Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah.7. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut PengelolaBarang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawabmelakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPDadalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalampenyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah.9. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala SKPD yangmempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabatpengelola keuangan daerah.10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenanganpenggunaan barang milik daerah.11. Unit kerja adalah Bagian SKPD yang melaksanakan satu ataubeberapa program.12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebutdengan nama lain adalah Perda Kota.13. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Pasuruan.
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14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkatAPBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkandengan Perda.15. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperolehatas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.16. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagaiKuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yangditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milikdaerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.17. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yangmelaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada PenggunaBarang.18. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut PengurusBarang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yangdiserahi tugas mengurus barang.19. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugasmenerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barangmilik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.20. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yangdiserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan,menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.21. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yangmembantu dalam penyiapan administrasi maupun teknispenatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.22. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yangmembantu dalam penyiapan administrasi maupun teknispenatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.23. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima,menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan danmempertanggung- jawabkan barang milik daerah pada KuasaPengguna Barang.24. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independenberdasarkan kompetensi yang dimilikinya.25. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilaiatas suatu objek penilaian berupa barang  milik daerah pada saattertentu.26. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan PenilaiPemerintah Daerah.27. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yangmeliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan,
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penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan,penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan,penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.28. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rinciankebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaanbarang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagaidasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.29. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkatRKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milikdaerah untuk periode 1 (satu) tahun.30. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barangdalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yangsesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.31. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidakdigunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atauoptimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah statuskepemilikan.32. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalamjangka waktu tertentu dan  menerima imbalan uang tunai.33. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antarapemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintahdaerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dansetelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepadaWalikota.34. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalahpendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangkawaktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atausumber pembiayaan lainnya.35. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalahpemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak laindengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikutfasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalamjangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnyadiserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau saranaberikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.36. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalahpemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak laindengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikutfasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untukdidayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentuyang disepakati.
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37. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkatKSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untukkegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.38. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkatPJPK adalah Kepala Daerah/Walikota, atau badan usaha milik daerahsebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkanperaturan perundang-undangan.39. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milikdaerah.40. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerahkepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentukuang.41. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerahyang dilakukan antara pemerintah pusat  dengan pemerintah daerah,antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah denganpihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentukbarang, paling sedikit dengan nilai seimbang.42. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang  dari pemerintah pusatkepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau daripemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperolehpenggantian.43. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihankepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaanyang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untukdiperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usahamilik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnyayang dimiliki negara.44. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/ataukegunaan barang milik daerah.45. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah daridaftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yangberwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, PenggunaBarang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawabadministrasi dan fisik atas barang yang berada dalampenguasaannya.46. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputipembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.47. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan,pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang  milik daerah.



Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas TA.2020 110

48. Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan buktikepemilikan atas barang milik daerah.49. Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat data seluruhbarang milik daerah.50. Daftar barang  pengguna adalah daftar yang memuat data barangmilik daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.51. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat databarang milik daerah yang dimiliki oleh masing-masing KuasaPengguna Barang.52. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerahdan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan saranapembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabatdan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yangbersangkutan.53. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga danPemerintah Daerah.
4.1.2. Ruang Lingkup Pengelolaan Barang Milik DaerahBarang milik daerah meliputi:1. barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD;2. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Barang milik daerah bersifat berwujud maupun tidak berwujud.Barang milik daerah dilarang digadaikan/dijaminkan untukmendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagaipembayaran atas tagihan kepada pemerintah daerah serta tidak dapatdisita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDharus dilengkapi dengan dokumen pengadaan, sedangkan barang milikdaerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah harus dilengkapidengan dokumen perolehan.
Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah,meliputi:1. barang  yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;2. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
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3. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;4. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap; atau5. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaanmodal pemerintah daerah.
Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis meliputihibah/sumbangan atau yang sejenis dari negara/lembaga internasionalsesuai peraturan perundang-undangan.
Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrakantara lain berasal dari:1. kontrak karya;2. kontrak bagi hasil;3. kontrak kerjasama;4. perjanjian dengan negara lain/lembaga internasional; dan5. kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha dalampenyediaan infrastruktur.Ruang lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah ini adalah:1. pejabat pengelola barang milik daerah;2. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;3. pengadaan;4. penggunaan;5. pemanfaatan;6. pengamanan dan pemeliharaan;7. penilaian;8. pemindahtanganan;9. pemusnahan;10. penghapusan;11. penatausahaan;12. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;13. pengelolaan barang milik daerahpada SKPD yang menggunakan polapengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah:
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14. barang milik daerah berupa rumah negara; dan15. ganti rugi dan sanksi.
4.2. Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah
4.2.1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMDWalikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milikdaerah, berwenang dan bertanggung jawab:1. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;2. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtangananbarang milik daerah;3. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milikdaerah;4. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milikdaerah;5. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yangmemerlukan persetujuan DPRD;6. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusanbarang milik daerah sesuai batas kewenangannya;7. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanahdan/atau bangunan; dan8. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentukkerjasama penyediaan infrastruktur.
4.2.2. Pengelola Barang Milik DaerahSekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah, berwenangdan bertanggung jawab:1. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;2. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhanpemeliharaan/perawatan barang milik daerah;3. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milikdaerah yang memerlukan persetujuan Walikota;4. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, danpenghapusan barang milik daerah;5. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yangtelah disetujui oleh Walikota atau DPRD;
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6. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milikdaerah; dan7. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barangmilik daerah.
4.2.3. Pejabat Penatausahaan BarangKepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milikdaerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang. Pejabat PenatausahaanBarang sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Walikota,mempunyai wewenang dan tanggung jawab:1. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan  persetujuandalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepadaPengelola Barang;2. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuandalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatanbarang milik daerah kepada Pengelola Barang;3. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuanusul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yangmemerlukan persetujuan Walikota;4. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang  untukmengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, danpenghapusan barang  milik daerah;5. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang ataspelaksanaan pemindah-tanganan barang milik daerah yang telahdisetujui oleh Walikota atau DPRD;6. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasiinventarisasi barang milik daerah;7. melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/ataubangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidakdigunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsiSKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Walikotamelalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang beradapada Pengelola Barang;8. mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimanadimaksud pada huruf g;9. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalianatas pengelolaan barang milik daerah; dan10. menyusun laporan barang milik daerah.
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4.2.4. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna BarangKepala SKPD selaku Pengguna Barang ditetapkan denganKeputusan Walikota. Pengguna Barang sebagaimana dimaksud,berwenang dan bertanggung jawab:1. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang  milikdaerah bagi SKPD yang dipimpinnya;2. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barangyang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;3. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yangberada dalam penguasaannya;4. menggunakan barang milik daerah yang berada dalampenguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas danfungsi SKPD yang dipimpinnya;5. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang beradadalam penguasaannya;6. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milikdaerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukanpersetujuan  DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/ataubangunan;7. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunanyang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas danfungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihaklain, kepada Walikota melalui Pengelola Barang;8. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milikdaerah;9. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian ataspenggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya;dan10. menyusun dan menyampaikan laporan barang  penggunasemesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang beradadalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dantanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang. Pelimpahan sebagianwewenang dan tanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Barangditetapkan oleh Walikota atas usul Pengguna Barang.
Penetapan kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksudberdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja,
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lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektiflainnya.
4.2.5. Pejabat Penatausahaan Pengguna BarangPengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan PenggunaBarang yang ditetapkan oleh Walikota atas usul Pengguna Barang.Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang yaitu pejabat yangmembidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada PenggunaBarang.

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang berwenang danbertanggung jawab:1. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milikdaerah pada Pengguna Barang;2. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barangyang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;3. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yangdilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus BarangPembantu;4. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtangananbarang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidakmemerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selaintanah dan/atau  bangunan;5. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupatanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentinganpenyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedangtidak dimanfaatkan oleh pihak lain;6. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milikdaerah;7. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakanoleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang  Pembantu;8. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB)dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB)untuk mengeluarkan barang  milik daerah dari gudangpenyimpanan;9. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiapsemester dan setiap tahun;10. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atasperubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan
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11. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan olehPengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.
4.2.6. Pengurus Barang PengelolaPengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Walikota atas usulPejabat Penatausahaan Barang. Pengurus Barang Pengelola sebagaimanadimaksud adalah pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barangmilik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang. Pengurus BarangPengelola berwenang dan bertanggungjawab:1. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbanganpersetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milikdaerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;2. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbanganpersetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhanpemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada PejabatPenatausahaan Barang;3. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan danpemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukanpersetujuan Walikota;4. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan,dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahanpertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturanpelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, danpenghapusan barang milik daerah;5. menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanahdan/ atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barangyang tidak  digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas danfungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepadaWalikota melalui Pengelola Barang;6. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;7. menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/KuasaPengguna Barang;8. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barangmilik daerah; dan9. merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Penggunasemesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagaibahan penyusunan Laporan barang milik daerah.
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Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secarafungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepadaPengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang. Dalam halmelaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengeloladapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengelola yangditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.
Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatanperdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindaksebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yanganggarannya dibebankan pada APBD.

4.2.7. Pengurus Barang  PenggunaPengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Walikota atas usulPengguna Barang. Pengurus Barang Pengguna dimaksud, berwenangdan bertanggung jawab:1. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan danpenganggaran barang milik daerah;2. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaanbarang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehanlainnya yang sah;3. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;4. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada padaPengguna Barang;5. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan danpemindah-tanganan barang milik daerah berupa tanah dan/ataubangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barangmilik daerah selain tanah dan/atau  bangunan;6. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupatanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentinganpenyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedangtidak dimanfaatkan pihak lain;7. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan danpenghapusan barang milik daerah;8. menyusun laporan barang  semesteran dan tahunan;9. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan notapermintaan barang;10. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada PejabatPenatausahaan Barang  Pengguna;
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11. menyerahkan barang  berdasarkan Surat Perintah PenyaluranBarang(SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahanbarang;12. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;13. memberi label barang milik daerah;14. mengajukan permohonan persetujuan kepada PejabatPenatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisikbarang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;15. melakukan stock opname barang  persediaan;16. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumenkepemilikan barang milik daerah dan menyimpanasli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;17. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barangPengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan18. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikankepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah ditelitioleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
Pengurus Barang Pengguna secara administratif bertanggung jawabkepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggung jawab ataspelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui PejabatPenatausahaan Barang. Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsiadministrasi Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu oleh PembantuPengurus Barang Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.
Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatanperdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindaksebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yanganggarannya dibebankan pada APBD.

4.2.8. Pengurus Barang PembantuWalikota menetapkan Pengurus Barang Pembantu atas usul KuasaPengguna Barang melalui Pengguna Barang. Pembentukan PengurusBarang Pembantu sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkanpertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi,kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
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Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud berwenang danbertanggung jawab:1. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barangmilik daerah;2. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaanbarang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehanlainnya yang sah;3. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;4. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada padaKuasa Pengguna Barang;5. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan danpemindah-tanganan barang milik daerah berupa tanah dan/ataubangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barangmilik daerah selain tanah dan/atau bangunan;6. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupatanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentinganpenyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang  dansedang tidak dimanfaatkan pihak lain;7. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan danpenghapusan barang milik daerah;8. menyusun laporan barang  semesteran dan tahunan;9. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan notapermintaan barang;10. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada KuasaPengguna Barang;11. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah PenyaluranBarang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahanbarang;12. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;13. memberi label barang milik daerah;14. mengajukan permohonan persetujuan kepada PejabatPenatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barangatas perubahan kondisi fisik barang  milik daerah pengecekan fisikbarang;15. melakukan stock opname barang  persediaan;16. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi / salinan dokumenkepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli / fotokopi /salinan dokumen penatausahaan;
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17. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barangKuasa Pengguna Barang  dan laporan barang milik daerah; dan18. membuat laporan mutasi barang  setiap bulan yang disampaikanpada Pengguna Barang  melalui Kuasa Pengguna Barang setelahditeliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan PengurusBarang  Pengguna.
Pengurus Barang Pembantu baik secara langsung maupun tidaklangsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaanpemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin ataskegiatan/pekerjaan/ penjualan tersebut yang anggarannya dibebankanpada APBD.

4.3. Perencanaan Kebutuhan Barang  Milik DaerahPerencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun denganmemperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD sertaketersediaan barang milik daerah yang ada. Ketersediaan barang milikdaerah merupakan barang milik daerah yang ada pada Pengelola Barangdan/atau Pengguna Barang.Perencanaan barang milik daerah harus dapat mencerminkankebutuhan riil barang milik daerah pada SKPD sehingga dapat dijadikandasar dalam penyusunan RKBMD.Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilaksanakan setiaptahun setelah rencana kerja (Renja) SKPD ditetapkan. PerencanaanKebutuhan  merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulanpenyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angkadasar (baseline) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.Perencanaan kebutuhan barang milik daerah mengacu padaRencana Kerja SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerahkecuali untuk penghapusan, berpedoman pada Peraturan Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang PedomanPengelolaan Barang Milik Daerah.Pengguna Barang menghimpun usulan RKBMD yang diajukan olehKuasa Pengguna Barang yang berada di lingkungan SKPD yangdipimpinnya dan menyampaikan usulan RKBMD sebagaimanadimaksud kepada Pengelola Barang.Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMDbersama Pengguna Barang dengan memperhatikan data barang  padaPengguna Barang  dan/atau Pengelola Barang. Data barang padaPengguna Barang dan/atau Pengelola Barang, antara lain:
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1. laporan Daftar Barang Pengguna bulanan;2. laporan Daftar Barang Pengguna semesteran;3. laporan Daftar Barang Pengguna tahunan;4. laporan Daftar Barang Pengelola bulanan;5. laporan Daftar Barang Pengelola semesteran;6. laporan Daftar Barang Pengelola tahunan;7. laporan Daftar Barang Milik Daerah semesteran;8. laporan Daftar Barang Milik Daerah tahunan.
Pengelola Barang dalam melakukan penelaahan dibantu PejabatPenatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola. PejabatPenatausahaan Barang merupakan anggota Tim Anggaran PemerintahDaerah dan hasil penelaahan dimaksud merupakan dasar penyusunanRKBMD. RKBMD yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang  digunakanoleh Pengguna Barang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja danAnggaran SKPD.
RKBMD pemeliharaan barang milik daerah tidak dapat diusulkanoleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang terhadap:1. barang milik daerah yang berada dalam kondisi rusak berat;2. barang milik daerah yang sedang dalam status penggunaansementara;3. barang milik daerah yang sedang dalam status untuk dioperasikanoleh pihak lain; dan/atau4. barang milik daerah yang sedang menjadi objek pemanfaatan.
RKBMD pemeliharaan barang milik daerah diusulkan oleh PenggunaBarang yang menggunakan sementara barang milik daerah dan tidaktermasuk pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai dengan jangka waktukurang dari 6 (enam) bulan.Perencanaan kebutuhan barang milik daerah meliputi:1. perencanaan pengadaan barang milik daerah dan dituangkan dalamdokumen RKBMD Pengadaan;2. perencanaan pemeliharaan barang milik daerah dan dituangkandalam dokumen RKBMD Pemeliharaan;3. perencanaan pemanfaatan barang milik daerah dan dituangkan
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dalam dokumen RKBMD Pemanfaatan;4. perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah dandituangkan dalam dokumen RKBMD Pemindahtanganan; dan5. perencanaan penghapusan barang milik daerah dan dituangkandalam dokumen RKBMD Penghapusan.
4.4. PengadaanPengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsipefisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaanbarang milik daerah kepada Walikota melalui Pengelola Barang milikdaerah untuk ditetapkan status penggunaannya. Laporan hasilpengadaan barang milik daerah dimaksud terdiri dari laporan hasilpengadaan bulanan, semesteran dan tahunan.
4.5. PenggunaanWalikota menetapkan status penggunaan barang milik daerah yangdilaksanakan secara tahunan dan dapat mendelegasikan penetapan statuspenggunaan atas barang milik daerah dimaksud selain tanah dan/ataubangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang. Kondisitertentu dimaksud antara lain adalah barang milik daerah yang tidakmempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu. Nilai tertentusebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Walikota.Penggunaan barang milik daerah meliputi:1. Penetapan status penggunaan barang  milik daerah;2. Pengalihan status penggunaan barang milik daerah;3. Penggunaan sementara barang milik daerah; dan4. Penetapan status penggunaan barang milik daerah untukdioperasikan oleh pihak lain.Penetapan status penggunaan dimaksud dilakukan untuk:1. penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD; dan2. dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayananumum sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
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Penetapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap:1. Barang persediaan;2. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);3. Barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untukdihibahkan;4. Aset Tetap Renovasi (ATR).
4.6. PemanfaatanPemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh:1. Pengelola Barang dengan persetujuan Walikota, untuk barang milikdaerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan2. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untukbarang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunanyang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanahdan/atau bangunan.

Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkanpertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dankepentingan umum sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas danfungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dilakukan tanpamemerlukan persetujuan DPRD.
Beberapa ketentuan dalam rangka pemanfaatan barang milikdaerah:1. Biaya pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah sertabiaya pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankanpada mitra pemanfaatan.2. Biaya persiapan pemanfaataan barang milik daerah sampai denganpenunjukkan mitra Pemanfaatan dibebankan pada APBD.3. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerahmerupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnyake rekening Kas Umum Daerah.4. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalamrangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas danfungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaandaerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan LayananUmum Daerah.
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5. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalamrangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan LayananUmum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkanseluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.6. Barang milik daerah yang menjadi objek pemanfaatan dilarangdijaminkan atau digadaikan.7. Barang milik daerah yang merupakan objek retribusi daerah tidakdapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan barang  milik daerah.
Bentuk Pemanfaatan barang milik daerah berupa:

1. SewaPenyewaan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan:a. mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yangbelum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugasdan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjangtugas dan fungsi Pengguna Barang; dan/atauc. mencegah penggunaan barang milik daerah oleh pihak lainsecara tidak sah.Penyewaan barang milik daerah dilakukan sepanjang tidakmerugikan pemerintah daerah dan tidak mengganggu pelaksanaantugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Pinjam PakaiPinjam pakai dilaksanakan dengan pertimbangan:a. mengoptimalkan barang milik daerah yang belum atau tidakdilakukan penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsiPengguna Barang;b. menunjang pelaksanaan penyelenggaraanpemerintahan daerah;danc. peminjam pakai dilarang untuk melakukan pemanfaatan atasobjek pinjam pakai.

Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara pemerintahpusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalamrangka penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan pinjam pakaibarang milik daerah dilakukan oleh:
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a. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada padaPengelola Barang dan dilakukan setelah mendapatkanpersetujuan Walikota.b. Pengguna Barang, untuk barang milik daerah yang berada padaPengguna Barang.
3. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)KSP barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalamrangka:a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang  milik daerah;b. meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

Ketentuan-ketentuan dalam KSP:a. KSP atas barang milik daerah dilaksanakan apabila tidak tersediaatau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhibiaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yangdiperlukan terhadap barang  milik daerah yang dikerjasamakan.b. Mitra KSP ditetapkan melalui tender, kecuali untuk barang milikdaerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukanlangsung.c. Barang milik daerah yang bersifat khusus, yang memilikikarakteristik:1) barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan;2) barang yang memiliki tingkat kompleksitas khusus sepertibandara udara, pelabuhan laut, kilang, instalasi listrik, danbendungan/waduk;3) barang yang dikerjasamakan dalam investasi yangberdasarkan perjanjian hubungan bilateral antar negara;atau4) barang lain yang ditetapkan Walikota.d. Penunjukan langsung mitra KSP atas barang milik daerah yangbersifat khusus dilakukan oleh Pengelola Barang atau PenggunaBarang terhadap Badan Usaha Milik Negara/Daerah yangmemiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan.e. Mitra KSP harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selamajangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan
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menyetor pembagian keuntungan hasil KSP ke rekening KasUmum Daerah.f. Perhitungan besaran kontribusi pembagian keuntungan yangmerupakan bagian pemerintah daerah, harus memperhatikanperbandingan nilai barang milik daerah yang dijadikan objekKSP dan manfaat lain yang diterima pemerintah daerah dengannilai investasi mitra dalam KSP.
4. Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG)BGS/BSG barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagipenyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentinganpelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas danfungsi; danb. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untukpenyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.

Ketentuan-ketentuan dalam BGS/BSG:a. Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian dari hasilpelaksanaan BGS/BSG harus dilengkapi dengan Izin MendirikanBangunan (IMB) atas nama pemerintah daerah.b. Biaya persiapan BGS/BSG yang dikeluarkan Pengelola Barangatau Pengguna Barang sampai dengan penunjukan mitraBGS/BSG dibebankan pada APBD.c. Biaya persiapan BGS/BSG yang terjadi setelah ditetapkannyamitra BGS/BSG dan biaya pelaksanaan BGS/BSG menjadi bebanmitra yang bersangkutan.d. Penerimaan hasil pelaksanaan BGS/BSG merupakanpenerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya kerekening Kas Umum Daerah.e. BGS/BSG barang milik daerah dilaksanakan oleh PengelolaBarang setelah mendapat persetujuan Walikota.f. Penetapan status Penggunaan barang milik daerah sebagai hasildari pelaksanaan BGS/BSG dilaksanakan oleh Walikota, dalamrangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD terkait.g. Hasil pelaksanaan BGS/BSG adalah bangunan beserta fasilitasyang telah diserahkan oleh mitra setelah berakhirnya jangkawaktu yang diperjanjikan untuk BGS atau setelah selesainyapembangunan untuk BSG.
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h. Mitra BGS atau mitra BSG yang telah ditetapkan, selama jangkawaktu pengoperasian:1) wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daerahsetiap tahun sesuai besaran yang telah ditetapkan;2) wajib memelihara objek BGS/BSG; dan3) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindah-tangankan:a) tanah yang menjadi objek BGS/BSG;b) hasil BGS yang digunakan langsung untukpenyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;dan/atauc) hasil BSG.i. Mitra BGS barang milik daerah harus menyerahkan objek BGSkepada Walikota pada akhir jangka waktu pengoperasian,setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan internpemerintah.
5. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)KSPI atas barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan:a. dalam rangka kepentingan umum dan/atau penyediaaninfrastruktur guna mendukung tugas dan fungsi pemerintahan;b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untukpenyediaan infrastruktur; danc. termasuk dalam daftar prioritas program penyediaaninfrastruktur yang ditetapkan oleh pemerintah.Ketentuan-ketentuan dalam KSPI:a. Kewajiban Mitra KSPI selama jangka waktu KSPI adalah:1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindah-tangankan barang milik daerahyang menjadi objek KSPI;2) wajib memelihara objekKSPI dan barang  hasilKSPI; dan3) dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungansepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang diperolehdari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai

(clawback).b. Mitra KSPI harus menyerahkan objek KSPI dan barang hasilKSPI kepada pemerintah daerah pada saat berakhirnya jangkawaktu KSPI sesuai perjanjian.
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c. Barang hasil KSPI menjadi barang milik daerah sejakdiserahkan kepada pemerintah daerah sesuai perjanjian.d. Penetapan mitra KSPI dilaksanakan sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.
4.7. Pengamanan dan Pemeliharaan

4.7.1. PengamananPengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa PenggunaBarang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang beradadalam penguasaannya. Pengamanan barang milik daerah, meliputi:1. pengamanan fisik2. pengamanan administrasi3. pengamanan hukum.Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertibdan aman. Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerahdilakukan oleh Pengelola Barang.Walikota dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungandalam rangka pengamanan barang milik daerah tertentu denganmempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Tata Cara Pengamanan Tanah1. Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain:a. memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas;b. memasang tanda kepemilikan tanah; danc. melakukan penjagaan.Pengamanan fisik dilaksanakan dengan mempertimbangkankemampuan keuangan pemerintah daerah dan kondisi/letak tanahyang bersangkutan.
2. Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan:a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakandokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman.b. melakukan langkah-langkah sebagai berikut:1) melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpansertifikat tanah;
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2) membuat kartu identitas barang;3) melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerahsekali dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya; dan4) mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna.
3. Pengamanan hukum dilakukan terhadap:a. tanah yang belum memiliki sertifikat:1) apabila barang milik daerahtelah didukung oleh dokumenawal kepemilikan, antara lain berupa Letter C, akta jual beli,akte hibah, atau dokumen setara lainnya, maka PengelolaBarang/ Pengguna Barang  dan/atau Kuasa PenggunaBarang segera mengajukan permohonan penerbitansertifikat atas nama pemerintah daerah kepada BadanPertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional setempat/Kantor Pertanahan setempat sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan;2) apabila barang milik daerah tidak didukung dengandokumen kepemilikan, Pengelola Barang/Pengguna Barangdan/atau Kuasa Pengguna Barang  mengupayakan untukmemperoleh dokumen awal kepemilikan seperti riwayattanah.b. tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas namapemerintah daerah:Pengamanan hukum terhadap tanah yang sudah bersertifikatnamun belum atas nama pemerintah daerah dilakukan dengancara Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau KuasaPengguna Barang segera mengajukan permohonan perubahannama sertifikat hak atas tanah kepada kantor pertanahansetempat menjadi atas nama pemerintah daerah.
Tata Cara Pengamanan Gedung dan/atau Bangunan1. Pengamanan fisik gedung dan/atau bangunan dilakukan dengan,antara lain:a. membangun pagar pembatas gedung dan/atau bangunan;b. memasang tanda kepemilikan berupa papan nama;c. melakukan tindakan antisipasi untuk mencegah/menanggulangiterjadinya kebakaran;
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d. gedung dan/atau bangunan yang memiliki fungsi strategis atauyang berlokasi tertentu dengan tugas dan fungsi melakukanpelayanan langsung kepada masyarakat dapat  memasang
Closed-Circuit Television (CCTV);e. menyediakan satuan pengamanan dengan jumlah sesuai fungsidan peruntukkan gedung dan/atau bangunan sesuai kondisilokasi gedung dan/atau bangunan tersebut.Pengamanan fisik terhadap barang milik daerah berupa gedungdan/atau bangunan dilakukan dengan memperhatikan skalaprioritas dan kemampuan keuangan pemerintah daerah. Skalaprioritas dimaksud antara lain:a. fungsi penggunaan bangunan;b. lokasi bangunan; danc. unsur nilai strategis bangunan.

2. Pengamanan administrasi gedung dan/atau bangunan dilakukandengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakansecara tertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut:a. dokumen kepemilikan berupa surat Izin Mendirikan Bangunan(IMB);b. keputusan penetapan status penggunaan gedung dan/ataubangunan;c. daftar barang Kuasa Pengguna berupa gedung dan/ataubangunan;d. daftar barang Pengguna berupagedung dan/atau bangunan;e. daftar barang Pengelola berupagedung dan/atau bangunan;f. Berita Acara Serah Terima (BAST); dang. dokumen terkait lainnya yang diperlukan.3. Pengamanan hukum gedung dan/atau bangunan:a. melakukan pengurusan IMB, bagi bangunan yang belummemiliki IMB; danb. mengusulkan penetapan status penggunaan.
Tata Cara Pengamanan Kendaraan  Dinas1. Kendaraan dinas terdiri dari:a. kendaraan perorangan dinas, yaitu kendaraan bermotor yangdigunakan bagi pemangku jabatan Walikota dan Wakil Walikota.b. kendaraan dinas jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan dandipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran;dan
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c. kendaraan dinas operasional disediakan dan dipergunakanuntuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayananumum.2. Pengamanan fisik kendaraan dinas dilakukan terhadap:a. Kendaraan Perorangan Dinas;b. Kendaraan Dinas Jabatan; danc. Kendaraan Dinas Operasional.3. Pengamanan administrasi kendaraan dinas dilakukan denganmenghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secaratertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut:a. Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);c. Berita Acara Serah Terima (BAST);d. kartu pemeliharaan;e. data daftar barang; danf. dokumen terkait lainnya yang diperlukan.4. Pengamanan hukum kendaraan dinas dilakukan, antara lain:a. melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikankendaraan bermotor, seperti BPKB dan STNK, termasukpembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); danb. melakukan pemrosesan Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakanpada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kehilangankendaraan dinas bermotor.
Tata Cara Pengamanan Rumah Negara1. Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barangdilarang menelantarkan rumah negara.2. Pengamanan fisik rumah negara dilakukan, antara lain:a. pemasangan patok; dan/ataub. pemasangan papan nama meliputi unsur, antara lain: logopemerintah daerah dan nama pemerintah  daerah.3. Pengamanan administrasi barang milik daerah berupa rumahnegara dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, danmenatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen, antara lain:a. sertifikat atau surat keterangan hak atas tanah;
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b. Surat Izin Penghunian (SIP);c. Keputusan Walikota mengenai penetapan rumah negaragolongan I, golongan II atau golongan III;d. gambar/legger bangunan;e. data daftar barang; danf. keputusan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP).
Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah berupa Barang
Persediaan1. Pengamanan fisik barang  persediaan  dilakukan, antara lain:a. menempatkan barang sesuai dengan frekuensi pengeluaranjenis barang;b. menyediakan tabung pemadam kebakaran di dalamgudang/tempat penyimpanan, jika diperlukan;c. menyediakan tempat penyimpanan barang;d. melindungi gudang/tempat penyimpanan;e. menambah prasarana penanganan barang di gudang, jikadiperlukan;f. menghitung fisik persediaan secara periodik; dang. melakukan pengamanan persediaan.2. Pengamanan administrasi barang persediaan dilakukan, antara lain:a. buku persediaan;b. kartu barang;c. Berita Acara Serah Terima (BAST);d. berita acara pemeriksaan fisik barang;e. Surat Perintah Penyaluran Barang  (SPPB);f. laporan persediaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barangsemesteran/tahunan;g. dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan.3. Pengamanan hukum barang persediaan dilakukan, denganmelakukan pemprosesan tuntutan ganti rugi yang dikenakan padapihak-pihak yang bertanggung-jawab atas kehilangan barangpersediaan akibat kelalaian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah selain Tanah, Gedung
dan/atau Bangunan, Rumah Negara, dan Barang Persediaan yang
mempunyai Dokumen Berita Acara Serah Terima1. Pengamanan fisik barang milik daerah berupa selain tanah, gedungdan/ atau bangunan, rumah negara, dan barang persediaan yangmempunyai dokumen berita acara serah terima dilakukan denganmenyimpan barang di tempat yang sudah ditentukan di lingkungankantor.2. Pengamanan administrasi barang milik daerah berupa selain tanah,gedung dan/atau bangunan, rumah negara, dan barang persediaanyang mempunyai dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST)dilakukan, antara lain:a. faktur pembelian;b. dokumen Berita Acara Serah terima (BAST); danc. dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan.3. Pengamanan hukum barang milik daerah berupa selain tanah,gedung dan/atau bangunan, rumah negara, dan barang persediaanyang mempunyai dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST)dilakukan dengan melakukan pemprosesan Tuntutan Ganti Rugiyang dikenakan pada pihak-pihak yang bertanggung jawab ataskehilangan barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah berupa Barang Tak
Berwujud1. Pengamanan fisik barang milik daerah berupa barang tak berwujuddilakukan dengan:a. membatasi pemberian kode akses hanya kepada pihak-pihaktertentu yang berwenang terhadap pengoperasian suatuaplikasi;b. melakukan penambahan security system terhadap aplikasi yangdianggap strategis oleh pemerintah daerah.2. Pengamanan adminstrasi barang milik daerah berupa barang takberwujud  melalui:a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakansecara tertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut:1) Berita Acara Serah Terima (BAST);2) lisensi; dan3) dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan.b. mengajukan hak cipta dan lisensi kepada instansi atau pihakyang memiliki kewenangan.
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4.7.2. Pemeliharaan1. Barang yang dipelihara adalah barang milik daerah dan/atau barangmilik daerah dalam penguasaan Pengelola Barang/PenggunaBarang/Kuasa Pengguna Barang.2. Pengelola Barang, Pengguna Barang dan kuasa Pengguna Barangbertanggungjawab atas pemeliharaan barang milik daerah yangberada dalam penguasaannya.3. Tujuan dilakukan pemeliharaan atas barang milik daerah adalahuntuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milikdaerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siapdigunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.4. Dalam rangka tujuan sebagaimana dimaksud, pemerintah daerahharus memprioritaskan anggaran belanja pemeliharaan dalamjumlah yang cukup.5. Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada APBD.6. Dalam hal barang milik daerah dilakukan pemanfaatan dengan pihaklain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya darimitra pemanfaatan barang milik daerah.7. Pemeliharaan dimaksud berpedoman pada daftar kebutuhanpemeliharaan barang  milik daerah.8. Dalam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis barang  milik daerahdilakukan pencatatan kartu pemeliharaan/perawatan yangdilakukan oleh pengurus barang/pengurus barang  pembantu.9. Kartu pemeliharaan/perawatan dimaksud memuat:a. nama barang;b. spesifikasinya;c. tanggal pemeliharaan;d. jenis pekerjaan atau pemeliharaan;e. barang  atau bahan yang dipergunakan;f. biaya pemeliharaan;g. pihak yang melaksanakan pemeliharaan; danh. hal lain yang diperlukan.
4.8. PenilaianPenilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunanneraca pemerintah daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan dandikecualikan untuk:1. pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; dan2. pemindahtanganan dalam bentuk hibah.
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Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunanneraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada StandarAkuntansi Pemerintahan (SAP) dan biaya yang diperlukan dalam rangkapenilaian barang milik daerah dibebankan pada APBD.Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunandalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh:1. Penilai Pemerintah; atau2. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Walikota.Penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunandalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Timyang ditetapkan oleh Walikota, dan dapat melibatkan Penilai yangditetapkan Walikota.Dalam kondisi tertentu, Walikota dapat melakukan penilaiankembali dalam rangka koreksi atas nilai barang milik daerah yang telahditetapkan dalam neraca pemerintah daerah. Penilaian kembali adalahproses revaluasi dalam rangka pelaporan keuangan sesuai StandarAkuntansi Pemerintahan (SAP) yang metode penilaiannya dilaksanakansesuai standar penilaian. Keputusan mengenai penilaian kembali atasnilai barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan kebijakan yangditetapkan oleh  Walikota dengan berpedoman pada ketentuanpemerintah yang berlaku secara nasional.
4.9. PemindahtangananBarang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraantugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan. Bentukpemindahtanganan barang milik daerah meliputi:1. Penjualan;2. Tukar menukar;3. Hibah; atau4. Penyertaan modal pemerintah daerah.Dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah dilakukanpenilaian untuk mendapatkan nilai wajar, kecuali untukpemindahtanganan dalam bentuk hibah tidak perlu dilakukan penilaian.

Persetujuan Pemindahtanganan1. Pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan setelahmendapat persetujuan DPRD untuk:a. tanah dan/atau bangunan; ataub. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dariRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
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2. Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/ataubangunan tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan penggantisudah disediakan dalam dokumen penganggaran;c. diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil pemerintah daerah yangbersangkutan;d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; ataue. dikuasai pemerintah daerah berdasarkan keputusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkanketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannyadipertahankan tidak layak secara ekonomis.3. Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/ataubangunan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Pengelola Barangsetelah mendapat persetujuan Walikota.4. Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/ataubangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (limamiliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapatpersetujuan Walikota.5. Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/ataubangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliarrupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuanDPRD.6. Nilai sebagaimana dimaksud merupakan nilai wajar untuk pemindah-tanganan dalam bentuk penjualan, tukar menukar dan penyertaanmodal.7. Nilai sebagaimana dimaksud merupakan nilai perolehan untukpemindah-tanganan dalam bentuk hibah.8. Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksuddiajukan oleh Walikota.
4.9.1. PenjualanPenjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:1. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidakdigunakan atau dimanfaatkan;2. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual;dan/ atau3. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas TA.2020 137

Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalamhal tertentu. Lelang adalah penjualan barang milik daerah yang terbukauntuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisanyang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi.Lelang dilaksanakan setelah dilakukan pengumuman lelang dan dihadapan pejabat lelang. Pengecualian dalam hal tertentu dimaksudmeliputi:1. Barang milik daerah yang bersifat khusus sesuai dengan peraturanperundang-undangan, antara lain yaitu:a. rumah negara golongan III yang dijual kepada penghuninya yangsah;b. kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada Walikota, WakilWalikota, mantan Walikota dan mantan Wakil Walikota.2. Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut olehWalikota, antara lain yaitu:a. tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untukkepentingan umum;b. tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannyadigunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negerisipil pemerintah daerah yang bersangkutan, sebagaimanatercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);c. selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaankahar (force majeure);d. bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijualkepada pihak lain pemilik tanah tersebut;e. hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangunkembali; atauf. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki buktikepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) per unit.
Dalam rangka penjualan barang milik daerah dilakukan penilaianuntuk mendapatkan nilai wajar dengan memperhitungkan faktorpenyesuaian. Nilai dimaksud merupakan limit/batasan terendah yangdisampaikan kepada Walikota, sebagai dasar penetapan nilai limit. Nilailimit/batasan terendah dimaksud adalah harga minimal barang yangakan dilelang. Nilai limit dimaksud ditetapkan oleh Walikota selakupenjual. Dikecualikan dari ketentuan penilaian dimaksud adalah bagipenjualan barang milik daerah berupa tanah yang diperlukan untukpembangunan rumah susun sederhana, yang nilai jualnya ditetapkanoleh Walikota berdasarkan perhitungan yang ditetapkan sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan.
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Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan serta selaintanah dan/atau bangunan yang tidak laku dijual pada lelang pertama,dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali. Pada pelaksanaan lelangulang dimaksud dapat dilakukan penilaian ulang. Dalam hal setelahpelaksanaan lelang ulang, barang milik daerah tidak laku dijual, PengelolaBarang menindaklanjuti dengan penjualan tanpa lelang, tukar menukar,hibah, penyertaan modal atau pemanfaatan. Pengelola Barang dapatmelakukan kegiatan dimaksud atas barang milik daerah setelahmendapat persetujuan Walikota. Dalam hal penjualan tanpa lelang, tukarmenukar, hibah, atau penyertaan modal dimaksud tidak dapatdilaksanakan, maka dapat dilakukan pemusnahan.Hasil penjualan barang milik daerah wajib disetorkan seluruhnya kerekening Kas Umum Daerah. Dalam hal barang milik daerah berada padaBadan Layanan Umum Daerah maka:1. Pendapatan daerah dari penjualan barang milik daerah dalam rangkapenyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsiBadan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yangdisetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan UmumDaerah.2. Pendapatan daerah dari penjualan barang milik daerah dalam rangkaselain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan UmumDaerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnyake rekening Kas Umum Daerah.
4.9.2. Tukar MenukarTukar menukar barang milik daerah dilaksanakan denganpertimbangan:1. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraanpemerintahan;2. untuk optimalisasi barang milik daerah; dan3. tidak tersedia dana dalam APBD.

Tukar menukar dimaksud ditempuh apabila pemerintah daerahtidak dapat menyediakan tanah dan/atau bangunan pengganti. Selainpertimbangan dimaksud, tukar menukar dapat dilakukan:1. apabila barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sudahtidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;2. guna menyatukan barang milik daerah yang lokasinya terpencar;3. dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pemerintah pusat/pemerintah daerah;
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4. guna mendapatkan/memberikan akses jalan, apabila objek tukarmenukar adalah barang milik daerah berupa tanah dan/ataubangunan; dan/atau5. telah ketinggalan teknologi sesuai kebutuhan, kondisi, atauketentuan peraturan perundang-undangan, apabila  objek tukarmenukar adalah barang milik daerah selain tanah dan/ataubangunan.
Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak:1. Pemerintah Pusat;2. Pemerintah Daerah lainnya;3. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum milikpemerintah lainnya yang dimiliki negara; atau4. Swasta, baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan.Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa:1. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Walikota;2. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan3. selain tanah dan/atau bangunan.
Tukar menukar dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan:1. aspek teknis, antara lain:a. kebutuhan Pengelola Barang /Pengguna Barang; danb. spesifikasi barang yang dibutuhkan;2. aspek ekonomis, antara lain kajian terhadap nilai barang  milikdaerah yang dilepas dan nilai barang  pengganti;3. aspek yuridis, antara lain:a. tata ruang wilayah dan penataan kota; danb. bukti kepemilikan.
Berdasarkan kajian terhadap barang milik daerah berupa tanahdan/atau bangunan, Walikota dapat memberikan alternatif bentuk lainpengelolaan barang milik daerah atas permohonan persetujuan tukarmenukar yang diusulkan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang.
Tukar menukar dituangkan dalam perjanjian. Perjanjian tukarmenukar ditandatangani oleh mitra tukar menukar dengan Walikota.Perjanjian sekurang-kurangnya memuat:1. identitas pihak;2. jenis dan nilai barang milik daerah;3. spesifikasi barang  pengganti;
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4. klausal bahwa dokumen kepemilikan barang  penggantidiatasnamakan pemerintah daerah;5. jangka waktu penyerahan objek tukar menukar;6. hak dan kewajiban para pihak;7. ketentuan dalam hal terjadi kahar (force majeure);8. sanksi; dan9. penyelesaian perselisihan.
Penyerahan barang milik daerah dan barang  pengganti dituangkandalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh mitratukar menukar dan Pengelola Barang. Penandatanganan Berita Acaradilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal penandatangananperjanjian tukar menukar untuk barang pengganti yang telah siapdigunakan pada tanggal perjanjian tukar menukar ditandatangani.Penandatanganan Berita Acara dimaksud dilakukan paling lama 2(dua) tahun setelah tanggal penandatanganan perjanjian tukar menukaruntuk barang  pengganti yang belum siap digunakan pada tanggalperjanjian tukar menukar ditandatangani.Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) hanya dapatdilakukan dalam hal mitra tukar menukar telah memenuhi seluruhketentuan dan seluruh klausul yang tercantum dalam perjanjian tukarmenukar. Walikota berwenang membatalkan perjanjian Tukar Menukarsecara sepihak dalam hal Berita Acara Serah Terima (BAST) tidakditandatangani sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

4.9.3 HibahHibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untukkepentingan:1. sosial;2. budaya;3. keagamaan;4. kemanusiaan;5. pendidikan yang bersifat non komersial;6. penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah,termasuk hubungan antar negara, hubungan antara pemerintahpusat dan pemerintah daerah, hubungan antara pemerintah daerahdengan masyarakat/lembaga internasional, dan pelaksanaankegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsipemerintah pusat atau pemerintah daerah.
Barang milik daerah dapat dihibahkan apabila memenuhipersyaratan:
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1. bukan merupakan barang  rahasia negara;2. bukan merupakan barang  yang menguasai hajat hidup orangbanyak; atau3. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsipenyelenggaraan pemerintahan daerah.
Hibah dilaksanakan oleh Pengelola Barang dan segala biaya yangtimbul dalam proses pelaksanaan hibah ditanggung sepenuhnya olehpihak penerima hibah. Barang milik daerah yang dihibahkan wajibdigunakan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam naskah hibah.
Pihak yang dapat menerima hibah adalah:1. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembagakemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersialberdasarkan akta pendirian, anggaran dasar/rumah tangga, ataupernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwalembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud;2. pemerintah pusat;3. pemerintah daerah lainnya;4. pemerintah desa;5. perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengankriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan; atau6. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penetapan barang milik daerah yang akan dihibahkan dilakukan olehWalikota dan hibah dapat berupa:1. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Walikota;2. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang antaralain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannyadirencanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalamDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).3. selain tanah dan/atau bangunan, meliputi:a. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dariawal pengadaannya untuk dihibahkan; danb. barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan yang lebihoptimal apabila dihibahkan.
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4.9.4. Penyertaan Modal Pemerintah DaerahPenyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerahdilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatankinerja Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yangdimiliki Pemda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan pertimbangan sebagai berikut:1. Barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumenpenganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Daerah ataubadan hukum lainnya yang dimiliki Negara dalam rangka penugasanpemerintah; atau2. Barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan UsahaMilik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Pemda baikyang sudah ada maupun yang akan dibentuk.Penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan PeraturanDaerah. Barang milik daerah yang telah disertakan dalam penyertaanmodal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah atau badanhukum lainnya yang dimiliki Pemda menjadi kekayaan yang dipisahkanmengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerahdilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuanWalikota sesuai batas kewenangannya dan dapat berupa:1. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan Walikota;2. tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; atau3. selain tanah dan/atau bangunan.
Penetapan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunanyang akan disertakan sebagai modal pemerintah daerah dilakukan olehWalikota, sesuai batas kewenangannya.
Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barangdimaksud antara lain tanah dan/atau bangunan yang sejak awalpengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modalpemerintah daerah sesuai yang tercantum dalam dokumenpenganggaran, yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang beradapada Pengguna Barang dimaksud antara lain meliputi:
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1. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari awalpengadaannya untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah;2. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang lebihoptimal untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah.
Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkananalisa kelayakan investasi mengenai penyertaan modal sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan.

4.10. PemusnahanPemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila:1. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidakdapat dipindahtangankan; atau2. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapatpersetujuan Walikota, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang,sedangkan pemusnahan yang dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelahmendapat persetujuan Walikota, untuk barang milik daerah padaPengelola Barang. Pelaksanaan pemusnahan dimaksud dituangkan dalamberita acara dan dilaporkan kepada Walikota. Berdasarkan Berita AcaraPemusnahan dimaksud, Pengguna Barang/Pengelola Barang mengajukanusulan penghapusan barang milik daerah. Pemusnahan dilakukandengan cara:1. dibakar;2. dihancurkan;3. ditimbun;4. ditenggelamkan; atau5. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.11. PenghapusanPenghapusan barang milik daerah meliputi:

1. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar BarangKuasa Pengguna.Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar BarangKuasa Pengguna dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah
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tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau KuasaPengguna Barang.
2. Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola.Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola dilakukan dalam halbarang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan PengelolaBarang.
3. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimanadimaksud dilakukan dalam hal terjadi penghapusan disebabkan karena:1. pemindahtanganan atas barang milik daerah;2. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudahtidak ada upaya hukum lainnya;3. menjalankan ketentuan undang-undang;4. pemusnahan; atau5. sebab lain.

Barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan PengelolaBarang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkankarena:1. penyerahan barang milik daerah;2. pengalihan status penggunaan barang milik daerah;3. pemindahtanganan atas barang milik;4. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudahtidak ada upaya hukum lainnya;5. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;6. pemusnahan; atau7. sebab lain, merupakan sebab-sebab yang secara normaldipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti,hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair,kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force
majeure).
Penghapusan untuk barang milik daerah pada Pengguna Barangdilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh PengelolaBarang setelah mendapat persetujuan Walikota, kecuali untuk barangmilik daerah yang dihapuskan karena:
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1. pengalihan status penggunaan;2. pemindahtanganan; atau3. pemusnahan.Walikota dapat mendelegasikan persetujuan penghapusan barangmilik daerah berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang untukDaftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.Penghapusan untuk barang milik daerah pada Pengelola Barangdilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Walikota.Pelaksanaan atas penghapusan barang milik daerah dimaksuddilaporkan kepada Walikota.
4.12. Penatausahaan
4.12.1. PembukuanPengelola Barang  harus melakukan pendaftaran dan pencatatanbarang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalamDaftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukanpendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang statuspenggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barangke dalam Daftar Barang Pengguna/ Daftar Barang Kuasa Penggunamenurut penggolongan dan kodefikasi barang.Pengelola Barang menghimpun daftar barang Pengguna/daftarbarang  Kuasa Pengguna dan menyusun daftar barang milik daerahberdasarkan himpunan daftar barang Pengguna/daftar barang KuasaPengguna dan daftar barang Pengelola menurut penggolongan dankodefikasi barang.Dalam daftar barang milik daerah termasuk barang milik daerahyang dimanfaatkan oleh pihak lain.
4.12.2. InventarisasiPengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerahpaling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Untuk barang milikdaerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan,inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun. PenggunaBarang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi sebagaimanadimaksud kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelahselesainya Inventarisasi.
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Pengelola Barang melakukan inventarisasi barang milik daerahberupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannyapaling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
4.12.3. PelaporanKuasa Pengguna Barang harus menyusun laporan barang  KuasaPengguna Semesteran dan laporan barang Kuasa Pengguna Tahunanuntuk disampaikan kepada Pengguna Barang.Pengguna Barang menghimpun laporan barang Kuasa PenggunaSemesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud sebagai bahanpenyusunan laporan barang Pengguna semesteran dan tahunan.Laporan barang Pengguna digunakan sebagai bahan untuk menyusunneraca SKPD untuk disampaikan kepada Pengelola barang.Pengelola Barang harus menyusun laporan barang Pengelolasemesteran dan laporan barang Pengelola tahunan. Pengelola Barangharus menghimpun laporan barang  Pengguna semesteran dan laporanbarang Pengguna tahunan serta laporan barang Pengelola sebagai bahanpenyusunan laporan barang  milik daerah. Laporan barang milik daerahdimaksud digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintahdaerah.
4.13. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan
4.13.1. PembinaanWalikota melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerahdan menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.
4.13.2. Pengawasan dan PengendalianPegawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerahdilakukan oleh:1. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau2. Pengelola Barang  melalui pemantauan dan investigasi.Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadappenggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan,pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada didalam penguasaannya. Pelaksanaan pemantauan dan penertiban untukUnit Kerja SKPD dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang.Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat memintaaparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak
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lanjut hasil pemantauan dan penertiban, selanjutnya Pengguna Barangdan Kuasa Pengguna Barang  menindaklanjuti hasil audit sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi ataspelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barangmilik daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, danpemindahtanganan barang milik daerah sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.Pemantauan dan investigasi dimaksud dapat ditindaklanjuti olehPengelola Barang  dengan meminta aparat pengawasan internpemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan Penggunaan,pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah, selanjutnyahasil audit disampaikan kepada Pengelola Barang untuk ditindaklanjutisesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.13.3. Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Menggunakan

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)Barang milik daerah yang digunakan oleh Badan Layanan UmumDaerah merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untukmenyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah yangbersangkutan.Pengelolaan barang milik daerah dimaksud mempedomaniketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaanBarang Milik Daerah, kecuali terhadap barang yang dikelola dan/ataudimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayananumum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerahmempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenaiBadan Layanan Umum Daerah.
4.14. Barang  Milik  Daerah  berupa Rumah NegaraRumah negara merupakan barang milik daerah yang diperuntukkansebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan sertamenunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipilpemerintah daerah yang bersangkutan. Walikota menetapkan statuspenggunaan golongan rumah negara.Rumah negara dibagi ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:1. rumah negara golongan I2. rumah negara golongan II3. rumah negara golongan III.
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Penetapan status penggunaan dimaksud didasarkan padapemohonan penetapan status penggunaan yang diajukan oleh PenggunaBarang.Rumah negara golongan I dimaksud adalah rumah negaradipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifatjabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hakpenghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masihmemegang jabatan tertentu tersebut.Rumah negara golongan II dimaksud adalah rumah negara yangmempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu SKPD danhanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri sipil pemerintahdaerah yang bersangkutan.Termasuk dalam rumah negara golongan IIadalah rumah negara yang berada dalam satu kawasan dengan SKPD atauUnit Kerja, rumah susun dan mess/asrama pemerintah daerah.Rumah negara golongan III dimaksud adalah rumah negara yangtidak termasuk golongan I dan golongan II yang dapat dijual kepadapenghuninya.Barang milik daerah berupa rumah negara hanya dapat digunakansebagai tempat tinggal pejabat atau pegawai negeri sipil pemerintahdaerah yang bersangkutan yang memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP).SIP dimaksud untuk rumah negara golongan I ditandatangani olehPengelola Barang, sedangkan untuk rumah negara golongan II dangolongan III ditandatangani oleh Pengguna Barang.Pengguna Barang wajib mengoptimalkan penggunaan barang milikdaerah berupa rumah negara Golongan I dan rumah negara golongan IIdalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. Pengguna Barangrumah negara golongan I dan rumah negara golongan II wajibmenyerahkan barang milik daerah berupa rumah negara yang tidakdigunakan kepada Walikota.
4.15. Ganti Rugi dan SanksiSetiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan barang  milik daerah diselesaikanmelalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan. Setiap pihak yang mengakibatkan kerugiandaerah dimaksud dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
4.16. Ketentuan Lain-lainPenggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang telah adamasih tetap berlaku sepanjang belum ditetapkannya Peraturan Menteri
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Dalam Negeri tentang Penggolongan dan Kodefikasi. Pembukuan,inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah yang telah ada masihtetap berlaku sepanjang belum ditetapkannya Peraturan Menteri DalamNegeri tentang Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan.Sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Pasuruan dan/atauPeraturan Walikota Pasuruan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah(BMD), maka pelaksanaan pengelolaan BMD yang dilaksanakan dilingkungan Pemerintah Kota Pasuruan tidak boleh bertentangan dantetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman PengelolaanBarang Milik Daerah.
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BAB V
STANDAR HONORARIUM DAN BELANJA

5.1. STANDAR HONORARIUM
5.1.1. Narasumber / Pembahas Pakar / Praktisi / Profesional dalam rangka

kegiatan Seminar / Rapat / Sosialisasi / Diseminasi / Workshop /
Sarasehan / Simposium / Lokakarya / Focus Group Discussion /
kegiatan sejenisHonorarium Narasumber atau sebutan lainnya diberikan kepada PNS(sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014tentang ASN) dan Non PNS baik yang berasal dari luar maupun dari dalamPerangkat Daerah penyelenggara sepanjang pelaksanaan kegiatannyamelibatkan peserta dari Perangkat Daerah lainnya dan/atau masyarakat,dengan besaran sebagai berikut:

Uraian Besaran (Rp) Satuan- Menteri/Pejabat setingkatMenteri/Gubernur 1.700.000,- OJ- Walikota/Wakil Walikota 1.700.000,- OJ- Pejabat Eselon I 1.400.000,- OJ- Pejabat Eselon II 1.000.000,- OJ- Pejabat Eselon III 900.000,- OJ- Pejabat Eselon IV/JFU/JFT 700.000,- OJ- Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus 1.000.000,- OJ- Transportasi At cost- Akomodasi At cost
Catatan :
 pemberian honor narasumber atau sebutan lainnya dari unsur OPDpenyelenggara diberikan maksimal 2 Jam per kegiatan, dan harusmelibatkan narasumber dari luar OPD; apabila tidak melibatkannarasumber dari luar OPD penyelenggara diberikan honorariummaksimal 1 jam per kegiatan;
 Honorarium narasumber atau sebutan lainnya dalam satuRKA/RKAP/DPA/DPPA dapat diberikan lebih dari satu per subkegiatan menyesuaikan dengan output/hasil keluaran per subkegiatan;
 Khusus Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah/Pejabat yangmewakili dapat diberikan honorarium sebagai Narasumber atausebutan lainnya dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat yangmembuka acara dalam suatu kegiatan
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 Satuan jam pelajaran yang digunakan dalam pemberian honorariumNarasumber atau sebutan lainnya adalah 60 menit.
 Uang transport dan akomodasi narasumber atau sebutan lainnya,serta biaya penerbitan/pencetakan/penggandaan modul/materiditanggung panitia penyelenggara.

5.1.2 Widyaiswara Pendidikan dan PelatihanHonorarium Widyaiswara/Pengajar/Narasumber atau sebutan lainnyadiberikan untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dengan besaran,sebagai berikut:
Uraian Besaran (Rp) Satuan- Widyaiswara/Pengajar/Narasumber 350.000,- JP- Transportasi At cost- Akomodasi At costSatuan jam pelajaran yang digunakan dalam pemberian honorariumWidyaiswara atau sebutan lainnya adalah 45 menit.Uang transport dan akomodasi widyaiswara / Pengajar/ Narasumber,serta biaya penerbitan / pencetakan / penggandaan modul/ materiditanggung panitia penyelenggara.

5.1.3 Satuan Biaya untuk Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan
Kepegawaian Daerah

A. Satuan Biaya Pelaksana PNS/Non PNS untuk Kegiatan Pendidikan
dan Pelatihan, Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah, Evaluasi
Dampak Diklat dan kegiatan sejenisHonorarium Pelaksana PNS (di luar PNS Pemerintah KotaPasuruan)/Non PNS diberikan untuk Pendidikan dan Pelatihan, UjianDinas dan Penyesuaian Ijazah, Evaluasi Dampak Diklat (EDD) dankegiatan sejenis dengan besaran, sebagai berikut:

No. Uraian Besaran (Rp) Satuan1. Penyusun Naskah Ujian, EDD 250.000,- Naskah /Permateri2. Pengawas Ujian, EDD 250.000,- Permateri3. Pengentry Data 25.000,- Per peserta4. Koreksi 25.000,- Per peserta
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B. Satuan Biaya Pengembangan Kompetensi Non Klasikal Kegiatan
Outbound dan Kegiatan Sejenis

No. Uraian Besaran (Rp) Satuan1. Outbound 300.000,- OH
C. Biaya Belanja Penilaian Kompetensi, Sertifikasi, Kemitraan, dan
Kontribusi dalam rangka kediklatan

No. Uraian Besaran (Rp) Satuan1. Penilaian Kompetensi(Competence Assessment) :A. Penilaian Kompetensi(Competence Assessment) :- Level Staf 3.000.000,- Per orang- Level Eselon IV 3.500.000,- Per orang- Level Eselon III 4.000.000,- Per orang- Level Eselon II 4.500.000,- Per orangB. Assessment Job Target 9.000.000,- Per orangC. Psikotes 1.500.000,- Per orang2. Sertifikasi :- Sertifikasi Jabatan FungsionalTertentu (JFT) 1.500.000,- Per orang
3. Kemitraan :- Fasilitasi untukPenyelenggaraanPengembangan KompetensiPNS (Keg. Klasikal/NonKlasikal) Diklat, Pelatihan,Workshop, Bimtek, UjiKompetensi dan KegiatanSejenis Lainnya

10.000.000,- Per Kegiatan

4. Kontribusi :- Kontribusi untuk PengirimanPeserta PengembanganKompetensi PNS (Keg.Klasikal/Non Klasikal) Diklat,Pelatihan, Workshop, Bimtekdan Kegiatan Sejenis Lainnya
10.000.000,- Per Kegiatan
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5.1.4. InstrukturHonorarium Instruktur atau sebutan lainnya diberikan dengan besaransebagai berikut:
Uraian Besaran (Rp) Satuan1. Instruktur Ketrampilan :- Dalam daerah 250.000,- OJ- Luar daerah 500.000,- OJ2. Instruktur PASKIBRAKA 150.000,- OH3. Instruktur Senam 250.000,- OK4. Pendamping Instruktur Senam 110.000,- OK- Transportasi At cost- Akomodasi At costUang transport dan akomodasi instruktur dari luar kota, serta biayapenerbitan / pencetakan / penggandaan materi ditanggung panitiapenyelenggara.

5.1.5. Juri dan WasitHonorarium Juri/Wasit atau sebutan lainnya diberikan kepada PNS/NonPNS dan tidak merangkap sebagai Juri/Wasit pada hari yang sama denganbesaran, sebagai berikut:
Juri

Uraian Besaran (Rp) Satuan1. Juri Lokal 500.000,- OH2. Juri Regional 1.000.000,- OH3. Juri Nasional 5.000.000,- OH- Transportasi At cost- Akomodasi At costcatatan :- Jumlah Juri maksimal 5 (lima) orang;- Susunan keanggotaan juri ditetapkan melalui Surat Keputusan KepalaPerangkat Daerah;- Uang transport dan akomodasi juri dari luar kota ditanggung panitiapenyelenggara.



Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas TA.2020 154

Wasit
Uraian Besaran (Rp) Satuan1. 1. Wasit Lokal 500.000,- OH2. 2. Wasit Regional 1.000.000,- OH3. 3. Wasit Nasional 5.000.000,- OH- Transport At cost- Akomodasi At costcatatan :- Susunan keanggotaan wasit ditetapkan melalui Surat KeputusanKepala Perangkat Daerah;- Uang transport dan akomodasi wasit dari luar kotaditanggung panitiapenyelenggara.

5.1.6. Tim/PanitiaHonorarium Tim/Panitia diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota,Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Non-PNS danPNS/Non-PNS di luar Pemerintah Kota Pasuruan.Honorarium untuk Tim/Panitia dengan besaran sebagai berikut:1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Uraian Besaran (Rp) SatuanPembina 3.000.000,- OBWakil Pembina 2.700.000,- OBKetua 0 OBWakil Ketua 0 OBSekretaris 0 OBWakil Sekretaris 0 OBAnggota 0 OB2) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah
Uraian Besaran (Rp) SatuanKetua 1.300.000,- OBSekretaris 0 OBAnggota 0 OB3) Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini (Puskomin)
Uraian Besaran (Rp) SatuanKetua 1.300.000,- OBAnggota 1.200.000,- OB
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4) Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)
Uraian Besaran (Rp) SatuanPenanggung Jawab 1.300.000,- OBKetua 1.200.000,- OBWakil Ketua I 0 OBWakil Ketua II 1.000.000,- OBSekretaris I 900.000,- OBSekretaris II 0 OBAnggota 0 OBKelompok Kerja:- Ketua 650.000,- OB- Sekretaris 0 OB- Anggota 400.000,- OB5) Tim Pemantauan Orang Asing dan Ormas Asing
Uraian Besaran (Rp) SatuanKetua 1.300.000,- OBWakil Ketua I 0 OBWakil Ketua II 1.200.000,- OBWakil Ketua III 1.200.000,- OBWakil Ketua IV 1.200.000,- OBSekretaris 0 OBWakil Sekretaris I 0 OBWakil Sekretaris II 0 OBWakil Sekretaris III 0 OBAnggota 0 OB6) Sekretariat Tetap Forum Komunikasi Kota Sehat
Uraian Besaran (Rp) SatuanKetua 550.000,- OBSekretaris I 400.000,- OBSekretaris II 400.000,- OBBendahara I 400.000,- OBBendahara II 400.000,- OBPengelola Harian 750.000,- OB7) Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
Uraian Besaran (Rp) SatuanKetua 1.300.000,- OKWakil Ketua 1.200.000,- OK
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Uraian Besaran (Rp) SatuanKetua Harian 0 OKWakil Ketua Harian 0 OKSekretaris 0 OKAnggota 500.000,- OK8) Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)
Uraian Besaran (Rp) SatuanPengarah 1.300.000,- OKWakil Pengarah 1.200.000,- OKKoordinator 0 OKWakil Koordinator 0 OKPenanggung Jawab 0 OKKetua 0 OKSekretaris 0 OKAnggota 0 OK9) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
Uraian Besaran (Rp) SatuanPenanggung Jawab 1.300.000,- OKKetua 1.200.000,- OKWakil Ketua 0 OKSekretaris 0 OKWakil Sekretaris 0 OKSekretariat : 0 OKKetua 0 OKSekretaris 0 OKAnggota 0 OKKelompok Kerja : 0 OKKetua 600.000,- OKSekretaris 0 OKAnggota 500.000,- OK10) Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Uraian Besaran (Rp) SatuanPengarah 2.500.000,- OKWakil Pengarah 2.250.000,- OKKetua 0 OKWakil Ketua 0 OKSekretaris 0 OK
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Uraian Besaran (Rp) SatuanWakil Sekretaris 0 OKAnggota 1.000.000,- OK11) Tim Pembinaan Keluarga Sadar Hukum
Uraian Besaran (Rp) SatuanPengarah 1.300.000,- OKWakil Pengarah 1.200.000,- OKKoordinator 0 OKWakil Koordinator 0 OKPenanggungjawab 0 OKKetua 0 OKSekretaris 0 OKAnggota 500.000,- OK

12) Tim Rencana Aksi Hak Asaqsi Manusia (RANHAM)
Uraian Besaran (Rp) SatuanPenanggungjawab 1.300.000,- OKKetua 1.200.000,- OKSekretaris 0 OKAnggota 0 OK13) Badan Pelaksana Penertiban Daerah (Bapeltibda)
Uraian Besaran (Rp) SatuanPengarah 1.300.000,- OKWakil Pengarah 1.200.000,- OKKetua 0 OKWakil Ketua 0 OKSekretaris 0 OKAnggota 300.000,- OK14) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan ForumKomunikasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCA)
Uraian Besaran (Rp) Satuan

FORKOPIMDAKetua 1.300.000,- OKAnggota 1.000.000,- OK
FORKOPIMCAKetua 1.000.000,- OKAnggota 750.000,- OK
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15) Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD
Uraian Besaran (Rp) SatuanPembina 1.300.000,- OKWakil Pembina 1.200.000,- OKKetua 0 OKSekretaris 0 OKWakil Sekretaris 0 OKAnggota 0 OK16) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)
Uraian Besaran (Rp) SatuanPengarah 1.300.000 OKWakil Pengarah 1.200.000 OKKetua 0 OKWakil Ketua 0 OKSekretaris 0 OKAnggota 0 OK17) Panitia Seleksi PengisianJabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama
Uraian Besaran (Rp) SatuanKetua Eksternal 20.000.000,- O/KegAnggota Intern 0 O/KegAnggota Ekstern 17.500.000,- O/Keg18) Panitia Seleksi Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Uraian Besaran (Rp) SatuanKetua Eksternal 12.000.000,- O/KegAnggota Intern 0 O/KegAnggota Ekstern 10.000.000,- O/Keg19) Tim Penyusun Pedoman Kerja
Uraian Besaran (Rp) SatuanPengarah 1.300.000,- OKWakil Pengarah 1.200.000,- OKKetua 0 OKWakil Ketua 0 OKSekretaris 0 OKWakil Sekretaris 0 OKAnggota 0 OK
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20) Tim Pembina Program Adiwiyata
Uraian Besaran (Rp) SatuanPengarah 1.300.000,- OKWakil Pengarah 1.200.000,- OKKoordinator 0 OKWakil Koordinator 0 OKPenanggungjawab 0 OKKetua 0 OKSekretaris 0 OKAnggota 300.000,- OK

21) Tim Pembinaan Eco-Pesantren
Uraian Besaran (Rp) SatuanPengarah 1.300.000,- OKWakil Pengarah 1.200.000,- OKKetua 0 OKWakil Ketua 0 OKSekretaris 0 OKWakil Sekretaris 0 OKAnggota 300.000,- OK

22) Tim Verifikasi dan Sekretariat Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana,Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan
Uraian Besaran (Rp) SatuanPengarah 1.300.000,- OKWakil Pengarah 1.200.000,- OKKetua 0,- OKWakil Ketua 0,- OKSekretaris 0,- OKAnggota 500.000,- OKSekretariat :Ketua 0 OKSekretaris 0 OKAnggota 500.000,- OK



Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas TA.2020 160

23) Tim/Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan KawasanPermukiman
Uraian Besaran (Rp) SatuanTim Pengarah:- Pengarah 1.300.000,- OK- Wakil Pengarah 1.200.000,- OK- Ketua 0 OK- Sekretaris 0 OK- Anggota 700.000,- OKKelompok Kerja:- Ketua 0 OK- Anggota 500.000,- OK

24) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
Uraian Besaran (Rp) SatuanKetua 1.300.000,- OKWakil Ketua I 0 OKWakil Ketua II 1.200.000,- OKWakil Ketua III 1.200.000,- OKWakil Ketua IV 1.200.000,- OKSekretaris 0 OKWakil Sekretaris I 1.000.000,- OKWakil Sekretaris II 1.000.000,- OKWakil Sekretaris III 1.000.000,- OKAnggota 0 OK

25) Gugus Tugas Kota Layak Anak
Uraian Besaran (Rp) SatuanPembina 1.300.000,- OKWakil Pembina 1.200.000,- OKKoordinator 0 OKKetua 0 OKWakil Ketua 0 OKSekretaris 0 OKWakil Sekretaris 0 OKPenanggungjawab per Klaster 0 OKAnggota per Klaster 400.000,- OK
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26) Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Antar PimpinanEksekutif dan Pimpinan Legislatif
Uraian Besaran (Rp) SatuanPembina / Pelindung 1.300.000,- OKKetua 0 OKWakil Ketua I 0 OKWakil Ketua II 0 OKWakil Ketua III 0 OKSekretaris I 0 OKSekretaris II 0 OKBidang-bidang:Koordinator 0 OKAnggota 750.000,- OK

27) Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Uraian Besaran (Rp) SatuanPenanggung jawab 1.300.000,- OKKetua 0 OKSekretaris 0 OKAnggota 900.000,- OK

28) Panitia Pengadaan Tanah
Uraian Besaran (Rp) SatuanKetua 1.300.000,- OKWakil 1.200.000,- OKAnggota 0 OKSekretariat 0 OKSatgas Tugas Dokumentasi 0 OKSatgas TugasPengukuran 600.000,- OK

29) Tim Komda Lansia
Uraian Besaran (Rp) SatuanKetua 1.300.000,- OKKetua Pelaksana 1.200.000,- OKWakil Ketua 0 OKSekretaris 0 OKAnggota 600.000,- OK
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30) Tim Monev UHC (Universal Health Coverage)
Uraian Besaran (Rp) SatuanPembina 1.300.000,- OKWakil Pembina 1.200.000,- OKKetua 0 OKAnggota 0 OK

31) Tim Pokjanal Posyandu Tingkat Kota
Uraian Besaran (Rp) SatuanPembina 1.300.000,- OKWakil Pembina 1.200.000,- OKKoordinator 0 OBKetua I 800.000,- OBKetua II 0 OBWakil Ketua I 0 OBWakil Ketua II 700.000,- OBSekretaris I 0 OBSekretaris II 0 OBKoordinator 700.000,- OBAnggota 650.000,- OB

32) Dewan Ketahanan Pangan
Uraian Besaran (Rp) SatuanKetua Umum 1.300.000,- OKKetua I 1.200.000,- OKKetua II 0 OKKetua Harian 0 OKSekretaris 0 OKSekretaris II 0 OKAnggota 0 OKPokja Teknis 0 OK

34) Tim Ahli Bangunan Gedung
Uraian Besaran (Rp) SatuanPengarah 1.300.000,- OKWakil Pengarah 1.200.000,- OKAnggota 0 OK
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Uraian Besaran (Rp) SatuanKelompok Kerja :Ketua 0 OKWakil Ketua 0 OKAnggota 0 OK
35) Tim Koordinasi Teknis Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum(TPU)

Uraian Besaran (Rp) SatuanPengarah 1.300.000,- OKWakil Pengarah 1.200.000,- OKKoordinator 0 OKWakil Koordinator 0 OKSekretaris 0 OKPenanggungjawab 0 OKAnggota 0 OK
36) Tim Teknis Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban TPU

Uraian Besaran (Rp) SatuanKetua 0 OKSekretaris 0 OKAnggota 300.000,- OK
37) Forum Lalu Lintas

Uraian Besaran (Rp) SatuanPembina 1.300.000,- OKKetua 1.200.000,- OKWakil Ketua 0 OKSekretaris 0 OKAnggota 500.000,- OK38) Tim Pelaksanaan Tugas Pencegahan dan PemberantasanPenyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan PrekusorNarkotika Kota Pasuruan
Uraian Besaran (Rp) SatuanKetua 1.300.000,- OKWakil Ketua 1.200.000,- OKSekretaris/Ketua 0 OKAnggota 900.000,- OK
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Uraian Besaran (Rp) Satuan

Tingkat Kecamatan :Ketua 0 OKWakil Ketua 0 OKAnggota 500.000 OK
39) Tim PAKEM (Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat) KotaPasuruan

Uraian Besaran (Rp) SatuanPengarah 1.300.000,- OKWakil Pengarah 1.200.000,- OKKetua 0 OKSekretaris 0 OKAnggota 900.000,- OK
39) Tim Survei Harga Barang, Bahan Bangunan, dan Upah Kerja

Uraian Besaran (Rp) SatuanKoordinator 0 OHAnggota 75.000,- OH
40) Tim Verifikasi, Evaluasi dan Pengendalian Penghunian Rusun

Uraian Besaran (Rp) SatuanKoordinator 0,- OHAnggota 75.000,- OH
41) Tim Korps Musik

Uraian Besaran (Rp) SatuanKoordinator 100.000,- OHAnggota 75.000,- OH
42) Tim Paduan Suara

Uraian Besaran (Rp) SatuanKoordinator 100.000,- OHAnggota 75.000,- OH
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5.1.7. Patroli PengawalanHonorarium Patroli Pengawalan diberikan kepada Petugas PatroliPengawalan Kepolisian dengan besaran sebagai berikut :
Jarak Tempuh Besaran (Rp) Satuan< 10 Km 250.000,- OH10 Km – 40 Km 350.000,- OH40 Km – 80 Km 550.000,- OH>80 Km 850.000,- OHPengawalan diluar Provinsi 1.250.000,- OH

5.1.8. Non PNS untuk Kegiatan Pendidikan

NO. URAIAN
PAUD SD SLTP

SATUANBesaran
(Rp)

Besaran
(Rp)

Besaran
(Rp)1. Guru Tidak Tetap (GTT) 1.000.000,-* 1.000.000,-* 1.000.000,-* OB2. Pegawai Tidak Tetap(PTT) 850.000,-* 850.000,-* 850.000,-* OB3. Ekstrakurikuler - 500.000,- 500.000, OB4. Koreksi - 750,- 1.000,- siswa/MU5. Penyusun Soal/Naskah - 50.000,- 55.000,- naskah/pelajaran6. Penguji - 50.000,- 50.000,- OH7. Pengawas Ujian - 75.000,- 75.000,- OK8. Bendahara BantuanOperasi Sekolah (BOS) - 350.000,- 350.000,- OB9. Tambahan JamPelajaran/Remidi/Pengayaan - 50.000,- 50.000,- OJ

10. Penulisan Ijazah - 25.000,- 25.000,- Lembar11. Penyusun Raport - 25.000,- 25.000,- Raport/Siswa/semester12. Pengaman Ujian - 50.000,- 50.000,- OH13. Narasumber tingkatkota - 200.000,- 200.000,- OJ14. Narasumber tingkatprovinsi - 500.000,- 500.000,- OJ15. Uang SakuHome Visit - 50.000,- 50.000,- OH16. Proktor dan TeknisiUjian NasionalBerbasis Komputer(UNBK)
- 75.000,- 75.000,- OH

17. Tim Skrining GalaSiswa Indonesia (GSI) - 75.000,- 75.000,- OH18. Pelatih Olimpiade SainsNasional (OSN) - 200.000,- 200.000,- OJ
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NO. URAIAN
PAUD SD SLTP

SATUANBesaran
(Rp)

Besaran
(Rp)

Besaran
(Rp)19. Pelatih OlimpiadeOlahraga SiswaNasional (O2SN) - 200.000,- 200.000,- OJ

20. PerangkatPertandingan GalaSiswa Indonesia (GSI) - 100.000,- 100.000,- OH
21. Uang Saku  PesertaPembinaan - 50.000,- 50.000,- OH22. Pendamping Lomba Tk.Kota - 50.000,- 50.000,- OH23. Pendamping LombaTk.Provinsi - 200.000,- 200.000,- OH24. Pendamping LombaTk.LuarProvinsi/Nasional - 400.000,- 400.000,- OH
25. Uang Saku PesertaLomba Tingkat Kota - 50.000,- 50.000,- OH26. Uang SakuPesertaLombaTingkat Provinsi - 250.000,- 250.000,- OH27. Uang SakuPesertaLombaTk.LuarProvinsi/Nasional - 500.000,- 500.000,- OH
28. Petugas Kebersihan - 500.000,- 500.000,- OB29. Satpam - 750.000,- 750.000,- OB30. Petugas Laboratorium - 650.000,- 650.000,- OB

*) sudah termasuk iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan

5.1.9. Tenaga Non PNS untuk Tenaga Kebersihan dan Pemeliharaan
No. Uraian Besaran (Rp) Satuan1. Petugas Kebersihan/PemeliharaanGedung / Kantor / Pasar / Taman 60.000 OH2. Petugas Kebersihan Jalan 35.000 OH

5.1.10. Tenaga Non PNS untuk Tenaga Keamanan
No. Uraian Besaran (Rp) Satuan1. Tenaga Keamanan 60.000 OH

5.1.11. Tenaga Non PNS untuk Tenaga Pendamping
No. Uraian Besaran (Rp) Satuan1. Pendamping Lomba Tingkat Kota 50.000,- OH2. Pendamping Lomba TingkatProvinsi 200.000,- OH3. Pendamping Lomba Tingkat Luar 400.000,- OH
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No. Uraian Besaran (Rp) SatuanPropinsi/Nasional4. Petugas pendamping peserta didikinklusi 75.000,- OH5. Psikolog/Tim Psikolog 1.000.000,- OK6. Tenaga Pendamping Forum Anak 1.250.000,- OB7. Tenaga Pendamping FasilitatorP2TP2A 1.100.000,- OB8. Petugas Pendamping / Pekerja /Kader Sosial / Assesment
75.000,- OH9. Petugas pendamping antar jemputPeserta Didik Inklusi 75.000,- OH10. Tenaga Teknis Pendamping LombaDalam Daerah 75.000,- OK11. Tenaga Teknis Pendamping LombaLuar Daerah 150.000,- OK12. Tenaga Pendampingan/Pekerja Sosial 75.000,- OK

5.1.12. Tenaga Non PNS untuk Tenaga Sopir
No. Uraian Besaran (Rp) Satuan1. Pengemudi Mobil Layanan Inklusi 75.000,- OH2. Sopir pengangkut sampah 50.000,- OH

5.1.13. Tenaga Non PNS untuk Kader
No. Uraian Besaran (Rp) Satuan1. Kader Lingkungan 150.000,- OB2. Kader KB/Petugas PembantuPembina Keluarga BerencanaKelurahan (PPKBK) 50.000,- OB
3. Kader KB/Sub Petugas PembantuPembina Keluarga BerencanaKelurahan (Sub PPKBK) 40.000,- OB
4. Kader Pelaksana Bidang Kesehatan 75.000,- OK5. Kader Posyandu Lansia/ KaderPosyandu Balita/Kader KelurahanSiaga/Kader Taman Posyandu/KaderPosbindu/Kader UKK

50.000,- OB
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5.1.14. Tenaga Non-PNS untuk Kegiatan Keagamaan

No. Uraian Besaran (Rp) Satuan1. Pemimpin Pembaca Takbir IdulFitri/Idul Adha 250.000,- OK2. Imam Sholat Tarawih/IdulFitri/Idul Adha 750.000,- OK3. Bilal Sholat Tarawih 350.000,- OK4. Khotib Idul Fitri/Idul Adha 750.000,- OK5. Anggota Grup Al Banjari/Samroh 75.000,- OK6. Pembaca Ayat Suci Al Qur’an
- Qory
- Tartil 350.000,-250.000,- OKOK7. Pembaca Do’a 200.000,- OK8. Pembawa Acara 200.000,- OK9. Penceramah/Pembicara lokaldalam kota yang diselenggarakandi Perangkat Daerah 550.000,- OK

10. Khotib/Penceramah/Pembicaralokal dalam kota yangdiselenggarakan olehPemerintah Kota
1.150.000,- OKOK11. Khotib/Penceramah/Pembicararegional dalam provinsi yangdiselenggarakan olehPemerintah Kota
5.500.000,- OK

12. Penceramah/Pembicara tingkatnasional yang diselenggarakanoleh Pemerintah Kota 20.000.000,- OK
13. Tokoh Agama (sebagaiUndangan) 160.000,- OK14. Guru Ngaji dan Guru SekolahMinggu 200.000,- OB15. Petugas Pemulasaran Jenazah /Modin 150.000,- OB16. Transportasi At cost OK17. Akomodasi At cost OKCatatan :Biaya transport dan akomodasi untuk Khotib/Penceramah/Pembicaraditanggung panitia penyelenggara.
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5.1.15. Tenaga Non PNS untuk Kegiatan Kesenian

No. Uraian Besaran (Rp) Satuan1. Pembawa Acara/Host kelasnasional 20.000.000,- OK2. Pembawa Acara :- Pembawa Acara kelas lokal 2.500.000,- OK- Pembawa Acara kelas regional 5.000.000,- OK3. Jasa Kelompok Pekerja Seni :- Lokal 5.000.000,- Grup- Regional 20.000.000,- Grup- Nasional 150.000.000,- Grup- Khusus untuk Wayang Kulit 150.000.000,- Grup4. Jasa Pekerja Seni Perorangan :- Lokal 2.500.000,- OK- Regional 5.000.000,- OK- Nasional 25.000.000,- OK5. Juru Kunci Makam Cagar Budaya 250.000,- OB6. Penjaga Stan (Pameran)- dalam kota- luar kota 75.000,-150.000,- OHOH7. Tim Kesenian / Delegasi TingkatKota 8.000.000,- Tim8. Tim Kesenian / Delegasi Tingkatprovinsi 20.000.000,- Tim9. Tim Kesenian / Delegasi TingkatNasional 75.000.000,- Tim10. Tim Kesenian / Delegasi untukpromosi ke luar negeri 250.000.000,- TimCatatan:1. Honorarium Juru Kunci Makam Cagar Budaya dibayarkan secara tunai.2. Penunjukan Juru Kunci Makam Cagar Budaya ditetapkan denganKeputusan Walikota.
5.1.16. Tenaga Pelaksana LapanganHonorarium Tenaga Pelaksana Lapangan diberikan kepadaPekerja/Tenaga Harian Lepas (PHL/THL) dan PNS/Non-PNS di luarPemerintah Kota Pasuruan

No. Uraian Besaran (Rp) Satuan1. Pengawas Lapangan/PerencanaKonstruksi 300.000,- OP2. Pengolah Data 75.000,- OH3. Petugas Pengumpul Data 50.000,- OH
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No. Uraian Besaran (Rp) Satuan4. Petugas Pendataan 50.000,- OH5. Petugas Operator 75.000,- OH6. Petugas Survei 10.000,- O/Responden7. Petugas Survei / MonitoringLapangan 75.000,- OH8. Petugas Pendistribusi SPPT 1.500,- O/Lembar9. Petugas TPS/TPA 50.000,- OH10. Petugas Operator Alat Berat TPA 75.000,- OH11. Petugas Satuan Pelaksana PengangkutSampah dari Masyarakat ke TPS 500.000,- OB12. Petugas Administrasi Pasar 50.000,- OH13. Petugas Pelayananan AdministrasiUmum 50.000,- OH14. Pelayan Administrasi, PenjagaTandon Air dan Genset Rusunawa 50.000,- OH15. Pembantu Petugas PemadamKebakaran 75.000,- OH16. Petugas Operasi PenangananKebakaran dan Kegiatan InsidentilPetugas PMK 75.000,- OH
17. Petugas Pusat Pengendalian Operasi(Pusdalops) / Petugas PiketKebencanaan 75.000,- OH
18. Petugas Penanganan dan EvakuasiBencana 75.000,- OH19. Petugas Penyemprot Fogging 75.000,- O/Lokasi20. Petugas Tanam Tanaman/ Rempesanpohon 75.000,- OH21. Petugas Pemelihara TempatPemakaman Umum 75.000,- OH22. Tenaga Kasar untuk kegiatanPemerintah 75.000,- OH23. Tenaga Medis 50.000,- OH24. Paramedis 50.000,- OH25. Petugas Inseminasi Buatan 75.000,- Orang / kali26. Petugas Desinfeksi 75.000,- Orang / kali27. Petugas / Tenaga Kerja PembersihanLahan 50.000,- OH28. Petugas / Tenaga Kerja PengolahanLahan 50.000,- OH29. Petugas / Tenaga Kerja PemeliharaanLahan 50.000,- OH30. Petugas Verifikasi dan Entry Datapada Layanan Persalinan 15.000,- Orang / Akta
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No. Uraian Besaran (Rp) Satuan31. Petugas Keamanan Paripurna /Demonstrasi:
- Koordinator
- Anggota
- Non PNS 250.000,-50.000,-50.000,- OHOHOH32. Editor Majalah Buletin Suara RakyatSekretariat DPRD Kota Pasuruan 2.500.000,- OK33. Petugas Operasi GabunganPenegakan PERDA (TenagaPengamanan) 75.000,- OH

34. Honorarium pada pengamananPemungutan Suara PILKADAa. Satlinmasb. PAM Kelurahanc. PAM Kecamatan 75.000,-75.000,-75.000,- OHOHOH35. Petugas Laporan PAM 75.000,- OH36. Petugas Pemantauan Titik Pantau 50.000,- OH37. Petugas Tagana 75.000,- OH38. Juru Masak 75.000,- OH39. Pengasuh Shelter 75.000,- OH40. Psikolog Korban Tindak Kekerasandan Trafficking 1.000.000,- OK41. Petugas Penyemprot Lalat diTPS/TPA 75.000,- Org/lokasi42. Petugas Analis Laboratorium 75.000,- OH43. Pengelola Sistem Informasi 75.000,- OH44. Pengelola e-logistik 75.000,- OH45. Petugas Distribusi obat dan BMHP 75.000,- OK46. Petugas Bongkar Muat Obat 75.000,- OK47. Petugas Pengawas Benih 100.000,- OH48. Petugas Monitoring PemeliharaanIrigasi 75.000,- OH49. Petugas Operator Alat Berat 350.000,- OH50. Petugas pendamping operator 75.000,- OH51. Tenaga Pengelolaan dan KlasifikasiBahan Pustaka 75.000,- OH52. Petugas Perpustakaan Keliling 75.000,- OH53. Tenaga Bantu Publikasi 75.000,- OH54. Tenaga Fumigasi 75.000,- OH55. Tenaga Pengolah Arsip 75.000,- OH56. Petugas Jemaris (Sanitasi) 50.000,- OH57. Petugas Operator Sistem PengelolaanData Base Jalan (SIPDJD) 300.000,- OB58. Petugas  Sinkronisasi DataKelurahan* 75.000,- OH
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Catatan:1. Penugasan Tenaga Non PNS sebagai Pelaksana Lapangan ditetapkandengan Surat Tugas dari Kepala Perangkat Daerah.2. *) Ketua RT/RW
5.1.17. Tenaga Non-PNS/PNS di luar Pemerintah Kota Pasuruan untuk

Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah

No. Uraian Besaran (Rp) Satuan1. Pengambil Sumpah 1.300.000,- OK2. Rohaniawan 300.000,- OK3. Pembaca Doa 200.000,- OK
5.1.18. Tambahan Kesejahteraan bagi Tenaga KontrakTenaga Kontrak dapat diberikan Tambahan Kesejahteraan sebesar satukali gaji per orang per tahun.
5.1.19. Tenaga Ahli Fraksi DPRDHonorarium Tenaga Ahli Fraksi DPRD diberikan dalam rangkamemberikan saran/pertimbangan kepada Fraksi DPRD terkait dengantugas dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahsesuai kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Uraian Besaran (Rp) SatuanTenaga Ahli Fraksi DPRD 2.500.000,- OB
5.1.20. Tenaga Ahli/Pendamping Tenaga Ahli KejaksaanHonorarium Tenaga Ahli Kejaksaan/Pendamping Tenaga Ahli Kejaksaandiberikan terkait pemberian saran, pendapat, pertimbangan dan tindakanhukum kepada Pemerintah Daerah atau sebagai Jaksa Pengacara Negarasesuai peraturan perundang-undangan.

No. Uraian Besaran(Rp) Satuan1. Tenaga Ahli Pemberian PendapatHukum (LO) 4.000.000,- OK2. Pendamping Tenaga AhliPemberian Pendapat Hukum (LO) 1.000.000,- OK3. Tenaga Ahli PenyelesaianSengketa Hukum (Perdata danTata Usaha Negara) 4.000.000,- OK
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No. Uraian Besaran(Rp) Satuan4. Pendamping Tenaga AhliPenyelesaian Sengketa Hukum(Perdata dan Tata Usaha Negara) 1.000.000,- OK
5.1.21. Petugas Upacara Peringatan Hari Besar NasionalHonorarium petugas upacara Peringatan Hari Besar Nasional diberikanuntuk petugas yang melaksanakan tugas upacara Peringatan Hari BesarNasional.

No. Uraian Besaran (Rp) Satuan1. Inspektur Upacara 1.300.000,- OK2. Pelatih Petugas Upacara 400.000,- OK3. Perwira Upacara 500.000,- OK4. Komandan Upacara 500.000,- OK5. Petugas Pengibar Bendera 200.000,- OK6. Anggota Paskibraka 75.000,- OH7. Petugas Pengawal Tugu 200.000,- OK7. Petugas Peniup Trompet 200.000,- OK8. Petugas Pembaca Do’a 200.000,- OK9. Petugas Pembaca UUD 1945, PancaPrasetya KORPRI, Ikrar / Janji 200.000,- OK10. Petugas Pembawa TandaKehormatan 200.000,- OK11. Petugas Pembawa Acara 200.000,- OK12. Pimpinan Korps Musik 200.000,- OK13. Pimpinan Paduan Suara 200.000,- OK14. Petugas Keamanan pihak KepolisianRepublik Indonesia 100.000,- OK
5.1.22. Tenaga Ahli Penyusunan Naskah Akademik/Evaluasi Peraturan

DaerahHonorarium diberikan untuk Tenaga Ahli Penyusunan NaskahAkademik/Evaluasi Peraturan Daerah.
Uraian Besaran (Rp) SatuanTenaga Ahli 5.000.000,- Orang/NaskahStaf Tenaga Ahli 750.000,- Orang/Naskah
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5.1.23. Tenaga Ahli Operasi/Kegiatan Penanganan Tindak Pidana RinganHonorarium diberikan untuk Tenaga Ahli dalam melaksanakanoperasi/kegiatan penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring).
Uraian Besaran (Rp) SatuanHakim 1.500.000,- OKJaksa 1.250.000,- OKPanitera 500.000,- OKKoordinator Pengawas(Korwas) 500.000,- OK

5.1.24. Tenaga Ahli KemetrologianHonorarium diberikan untuk Tenaga Ahli dalam Pelayanan Tera/TeraUlang Alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) danPengawasan Metrologi Legal.
Uraian Besaran (Rp) SatuanTenaga Ahli Penera 1.000.000,- OHTenaga Ahli Pengamat Tera 1.000.000,- OHTenaga Ahli Pengawas Kemetrologian 1.000.000,- OH

5.1.25. Tenaga Ahli
5.1.25.1 Tenaga Ahli LapanganHonorarium diberikan untuk Tenaga Ahli dalam pelaksanaan tugasteknis lapangan

Uraian Besaran (Rp) SatuanTenaga Fasilitator Lapangan (TFL) 3.000.000,- OBPetugas Drafter 2.500.000,- O/KegSurveyor Akreditasi dari komisiAkreditasi FKTP 1.000.000,- OJ
Catatan :Tenaga ahli bekerja maksimal 6bulan

5.1.26. Tenaga Ahli Cagar BudayaHonorarium diberikan untuk Tenaga Ahli / Tim Cagar Budaya dalampelaksanaan tugas teknis lapangan
Uraian Besaran (Rp) SatuanTenaga Ahli Cagar Budaya 1.500.000,- OH
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5.2. STANDAR BELANJA
5.2.1. Standar Jasa Sewa

No. Uraian Besaran (Rp) Satuan1. Mobil Hias :Mobil Hias untuk kegiatan diluar kota 35.000.000,- PaketMobil Hias untuk kegiatan didalam kota 10.000.000,- Paket
2. Sound system untuk mobil hiasuntuk kegiatan di luar kota 7.500.000,- Paket
3. Dekorasi Stand Pameran

- Tingkat Kota
- Tingkat Propinsi
- Tingakt Nasional 15.000.000,-25.000.000,-35.000.000,- Paket/SetPaket/SetPaket/Set

4. Sewa alat musik 10.000.000,- Paket/Set
5.2.2 Satuan Biaya Uang Lembur dan Makan Minum LemburPekerjaan yang belum dapat diselesaikan dalam jam kerja dapatdiselesaikan dengan cara lembur berdasarkan surat perintah dari pejabatyang berwenang.(*diparaf oleh Asisten dan disetujui oleh Sekretaris Daerah).Pelaksanaan lembur harus menghasilkan suatu output yang riil dan dapatdipertanggungjawabkan, serta dituangkan dalam Laporan Lembur.Bagi Tenaga Non PNS yang melaksanakan lembur, diberikan uang lemburdengan besaran, sebagai berikut:

Pelaksana Lembur Uang Lembur (Rp) Satuan- Pegawai Tidak Tetap (Non PNS) 15.000,- OJ
Catatan :
- Makan Minum Lembur PNS dan Non PNS diberikan 1 kali dalam seharisetelah bekerja lembur minimal selama 3 jam berturut-turut.
- Makan Minum Lembur diberikan dengan batas maksimal belanjamakanan dan minuman sebesar Rp30.000,-per orang per hari.
- Pemberian uang lembur Non PNS maksimal 20 jam/bulan.
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5.2.3. Satuan Biaya Uang Rapat/Sidang/Kegiatan lain bagi Tenaga Non PNSa. Uang rapat / sidang / seminar / rakor / sosialisasi / diseminasi /kegiatan sejenis diberikan kepada Tenaga Non PNS yang dihitungberdasarkan jumlah hari dan tempat pelaksanaan kegiatan.
Uraian Besaran (Rp) Satuan1. Dalam Kota 75.000,- OH2. Luar Kota 150.000,- OH

b. Uang rapat/sidang/sidang paripurna/pelantikan DPRD/kegiatansejenis diberikan kepada anggota Forum Koordinasi Pimpinan diDaerah, unsur lembaga/instansi vertikal, dan tokohagama/masyarakat yang dihitung berdasarkan jumlah hari.
Uraian Besaran (Rp) Satuan1. Walikota Pasuruan 500.000,- OK2. Wakil Walikota Pasuruan 500.000,- OK3. Ketua DPRD atau yang mewakili 500.000,- OK4. Kepala Kejaksaan Negeri KotaPasuruan atau yang mewakili 500.000,- OK5. Ketua Pengadilan Negeri KotaPasuruan atau yang mewakili 500.000,- OK6. Kepala Pengadilan Agama KotaPasuruan atau yang mewakili 500.000,- OK7. Kepala Kepolisian Resor PasuruanKota atau yang mewakili 500.000,- OK8. Komandan Komando DistrikMiliter 0819 Pasuruan atau yangmewakili 500.000,- OK

9. Komandan Batalyon Zeni Tempur10 Pasuruan atau yang mewakili 500.000,- OK10. Komandan Detasemen PolisiMiliter Pasuruan atau yangmewakili 500.000,- OK
11. Komandan Pusat Latihan TempurMarinir (Puslatpur) atau yangmewakili 500.000,- OK
12. Tokoh agama / masyarakat 300.000,- OK
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5.2.4. Satuan Biaya Uang Makan PNSBiaya uang makan PNS diberikan kepada PNS/CPNS yang dihitungberdasarkan jumlah hari masuk kerja, paling banyak 22 (dua puluh dua)hari dalam sebulan, sebesar Rp 15.000,- per orang per hari.
Uraian Besaran (Rp) SatuanGolongan I, II, III dan  IV 15.000,- OH

5.2.5. Tambahan Penghasilan PNSTambahan Penghasilan PNS diberikan kepada PNS sesuai denganketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 60 Tahun 2018tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di LingkunganPemerintah Kota Pasuruan .
5.2.6. Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Daerah, PNS dan Pegawai Tidak

TetapBiaya perjalanan dinas diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, DPRD,PNS dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan kegiatan untuk menghadiriseminar, workshop, sosialisasi, diseminasi, rapat teknis, rapat koordinasi,konsultasi dan atau kegiatan lain yang sejenis.Biaya perjalanan dinas dimaksud meliputi:a. uang harian (lumpsum):1) uang makan;2) uang saku;b. transportasi PP (at cost):1) transportasi daerah asal dari tempat kedudukan (Kota Pasuruan)ke bandara / pelabuhan / stasiun / terminal pemberangkatanatau langsung ke tempat tujuan;2) dari bandara / pelabuhan / stasiun / terminal pemberangkatan kebandara / pelabuhan / stasiun / terminal tujuan sesuai harga tiket(dibuktikan dengan tiket);3) transportasi daerah tujuan dari bandara / pelabuhan / stasiun /terminal tujuan ke tempat tujuan.c. uang penginapan (at cost) sesuai tarif yang berlaku dan dibuktikandengan bill/invoice hotel/penginapan.Yang dimaksud at cost adalah biaya nyata yang harus dibayar untuktransport PP dan penginapan.Perjalanan Dinas tersebut harus dilengkapi dengan Surat PerintahPerjalanan Dinas (SPPD), yaitu naskah dinas sebagai alat pemberitahuanyang ditujukan kepada Pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanandinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.
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Bentuk Format SPPD dimaksud sebagaimana diatur dalam PeraturanWalikota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas diLingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah dan SuratPerintah Perjalanan Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan WalikotaPasuruan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas  di LingkunganPemerintah Kota Pasuruan.Dalam rangka efisiensi, dihimbau untuk menggunakan kertas NCR.
5.2.7.1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang

RepresentasiSatuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakanpenggantian biaya keperluan sehari-hari Walikota, Wakil Walikota,DPRD, PNS dan Pegawai Tidak Tetap dalam menjalankan perintahperjalanan dinas di dalam negeri.Uang Representasi hanya diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota,DPRD, dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatandalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatansebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentangPerjalanan Dinas Dalam Negeri.Tata cara pemberian uang harian perjalanan dinas dalam negeri (luar
kota dalam provinsi Jawa Timur dan luar provinsi Jawa Timur) dan UangRepresentasi adalah:1. uang harian dan uang representasi diberikan sesuai dengan jumlahhari penugasan; dan2. khusus untuk pengemudi yang hanya mengantar/menjemputWalikota, Wakil Walikota, DPRD, Pejabat Eselon II, dan Pejabat EselonIII yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan ke atau daribandara/pelabuhan/stasiun/terminal pemberangkatan makapengemudi yang bersangkutan diberikan uang harian sebesarRp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kalimengantar/menjemput. Adapun Pejabat yang membubuhkan tandatangan pada kolom kedatangan dan keberangkatan di SPPD adalahPengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri dan UangRepresentasi diatur sebagai berikut:
a. Dalam Kota

Uraian Besaran (Rp) Satuan1. Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD 100.000,- OH2. Kader/Petugas lapangan/petugaslainnya (non PNS) 50.000,- OH
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b. Luar Kota dalam Provinsi Jawa Timur:

Pelaksana Perjalanan Dinas
Besaran (Rp)

Uang Harian Uang Representasi- Walikota/Ketua DPRD 1.500.000,- 250.000,-- Wakil Walikota/Wakil KetuaDPRD 1.200.000,- 250.000,-
- Anggota DPRD 1.000.000,- 250.000,-- Pejabat Eselon II/a 1.000.000,- 250.000,-- Pejabat Eselon II/b 700.000,- 150.000,-- Pejabat Eselon III/a 550.000,-- Pejabat Eselon III/b 500.000,-- Pejabat Eselon IV/a 475.000,-- Pejabat Eselon IV/b 400.000,-- PNS Golongan IV 375.000,-- PNS Golongan III 350.000,-- PNS Golongan II 275.000,-- PNS Golongan I 225.000,-- Pengemudi (PNS dan Non PNS) 225.000,-

c. Luar Provinsi Jawa Timur

Pelaksana Perjalanan Dinas
Besaran (Rp)

Uang Harian Uang Representasi- Walikota/Ketua DPRD 2.500.000,- 250.000,-- Wakil Walikota/Wakil KetuaDPRD 2.200.000,- 250.000,-
- Anggota DPRD 1.800.000,- 250.000,-- Pejabat Eselon II/a 1.800.000,- 250.000,-- Pejabat Eselon II/b 1.350.000,- 150.000,-- Pejabat Eselon III/a 1.150.000,-- Pejabat Eselon III/b 1.100.000,-- Pejabat Eselon IV/a 950.000,-- Pejabat Eselon IV/b 900.000,-- PNS Golongan IV 850.000,-- PNS Golongan III 800.000,-- PNS Golongan II 700.000,-- PNS Golongan I 475.000,-- Pengemudi (PNS danNon PNS) 350.000,-



Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas TA.2020 180

5.2.7.2. Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam NegeriBiaya transportasi perjalanan dinas adalah biaya untuk kebutuhantransportasi mulai dari tempat kedudukan sampai dengan tempat tujuan.Biaya transportasi meliputi biaya BBM sesuai jarak/tiket dan biaya tol,atau uang transport.
a. Dalam Provinsi Jawa Timur

Pelaksana Perjalanan Dinas Biaya Transportasia. Walikota/Ketua DPRD BBM Sesuai Jarak + Biaya Tol /Sesuai Harga Tiketb. Wakil Walikota / Wakil KetuaDPRD BBM Sesuai Jarak + Biaya Tol /Sesuai Harga Tiketc. Anggota DPRD BBM Sesuai Jarak + Biaya Tol /Sesuai Harga Tiketd. Pejabat Eselon II/Pejabat EselonIII BBM Sesuai Jarak + Biaya Tol /Sesuai Harga Tikete. Pejabat Eselon IV - Jarak s/d 100 km; Rp 200.000,-
- Jarak > 100 km sesuai hargatiket maksimal kelas bisnisf. PNS Golongan I/II/III/IV - Jarak s/d 100 km; Rp 200.000,-

- Jarak > 100 km sesuai hargatiket maksimal kelas bisnisBesaran BBM Sesuai Jarak, diatur sebagai berikut:
Uraian Besaran SatuanJarak ke kota tujuan:- s.d. 50 Km 20 Liter- 51 s.d. 90 Km 30 Liter- 91 s.d. 140 Km 40 Liter- 141 s.d. 200 Km 50 Liter- 201 s.d. 250 Km 60 Liter- 251 s.d. 300 Km 70 Liter- 301 s.d. 350 Km 80 Liter- 351 s.d. 400 Km 90 Liter- 401 s.d. 450 Km 100 Liter

- 451 s.d. 500 Km 110 Liter
Penjelasan:1) Untuk Pejabat Eselon IV dan PNS Golongan I/II/III/IV, biayatransportasi PP diberikan secara lumpsum, kecuali melebihijarak lebih dari 100 km diberikan sesuai harga tiket;2) Apabila dalam satu perjalanan Pejabat Eselon IV dan/atau PNSGolongan I/II/ III/IVmengikuti Pejabat Eselon diatasnya makatidak mendapatkan uang transportasi;
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3) Transportasi PP sesuai jarak yang dimaksud adalah yangmenggunakan kendaraan dinas/kendaraan pribadi, biayatransporasi diperhitungkan dengan kebutuhan BBM sesuai jaraksebagaimana diatur dalam tabel dan dibuktikan dengan notapembelian BBM;4) Untuk transportasi dengan menggunakan kendaraan umumbesarannya sesuai harga tiket/tarif yang berlaku;5) Bagi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD/SekretarisDaerah yang dalam undangan mengikutsertakan suami/istrimaka biaya transportasi dan uang harian bagi suami/istrimengikuti standar pejabat yang bersangkutan;6) Pejabat penerbit Surat Tugas dapat memerintahkan pihak lain diluar Walikota / Wakil Walikota / Pegawai Negeri Sipil / PegawaiTidak Tetap untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangkakepentingan Pemerintah Daerah;7) Penyetaraan standar biaya perjalanan dinas untuk PegawaiTidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas untukkepentingan Pemerintah Daerah ditentukan oleh PenggunaAnggaran / Kuasa Pengguna Anggaran denganmempertimbangkan tingkat pendidikan / kepatutan / tugasyang bersangkutan.
b. Luar  Provinsi Jawa Timur

Pelaksana
Perjalanan Dinas

Biaya Transportasi PP

Transportasi Dari
Kota Pasuruan ke

pelabuhan/stasiun
/terminal

pemberangkatan

Dari bandara /
pelabuhan /

stasiun / terminal
pemberangkatan

ke bandara /
pelabuhan /stasiun

/ terminal tujuan

Dari bandara
/ pelabuhan

/stasiun /
terminal
tujuan ke

tempat tujuan

1 2 3 4- Walikota/KetuaDPRD BBM Sesuai Jarak +Biaya Tol / SesuaiHarga Tiket At cost At cost
- WakilWalikota/WakilKetua DPRD BBM Sesuai Jarak +Biaya Tol / SesuaiHarga Tiket At cost At cost
- Anggota DPRD BBM Sesuai Jarak +Biaya Tol / SesuaiHarga Tiket At cost 750.000,-
- Pejabat EselonII/a BBM Sesuai Jarak +Biaya Tol / SesuaiHarga Tiket At cost 750.000,-
- Pejabat EselonII/b BBM Sesuai Jarak +Biaya Tol / SesuaiHarga Tiket At cost 500.000,-
- Pejabat EselonIII BBM Sesuai Jarak +Biaya Tol / SesuaiHarga Tiket At cost 400.000,-
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Pelaksana
Perjalanan Dinas

Biaya Transportasi PP

Transportasi Dari
Kota Pasuruan ke

pelabuhan/stasiun
/terminal

pemberangkatan

Dari bandara /
pelabuhan /

stasiun / terminal
pemberangkatan

ke bandara /
pelabuhan /stasiun

/ terminal tujuan

Dari bandara
/ pelabuhan

/stasiun /
terminal
tujuan ke

tempat tujuan

1 2 3 4- Pejabat EselonIV BBM Sesuai Jarak +Biaya Tol / SesuaiHarga Tiket At cost 350.000,-
- PNS GolonganI/II/III/ IV BBM Sesuai Jarak +Biaya Tol / SesuaiHarga Tiket At cost 350.000,-

Penjelasan:1) Transportasi PP sesuai jarak yang dimaksud adalah yangmenggunakan kendaraan dinas/kendaraan pribadi, biayatransportasi diperhitungkan dengan kebutuhan BBM sesuaijarak sebagaimana tabel dan dibuktikan dengan nota pembelianBBM;2) Untuk transportasi dengan menggunakan kendaraan umumbesarannya sesuai dengan tarif yang berlaku. Apabila buktipengeluaran yang bisa menunjukkan besarnya tarif tidakdiperoleh, maka untuk bukti SPJ dilengkapi dengan suratpernyataan pengeluaran riil (sebagaimana format terlampir);3) Bagi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD/SekretarisDaerah yang dalam undangan mengikutsertakan suami/istrimaka biaya transportasi dan uang harian bagi suami/istrimengikuti standar pejabat yang bersangkutan;4) Biaya transportasi lokal bagi Walikota/WakilWalikota/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah dapatmenggunakan kendaraan sewa dengan pembiayaan secara atcost;5) Pejabat penerbit Surat Tugas dapat memerintahkan pihak lain diluar Walikota, Wakil Walikota/Pegawai Negeri Sipil/PegawaiTidak Tetap untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangkakepentingan Pemerintah Daerah;6) Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas untuk Pegawai TidakTetap yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentinganPemerintah Daerah ditentukan oleh Pengguna Anggaran/KuasaPengguna Anggaran dengan mempertimbangkan tingkatpendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan;7) Alokasi biaya transportasi di tempat tujuan yang diperhitungkanadalah sebagaimana contoh berikut:Seorang Pejabat/PNS melakukan perjalanan dinas jabatan dariPasuruan ke Jakarta, maka alokasi biaya transportasinya:
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a) biaya transportasi dari Pasuruan ke bandara, mengikutisatuan biaya transportasi dalam provinsi (PP);b) biaya transportasi dari Bandara Juanda ke BandaraSoekarno-Hatta sesuai harga tiket (ad cost); danc) biaya transportasi lokal di Jakarta, dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat tujuan (PP), sesuai satuan biayatransportasi sebagaimana tercantum dalam kolom 4
(lumpsum).8) Fasilitas transportasi bagi pelaksana perjalanan dinasdiklasifikasikan sebagai berikut:

No. Pelaksana Perjalanan
Dinas

Moda Transportasi

Pesawat
Udara

Kapal
Laut

Kereta
Api/Bus Lainnya1. Walikota/Wakil Walikota,Pimpinan DPRD, AnggotaKomisi Bisnis VIP/kelas IA Eksekutif Sesuaikenyataan2 Pejabat Eselon II danpejabat lain yang setara Ekonomi Kelas IB Eksekutif Sesuaikenyataan3 Pejabat Eselon III, EselonIV, PNS Golongan IV/III/II/I Ekonomi Kelas IIA Eksekutif Sesuaikenyataan

5.2.7.3. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No. Provinsi
Tujuan Sat

Walikota/
Wkl.Walikota,

Ketua/
Wkl.Ketua

DPRD

Anggota
DPRD/
Pejabat

Eselon II

Pejabat
Eselon

III/Gol.IV

Pejabat
Eselon

IV/Gol.III

Gol.II/I/
Non PNS

1 2 3 4 5 6 7 81. Aceh OH 4.420.000 3.526.000 1.294.000 556.000 556.0002. Sumatera Utara OH 4.960.000 1.518.000 1.100.000 530.000 530.0003. Riau OH 3.820.000 3.119.000 1.650.000 852.000 852.0004. Kepulauan Riau OH 4.275.000 1.854.000 1.037.000 792.000 792.0005. Jambi OH 4.000.000 3.337.000 1.212.000 580.000 580.0006. Sumatera Barat OH 5.236.000 3.332.000 1.353.000 650.000 650.0007. SumateraSelatan OH 5.850.000 3.083.000 1.571.000 861.000 861.0008. Lampung OH 4.491.000 2.067.000 1.140.000 580.000 580.0009. Bengkulu OH 2.071.000 1.628.000 1.546.000 630.000 630.00010. Bangka Belitung OH 3.827.000 2.838.000 1.957.000 622.000 622.00011. Banten OH 5.725.000 2.373.000 1.000.000 718.000 718.00012. Jawa Barat OH 5.381.000 2.755.000 1.006.000 570.000 570.00013. DKI Jakarta OH 8.720.000 1.490.000 992.000 730.000 730.00014. Jawa Tengah OH 4.242.000 1.480.000 954.000 600.000 600.00015. DI. Yogjakarta OH 5.017.000 2.695.000 1.384.000 845.000 845.00016. Jawa Timur OH 4.400.000 1.605.000 1.076.000 664.000 664.00017. Bali OH 4.890.000 1.946.000 990.000 910.000 910.00018. Nusa TenggaraBarat OH 3.500.000 2.648.000 1.418.000 580.000 580.000



Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas TA.2020 184

No. Provinsi
Tujuan Sat

Walikota/
Wkl.Walikota,

Ketua/
Wkl.Ketua

DPRD

Anggota
DPRD/
Pejabat

Eselon II

Pejabat
Eselon

III/Gol.IV

Pejabat
Eselon

IV/Gol.III

Gol.II/I/
Non PNS

1 2 3 4 5 6 7 819. Nusa TenggaraTimur OH 3.000.000 1.493.000 1.355.000 550.000 550.00020. KalimantanBarat OH 2.654.000 1.538.000 1.125.000 538.000 538.00021. KalimantanTengah OH 4.901.000 3.391.000 1.160.000 659.000 659.00022. KalimantanSelatan OH 4.797.000 3.316.000 1.500.000 540.000 540.00023. KalimantanTimur OH 4.000.000 2.188.000 1.507.000 804.000 804.00024. KalimantanUtara OH 4.000.000 2.188.000 1.507.000 804.000 804.00025. Sulawesi Utara OH 4.919.000 2.290.000 924.000 782.000 782.00026. Gorontalo OH 4.168.000 2.549.000 1.431.000 764.000 764.00027. Sulawesi Barat OH 4.076.000 2.581.000 1.075.000 704.000 704.00028. Sulawesi Selatan OH 4.820.000 1.550.000 1.020.000 732.000 732.00029. Sulawesi Tengah OH 2.309.000 2.027.000 1.567.000 951.000 951.00030. SulawesiTenggara OH 2.475.000 2.059.000 1.297.000 786.000 786.00031. Maluku OH 3.467.000 3.240.000 1.048.000 667.000 667.00032. Maluku Utara OH 3.440.000 3.175.000 1.073.000 600.000 600.00033. Papua OH 3.859.000 3.318.000 2.521.000 829.000 829.00034. Papua Barat OH 3.872.000 3.212.000 2.056.000 718.000 718.000
Penjelasan:1) Biaya Penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap dihotel atau ditempat menginap lainnya.2) Apabila perjalanan dinas dilakukan secara rombongan/bersama-sama makaseluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menginap pada hotel/penginapanyang sama, dengan satuan biaya penginapan mengikuti hotel/penginapandimana Pejabat/PNS di atasnya menginap.3) Apabila biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebihtinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana standar yang ada,maka pelaksana perjalanan dinas menggunakan fasilitas kamar dengan biayaterendah pada hotel/penginapan tersebut dengan melampirkan suratketerangan dari hotel.4) Jika di dalam kota yang dituju tidak tersedia penginapan dengan satuan biayasesuai tabel maka diperbolehkan memakai kriteria sesuai dengan hotel yangdipakai didukung pernyataan dari Pejabat/PNS yang bersangkutan.5) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan,maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
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a. petugas yang melaksanakan perjalanan dinas diberikan biaya penginapansebesar 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana satuan biayapenginapan perjalanan dinas luar provinsi dan dalam provinsi;b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayarkan secara
lumpsum.

5.2.7.4. Satuan Biaya Perjalanan Dinas ke Luar NegeriSatuan biaya perjalanan dinas ke luar negeri terdiri uang harian, biayatransportasi, dan biaya penginapan.Biaya transportasi dan biaya penginapan dibayarkan secara at cost,sedangkan uang harian dibayarkan dengan besaran, sebagai berikut:
(dalam US $)

NO. NEGARA SATUAN
GOLONGAN

A B C DAMERIKA UTARA1. Amerika Serikat OH 659 563 505 4472. Kanada OH 552 467 416 365AMERIKA SELATAN3. Argentina OH 534 402 351 3494. Venezuela OH 557 388 344 3435. Brazil OH 436 396 378 3516. Chili OH 434 370 332 2947. Colombia OH 466 413 405 3658. Peru OH 459 352 320 2809. Suriname OH 398 364 268 26810. Equador OH 416 355 319 283AMERIKA TENGAH11. Meksiko OH 553 468 417 36612. Cuba OH 453 385 345 30513. Panama OH 418 357 320 283EROPA BARAT14. Austria OH 504 453 347 31715. Belgia OH 538 456 406 35716. Perancis OH 548 464 413 38117. Jerman OH 485 415 368 32418. Belanda OH 485 416 368 32419. Swiss OH 636 570 444 401EROPA UTARA20. Denmark OH 569 491 428 37521. Finlandia OH 521 442 394 34622. Norwegia OH 621 559 389 38623. Swedia OH 615 519 461 40324. Inggris OH 792 774 583 582EROPA SELATAN25. Bosnia Herzegovina OH 456 420 334 33326. Kroasia OH 555 506 406 40527. Spanyol OH 457 413 335 29628. Yunani OH 427 379 327 28929. Itali OH 702 637 446 42730. Portugal OH 425 382 308 273
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NO. NEGARA SATUAN
GOLONGAN

A B C D31. Serbia OH 417 375 326 288EROPA TIMUR32. Bulgaria OH 406 367 320 28433. Ceko OH 618 526 447 36734. Hongaria OH 485 438 390 34535. Polandia OH 478 415 363 32036. Rumania OH 416 381 313 27737. Rusia OH 556 512 407 40638. Slovakia OH 437 394 341 30339. Ukraina OH 485 436 375 331AFRIKA BARAT40. Nigeria OH 427 422 402 34041. Senegal OH 420 359 322 285AFRIKA TIMUR42. Ethiopia OH 373 320 288 25643. Kenya OH 408 358 293 27444. Madagaskar OH 356 306 276 24645. Tanzania OH 388 332 299 26646. Zimbabwe OH 371 319 287 25547. Mozambik OH 399 329 265 264AFRIKA SELATAN48. Namibia OH 405 334 268 25149. Afrika selatan OH 427 374 317 294AFRIKA UTARA50. Aljazair OH 383 328 295 28651. Mesir OH 471 400 358 31652. Maroko OH 377 323 291 25953. Tunisia OH 293 247 225 20354. Sudan OH 383 328 295 26255. Libya OH 308 254 189 165ASIA BARAT56. Azerbaijan OH 498 459 365 36457. Bahrain OH 475 424 284 21758. Irak OH 461 392 351 31059. Yordania OH 504 428 382 33660. Kuwait OH 581 491 437 38361. Libanon OH 457 389 348 30762. Qatar OH 506 448 349 29063. Arab Suriah OH 358 301 272 24364. Turki OH 456 364 311 27665. Uni Emirat Arab OH 594 502 446 39166. Yaman OH 353 249 226 20467. Saudi Arabia OH 468 398 356 31468. Kesultanan Oman OH 516 437 390 343ASIA TIMUR69. Republik Rakyat Tiongkok OH 411 351 315 27970. Hongkong OH 601 507 451 39571. Jepang OH 519 428 382 33672. Korea Selatan OH 515 467 425 421
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NO. NEGARA SATUAN
GOLONGAN

A B C D73. Korea Utara OH 494 321 300 278ASIA SELATAN74. Afganistan OH 385 262 238 21475. Bangladesh OH 339 313 243 23876. India OH 422 329 327 32577. Pakistan OH 343 277 251 22578. Srilanka OH 388 332 299 26679. Iran OH 421 332 299 266ASIA TENGAH80. Uzbekistan OH 391 352 287 25681. Kazakhstan OH 456 420 334 333ASIA TENGGARA82. Filipina OH 412 367 266 22683. Singapura OH 615 519 461 40384. Malaysia OH 394 304 274 24485. Thailand OH 392 330 297 26486. Myanmar OH 368 250 210 19687. Laos OH 380 277 251 22588. Vietnam OH 383 292 244 21989. Brunei Darussalam OH 374 278 252 22690. Kamboja OH 296 223 201 19691. Timor Leste OH 392 354 236 212ASIA PASIFIK92. Australia OH 636 585 424 39993. Selandia Baru OH 545 461 411 36194. Kaledonia Baru OH 425 387 299 26695. Papua Nugini OH 520 476 429 37696. Fiji OH 427 365 327 289
Catatan:
a) Golongan A, untuk Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD;
b) Golongan B, untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II;
c) Golongan C, untuk PNS Eselon III, eselon IV, Golongan IV danGolongan III;
d) Golongan D, untuk PNS selain yang dimaksud pada Golongan B  danGolongan C;
e) Besaran uang harian bagi negara akreditasi yang tidak tercantum,merujuk pada besaran uang harian negara dimana PerwakilanRepublik Indonesia bersangkutan berkedudukan;
f) Dalam hal biaya akomodasi disediakan oleh pengundang, uangharian diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh per seratus);
g) Kurs mata uang asing sesuai dengan kurs yang dikeluarkan olehbank pemerintah pada saat pelaksanaan perjalanan dinas;
h) Untuk non PNS yang mengikuti perjalanan dinas keluar negeri dapatdiberikan biaya perjalanan dinas dengan nilai disetarakan PNSdengan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah.
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5.2.7.5. Contoh Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN PENGELUARAN RIILYang bertanda tangan di bawah ini:Nama : .......................................................................NIP : .......................................................................Jabatan : .......................................................................Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor :........................... tanggal ....................., dengan ini kami menyatakan dengansesungguhnya bahwa:1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah iniyang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:NO. URAIAN JUMLAH

Jumlah2. Jumlah Uang tersebut pada angka 1 di atas, benar-benar dikeluarkanuntuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabiladikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersediauntuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.Demikian Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untukdipergunakan sebagaimana mestinya.Pasuruan, ....................... 20...Yang melaksanakan Perjalanan Dinas,

......................................NIP. .............................
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5.2.7.6. Satuan Biaya Uang Saku dan Uang Representasi bagi Peserta dan
Penyelenggara Diklat / Kursus / Seminar / Workshop / Bimtek /
Lokakarya / Kegiatan SejenisBiaya uang saku dan uang representasi diberikan kepada PNS/CPNS yangditugaskan mengikuti diklat, dan PNS/CPNS/Non PNS yang ditugaskan mengikutikursus / seminar / workshop / bimtek / pameran / lokakarya / kegiatan sejenis diDalam Negeri yang dihitung berdasarkan status jabatan / kepangkatan dan jumlahhari pelaksanaannya.

a. Dalam Provinsi

Pelaksana Perjalanan Dinas
Besaran (Rp)

Satuan
Uang Saku Uang

Representasi
1 2 3 4

Untuk pelaksanaan 1 s.d. 4 hari:a. Walikota/Ketua DPRD 950.000,- 250.000,- OHb. Wakil Walikota/Wakil Ketua DPRD 750.000,- 250.000,- OHc. Anggota DPRD 650.000,- 250.000,- OHd. Eselon IIa 650.000,- 150.000,- OHe. Eselon IIb 350.000,- 150.000,- OHf. Eselon IIIa, b 325.000,- - OHg. Eselon IVa, b 300.000,- - OHh. Pejabat Fungsional & Staf Gol.IV, III 250.000,- - OHi. Pejabat Fungsional & Staf Gol. II 225.000,- - OHj. Gol. I 200.000,- - OHk. Panitia Penyelenggara Diklat BKD 300.000,- - OHl. Panitia Penyelenggara 225.000,- - OH
Untuk pelaksanaan 5 s.d. 8 hari:a. Walikota/Ketua DPRD 875.000,- 250.000,- OHb. Wakil Walikota/Wakil Ketua DPRD 675.000,- 250.000,- OHc. Anggota DPRD 525.000,- 250.000,- OHd. Eselon IIa 525.000,- 150.000,- OHe. Eselon IIb 325.000,- 150.000,- OHf. Eselon IIIa, b 300.000,- - OHg. Eselon IVa, b 275.000,- - OHh. Pejabat Fungsional & Staf Gol.IV, III 250.000,- - OHi. Pejabat Fungsional & Staf Gol. II 200.000,- - OHj. Gol. I 150.000,- - OHk. Panitia Penyelenggara Diklat BKD 225.000,- - OHl. Panitia Penyelenggara 200.000,- OH
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Pelaksana Perjalanan Dinas
Besaran (Rp)

Satuan
Uang Saku Uang

Representasi
1 2 3 4

Untuk pelaksanaan 9 s.d. 15 hari:a. Walikota/Ketua DPRD 850.000,- 250.000,- OHb. Wakil Walikota/Wakil Ketua DPRD 650.000,- 250.000,- OHc. Anggota DPRD 500.000,- 250.000,- OHd. Eselon IIa 500.000,- 150.000,- OHe. Eselon IIb 300.000,- 150.000,- OHf. Eselon IIIa, b 250.000,- - OHg. Eselon IVa, b 225.000,- - OHh. Pejabat Fungsional & Staf Gol.IV, III 200.000,- - OHi. Pejabat Fungsional & Staf Gol. II 175.000,- - OHj. Gol. I 150.000,- - OHk. Panitia Penyelenggara Diklat BKD 200.000,- - OHl. Panitia Penyelenggara 175.000,- - OH
Untuk pelaksanaan 16 s.d. 31 hari:a. Walikota/Ketua DPRD 825.000,- 250.000,- OHb. Wakil Walikota/Wakil Ketua DPRD 625.000,- 250.000,- OHc. Anggota DPRD 475.000,- 250.000,- OHd. Eselon IIa 475.000,- 150.000,- OHe. Eselon IIb 275.000,- 150.000,- OHf. Eselon IIIa, b 225.000,- - OHg. Eselon IVa, b 200.000,- - OHh. Pejabat Fungsional & Staf Gol.IV, III 175.000,- - OHi. Pejabat Fungsional & Staf Gol. II 150.000,- - OHj. Gol. I 125.000,- - OHk. Panitia Penyelenggara Diklat BKD 175.000,- - OHl. Panitia Penyelenggara 150.000,- - OH
Untuk pelaksanaan 32 s.d. 45 hari:a. Walikota/Ketua DPRD 800.000,- 250.000,- OHb. Wakil Walikota/Wakil Ketua DPRD 600.000,- 250.000,- OHc. Anggota DPRD 350.000,- 250.000,- OHd. Eselon IIa 350.000,- 150.000,- OHe. Eselon IIb 250.000,- 150.000,- OHf. Eselon IIIa, b 200.000,- - OHg. Eselon IVa, b 175.000,- - OHh. Pejabat Fungsional & Staf Gol.IV, III 150.000,- - OHi. Pejabat Fungsional & Staf Gol. II 125.000,- - OHj. Gol. I 100.000,- - OHk. Panitia Penyelenggara Diklat BKD 150.000,- - OHl. Panitia Penyelenggara 125.000,- - OH
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b. Luar Provinsi

Pelaksana Perjalanan Dinas
Besaran (Rp)

Satuan
Uang Saku Uang

Representasi
1 2 3 4

Untuk pelaksanaan 1 s.d. 4 hari:a. Walikota/Ketua DPRD 1.750.000,- 250.000,- OHb. Wakil Walikota/Wakil Ketua DPRD 1.500.000,- 250.000,- OHc. Anggota DPRD 1.100.000,- 250.000,- OHd. Eselon IIa 1.100.000,- 150.000,- OHe. Eselon IIb 900.000,- 150.000,- OHf. Eselon IIIa, b 800.000,- - OHg. Eselon IVa, b 700.000,- - OHh. Pejabat Fungsional & Staf Gol.IV, III 600.000,- - OHi. Pejabat Fungsional & Staf Gol. II 500.000,- - OHj. Gol. I 450.000,- - OHk. Panitia Penyelenggara 500.000,- - OH
Untuk pelaksanaan 5 s.d. 8 hari:a. Walikota/Ketua DPRD 1.700.000,- 250.000,- OHb. Wakil Walikota/Wakil Ketua DPRD 1.450.000,- 250.000,- OHc. Anggota DPRD 1.050.000,- 250.000,- OHd. Eselon IIa 1.050.000,- 150.000,- OHe. Eselon IIb 600.000,- 150.000,- OHf. Eselon IIIa, b 500.000,- - OHg. Eselon IVa, b 400.000,- - OHh. Pejabat Fungsional & Staf Gol.IV, III 300.000,- - OHi. Pejabat Fungsional & Staf Gol. II 250.000,- - OHj. Gol. I 225.000,- - OHk. Panitia Penyelenggara 250.000,- - OH
Untuk pelaksanaan 9 s.d. 15 hari:a. Walikota/Ketua DPRD 1.650.000,- 250.000,- OHb. Wakil Walikota/Wakil Ketua DPRD 1.400.000,- 250.000,- OHc. Anggota DPRD 1.000.000,- 250.000,- OHd. Eselon IIa 1.000.000,- 150.000,- OHe. Eselon IIb 500.000,- 150.000,- OHf. Eselon IIIa, b 400.000,- - OHg. Eselon IVa, b 300.000,- - OHh. Pejabat Fungsional & Staf Gol.IV, III 250.000,- - OHi. Pejabat Fungsional & Staf Gol. II 225.000,- - OHj. Gol. I 150.000,- - OHk. Panitia Penyelenggara 225.000,- - OH
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Pelaksana Perjalanan Dinas
Besaran (Rp)

Satuan
Uang Saku Uang

Representasi
1 2 3 4

Untuk pelaksanaan 16 s.d. 31 hari:a. Walikota/Ketua DPRD 1.600.000,- 250.000,- OHb. Wakil Walikota/Wakil Ketua DPRD 1.350.000,- 250.000,- OHc. Anggota DPRD 950.000,- 250.000,- OHd. Eselon IIa 950.000,- 150.000,- OHe. Eselon IIb 400.000,- 150.000,- OHf. Eselon IIIa, b 300.000,- - OHg. Eselon IVa, b 250.000,- - OHh. Pejabat Fungsional & Staf Gol.IV, III 225.000,- - OHi. Pejabat Fungsional & Staf Gol. II 200.000,- - OHj. Gol. I 175.000,- - OHk. Panitia Penyelenggara 200.000,- - OH
Untuk pelaksanaan 32 s.d. 45 hari:a. Walikota/Ketua DPRD 1.550.000,- 250.000,- OHb. Wakil Walikota/Wakil Ketua DPRD 1.300.000,- 250.000,- OHc. Anggota DPRD 900.000,- 250.000,- OHd. Eselon IIa 900.000,- 150.000,- OHe. Eselon IIb 350.000,- 150.000,- OHf. Eselon IIIa, b 300.000,- - OHg. Eselon IVa, b 250.000,- - OHh. Pejabat Fungsional & Staf Gol.IV, III 200.000,- - OHi. Pejabat Fungsional & Staf Gol. II 175.000,- - OHj. Gol. I 150.000,- - OHk. Panitia Penyelenggara 175.000,- - OHCatatan:

Uang saku dimaksud melekat pada komponen Biaya Perjalanan Dinas.

5.2.8. Satuan Biaya Langsung Personel (Remuneration Billing Rate)1. Biaya Langsung Personel Untuk Pengadaan Jasa Konsultansia. Tenaga Profesional
No.

Kelompok Ahli Tahun
Pengalaman

Rupiah / bln Tahun
Pengalaman

Rupiah/bln

Kualifikasi Gol. S1 S2

1 AhliPratama I - A 1 *)I - B 2 *)I - C 3 13.923.000I – D 4 15.453.000
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No.
Kelompok Ahli Tahun

Pengalaman
Rupiah / bln Tahun

Pengalaman
Rupiah/bln

Kualifikasi Gol. S1 S2

2 Ahli Muda II - A 5 16.983.000 1 17.901.000II - B 6 18.513.000 2 19.737.000II - C 7 20.043.000 3 21.573.000II - D 8 21.573.000 4 23.409.000
3 Ahli Madya III - A 9 23.103.000 5 25.245.000III - B 10 24.633.000 6 27.081.000III - C 11 26.163.000 7 29.070.000III - D 12 27.693.000 8 30.906.000
4 Ahli Utama IV - A 13 29.223.000 9 32.742.000IV - B 14 30.753.000 10 34.578.000IV - C 15 32.283.000 11 36.414.000IV - D 16 33.813.000 12 38.403.000
5 Ahli Kepala V - A 17 35.343.000 13 40.239.000V - B 18 36.873.000 14 42.075.000V - C 19 38.403.000 15 43.911.000V - D 20 39.933.000 16 45.747.000
6 AhliPembinaKepala

VI - A 21 41.463.000 17 47.583.000VI - B 22 42.993.000 18 49.572.000VI - C 23 44.523.000 19 51.408.000VI - D 24 46.053.000 20 53.244.000VI - E 25 47.583.000 21 55.080.000*) S1 pengalaman 1-2 tahun dianggap Sub Professionalb. Sub Tenaga Profesional
No. Personel Orang / bulan1. CAD/CAM Operator 7.752.0002. Software Programmer / Implementer 9.282.0003. Hardware Technician 7.752.0004. Facilitator 7.752.0005. Senior Assistant Professional Staff 10.200.0006. Assistant Professional Staff 9.588.0007. Special Technician/Inspector 9.282.0008. Technician 7.752.0009. Inspector 7.752.00010. Suveyor 7.140.000Kualifikasi Pendidikan & Pengalaman Tenaga Sub Profesional adalah:1) D3 / S0 (5 – 10 Tahun)2) S-1 (0 – 3 Tahun)3) S-2 (0 – 1 Tahun)
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c. Tenaga Pendukung
No. Personel Orang / bulan1. Office Manager 8.109.0002. Site Office Manager/Administrator 7.344.0003. Billingual secretary 8.007.0004. Secretary 4.947.0005. Computer Operator/Typist 4.386.0006. Drafter (Manual) 3.672.0007. Messenger 2.601.0008. Office Boy 2.346.0009. Driver 2.805.00010. Office Guard/Security Officer 2.550.0002. Standar Biaya Langsung Personel (Remuneration Billing Rate), untukPengadaan dengan cara Swakelola ditetapkan sebagai berikut:a) Dalam hal penggunaan Tenaga Profesional dan Tenaga SubProfesional adalah Konsultan Perseorangan dan Pegawai Negeri yangcuti di luar tanggungan negara, satuan ukuran Biaya LangsungPersonel adalah orang/bulan dengan nilai biaya personel sama sepertitersebut pada angka 1.a dan 1.b. ;b) Dalam hal penggunaan Tenaga Profesional dan Tenaga SubProfesional berasal dari Pegawai Negeri yang tidak mengajukan cuti diluar tanggungan negara, satuan ukuran Biaya Langsung Personeladalah orang/jam dengan nilai biaya personel yang diperhitungkanberdasarkan nilai konversi orang/ bulan menjadi orang/jamberdasarkan nilai biaya sebagaimana tersebut pada angka 1.a. dan1.b.;c) Satuan ukuran Tenaga Pendukung adalah orang/bulan dengan nilaibiaya personel sama seperti tersebut pada angka 1.a. dan 1.b;d) Ketentuan maksimal jam kerja Tenaga ahli berasal dari PegawaiNegeri yang tidak cuti diluar tanggungan Negara, ditetapkan 4jam/hari;e) Ketentuan Hari kerja selama 1 (satu) bulan ditetapkan 22 hari kerja.3. Perhitungan konversi minimum biaya langsung personel menurut satuanwaktu adalah sebagai berikut :SBOM = SBOB / 4,1SBOH = (SBOB/22) x 1,1SBOJ = (SBOH/8) x 1,3Catatan:SBOB = Satuan Biaya Orang Bulan (Person Month Rate)SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu (Person Week Rate)SBOH = Satuan Biaya Orang Hari (Person Day Rate)SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam (Person Hour Rate)
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5.2.9. Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan TubuhBiaya makanan penambah daya tahan tubuh, hanya diberikan kepadapegawai fungsional seperti petugas Laboratorium, petugas foto X-ray,petugas Fumigasi, petugas PMK, petugas TPA dan petugas yangpekerjaannya beresiko tinggi serupa lainnya yaitu yang jenis pekerjaannyadapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan PNS tersebut.
Uraian Besaran (Rp) Satuana. Petugas Laboratorium 20.000,- OHb. Petugas Foto X-ray 20.000,- OHc. Petugas Fumigasi 7.500,- OHd. Petugas PMK 7.500,- OHe. Petugas TPA 10.000,- OH

5.2.10. Satuan Biaya Makanan dan Minuman
5.2.10.1 Makanan dan Minuman KhususBiaya makanan dan minuman Khusus adalah pengadaan makanantermasuk minuman dan snack yang diselenggarakan SKPD untukmasyarakat dimana dalam pelaksanaannya harus memperhatikanefisiensi dan asas kepatutan.

Uraian Besaran (Rp) Satuan1. Nasi 20.000,- Bungkus
2. PMT
- Penyuluhan Balita 15.000,- pack
- Lansia 15.000,- pack
- Penderita TB 15.000,- pack
- Balita Gizi Buruk 30.000,- Doz
- Bumil Kekurangan EnergiKronis (KEK) 30.000,- Doz
- Pangan Olahan untukKeperluan Medis Khusus(PKMK) 500.000,- Kaleng

5.2.10.2 Makanan dan Minuman Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahBiaya makanan dan minuman Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahadalah pengadaan makanan termasuk minuman dan snack yangdiselenggarakan Perangkat Daerah untuk Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah dimana dalam pelaksanaannya harus memperhatikanefisiensi dan asas kepatutan.
Uraian Besaran (Rp) SatuanMakanan dan Minuman KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah 40.000,- pax
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5.2.10.2 Biaya Konsumsi Rapat/TamuBiaya konsumsi rapat/tamu adalah pengadaan makanan termasukminuman dan snack untuk kegiatan rapat/pertemuan yangdiselenggarakan di dalam/ luar kantor yang dalam pelaksanaannyaharus memperhatikan efisiensi dan asas kepatutan.
Uraian Besaran (Rp) Satuan

1. Makan Prasmanan:
- Tamu Presiden dan Wakil Presiden 250.000,- OK
- Tamu menteri/pejabat setingkatmenteri, Gubernur dan WakilGubernur 125.000,- OK
- Pejabat Daerah 60.000,- OK

2. Nasi Kotak 30.000,- OKDiberikan untuk kegiatan rapat yangmelebihi jam makan
3. Snack 20.000,- OK
4. Makan Prasmanan dalamPenyelengaraan Diklat yang bukanPaket Meeting

45.000,- OK
5. Nasi Piringan 23.000,- Piring

5.2.11. Satuan Biaya Akomodasi/Sewa Paket Meeting untuk Kegiatan Diklat,
Kursus, Seminar, Workshop, Bintek, Lokakarya dan Kegiatan sejenisBiaya akomodasi sudah termasuk penginapan, makan 3 (tiga) kali dansnack 2(dua) kali dalam sehari.

Uraian Besaran (Rp) Satuan1. Hotel Berbintang 600.000,- OH2. Hotel Melati 400.000,- OH3. Hotel tanpa menginap/tempat laina. Paket Full Day 250.000,- OHb. Paket Half Day 200.000,- OH4. Sewa tempat/gedung pertemuan :a. Dalam Kota 2.500.000,- /harib. Luar Kota 6.000.000,- /hari5. Homestay/Guest House 500.000,- /hari
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Catatan:Kegiatan yang dapat dilaksanakan di hotel di luar kota:1. kegiatan minimal 16 jam pelajaran, kecuali kegiatan kediklatan BKD;2. jumlah peserta minimal 40 orang (tidak termasuk panitia) kecualikegiatan kediklatan BKD minimal 20 orang (tidak termasuk panitia);3. kegiatan yang melibatkan peserta dari berbagai perangkat daerah ataumasyarakat;4. kegiatan dengan materi yang sama diadakan minimal 2 tahun sekali,kecuali kegiatan kediklatan BKD;5. Keg. Diklat/Bimtek oleh APIP pada Inspektorat dapat dilaksanakan dihotel/asrama di luar kota (menyesuaikan dengan lokasi diklat /bimtek) dan jumlah peserta menyesuaikan dengan jumlah aparaturpengawasan (tidak termasuk panitia).
5.2.12. Satuan Biaya Pendidikan dan Pelatihan (yang dilaksanakan 5 s.d. 30

hari)

Uraian Besaran (Rp) SatuanDilaksanakan di Balai Diklat 425.000,- OH
5.2.13. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan OperasionalBiaya pengadaan kendaraan dinas/operasional adalah pengadaan barangbergerak dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi yang dalampelaksanaannya harus memperhatikan prinsip, antara lain: sesuaikebutuhan, tidak mewah, hemat, efisiensi dan efektivitas.Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 76/2015 tentang Standart BarangKendaraan Bermotor Dinas.Standar harga satuan pengadaan kendaraan dinas/operasional agarberpedoman pada Keputusan Walikota Pasuruan tentang KetentuanStandar Satuan Harga Barang.
5.2.14. Satuan Biaya Hadiah LombaHadiah lomba adalah imbalan yang diberikan atas prestasi.

Tingkat Kejuaraan
Besaran (Rp)

Kelompok/Beregu Perorangan
1. Tingkat Kota:
- Juara I 5.000.000,- 1.500.000,-
- Juara II 3.500.000,- 1.300.000,-
- Juara III 2.500.000,- 1.200.000,-
- Juara Harapan I 1.500.000,- 950.000,-
- Juara Harapan II 1.250.000,- 850.000,-
- Juara Harapan III 1.000.000,- 750.000,-
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Tingkat Kejuaraan
Besaran (Rp)

Kelompok/Beregu Perorangan
2. Tingkat Kecamatan:
- Juara I 2.500.000,- 1.000.000,-
- Juara II 2.000.000,- 900.000,-
- Juara III 1.500.000,- 800.000,-
- Juara Harapan I - 700.000,-
- Juara Harapan II - 600.000,-
- Juara Harapan III - 500.000,-

3. Tingkat Kelurahan:
- Juara I 1.250.000,- 750.000,-
- Juara II 1.000.000,- 650.000,-
- Juara III 750.000,- 550.000,-
- Juara Harapan I - 450.000,-
- Juara Harapan II - 350.000,-
- Juara Harapan III - 250.000,-

5.2.15. Penghargaan Peraih Kejuaraan/PrestasiPenghargaan adalah imbalan yang diberikan atas peraihkejuaraan/prestasi.
Tingkat Kejuaraan

Besaran (Rp)

Kelompok /Beregu Perorangan
1. Tingkat Nasional:
- Juara I 15.000.000,- 10.000.000,-
- Juara II 12.500.000,- 7.500.000,-
- Juara III 10.000.000,- 5.000.000,-

2. Tingkat Provinsi:
- Juara I 10.000.000,- 5.000.000,-
- Juara II 7.500.000,- 4.000.000,-
- Juara III 5.000.000,- 3.000.000,-

5.2.16. Penghargaan/Reward Pemenang MTQPenghargaan/reward adalah imbalan yang diberikan atas pemenang MTQ.
Tingkat Kejuaraan

Besaran (Rp)
Kelompok /Beregu Perorangan

1. Tingkat Nasional:
- Juara I 25.000.000,- 20.000.000,-
- Juara II 20.000.000,- 15.000.000,-
- Juara III 15.000.000,- 10.000.000,-
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Tingkat Kejuaraan
Besaran (Rp)

Kelompok /Beregu Perorangan
2. Tingkat Provinsi:
- Juara I 20.000.000,- 15.000.000,-
- Juara II 15.000.000,- 10.000.000,-
- Juara III 10.000.000,- 5.000.000,-

5.2.17. Penghargaan/Reward Pelatih MTQ

Tingkat Kejuaraan Besaran (Rp) SatuanTingkat Nasional- Juara I 2.500.000,- OK- Juara II 2.000.000,- OK- Juara III 1.500.000,- OK
Tingkat Propinsi- Juara I 2.000.000,- OK- Juara II 1.500.000,- OK- Juara III 1.000.000,- OK

5.2.18. Sewa KendaraanBiaya sewa kendaraan adalah biaya sewa kendaraan yang sudah termasukPengemudi. Untuk BBM dibayarkan secara at cost.
Uraian Besaran (Rp) Satuan1.   Sewa kendaraan roda 4 at cost Unit/hari

2.  Sewa kendaraan bus kapasitas @30orang 3.000.000,- Unit/hari
3.  Sewa kendaraan bus kapasitas @32-48 orang 4.000.000,- Unit/hari
4.  Sewa Truck roda 6 atau lebih 2.500.000,- Unit/hari
5.  Sewa Pick Up 650.000,- Unit/hari
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5.2.19. Bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM)Bahan Bakar Minyak (BBM) diberikan untuk kendaraan operasional baikkendaraan dinas maupun non dinas dalam rangka menunjang tugas pokokdan fungsi yang dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip antara lain sesuai kebutuhan, hemat, efisiensi dan efektivitas.Penggunaan kendaraan non dinas untuk operasional harus didukungdengan Surat Keterangan/Penetapan Pengguna Anggaran.
Uraian Besaran Satuan1.    Jarak ke Kota Tujuan :

- s/d 50 Km 20 Liter
- 51 s/d 90 Km 30 Liter
- 91 s/d 140 Km 40 Liter
- 141 s/d 200 Km 50 Liter
- 201 s/d 250 Km 60 Liter
- 251 s/d 300 Km 70 Liter
- 301 s/d 350 Km 80 Liter
- 351 s/d 400 Km 90 Liter
- 401 s/d 450 Km 100 Liter2.    Jarak ke Kota Tujuan :
- 451 s/d 500 Km 110 Liter3.    Bantuan Operasional Roda 4 ataulebih 9 Liter / hari4. Kendaraan dinas Roda 4 6 Liter / hari5.    Kendaraan Roda 2 2 Liter / hari6.    Bantuan Operasional Roda 3 4 Liter / hari

Catatan:1) Pemberian bantuan BBM untuk kendaraan dinas operasional di dalamkota diberikan setiap bulan dalam bentuk uang atau kupon pada bulanberjalan yang besarnya didasarkan dari perkalian jumlah hari masukkerja efektif pegawai bersangkutan dengan besaran pemberian BBMper hari dan harga BBM yang berlaku.2) Apabila pegawai yang bersangkutan sedang melakukan perjalanandinas, bantuan BBM tidak diberikan.3) Bantuan BBM untuk kendaraan pribadi yang digunakan sebagaikendaraan operasional dinas diberikan sejumlah yang sama dengankendaraan dinas operasional ditetapkan dengan keputusan KepalaPerangkat Daerah.4) BBM diberikan kepada pemegang kendaraan dinas atau kendaraannon dinas yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.
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5.2.20. Belanja Pemeliharaan
a. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/BangunanBiaya pemeliharaan Gedung/Bangunan adalah biaya yang digunakanuntuk menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor agarberada dalam kondisi semula, untuk tingkat kerusakan kurang daridan atau sama dengan 2%, dengan perhitungan = luas bangunan xharga/m² x 2%.Harga satuan per m² bangunan diatur tersendiri dengan KeputusanWalikota.
b. Satuan  Biaya   Pemeliharaan  dan  Biaya   Operasional  Sarana

KantorBiaya pemeliharaan kendaraan dan sarana kantor diberikan untukmenjaga/mempertahankan barang inventaris peralatan dan mesinlainnya agar berada dalam kondisi normal dan nilainya tidakmemenuhi syarat kapitalisasi suatu aset.Satuan biaya pemeliharaan kendaraan bermotor dan kendaraanpatroli jalan raya belum termasuk BBM dan biaya untuk perpanjanganSTNK.
Uraian Besaran (Rp) SatuanKendaraan Walikota / WakilWalikota/ Sekda 20.900.000,- Unit/Thn

Kendaraan roda 6 19.800.000,- Unit/ThnKendaraan roda 4 16.500.000,- Unit/ThnKendaraan roda 2 3.080.000,- Unit/ThnPerahu karet 2.750.000,- Unit/ThnPersonal komputer/laptop/printer 768.000,- Unit/ThnAC split 385.000,- Unit/ThnAC Floor standing 880.000,- Unit/ThnGenerator lebih kecil dari 50 KVA 4.560.000,- Unit/ThnGenerator lebih dari 50 KVA At cost Unit/ThnKendaraan Patroli Jalan Raya roda 4 14.300.000,- Unit/ThnKendaraan Patroli Jalan Raya roda 4 8.800.000,- Unit/ThnArmroll 25.000.000,- Unit/ThnDump Truck 25.000.000,- Unit/ThnPemeliharaan barang diluar sebagaimana yang tercantum diatas,besaran biayanya ditentukan dengan asas kewajaran.
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5.2.21. Standar Satuan Harga Barang, Bahan Bangunan dan Upah Kerjaa. Standar Satuan Harga  Barang, Bahan Bangunan/Konstruksi, dan UpahKerja agar berpedoman pada Keputusan Walikota Pasuruan tentangStandar Satuan Harga  Barang, Harga Satuan Bahan Bangunan danUpah Kerja yang dipergunakan untuk menyusun RKA/DPA;b. Untuk barang non konstruksi, agar berpedoman pada KeputusanWalikota Pasuruan tentang Ketentuan Standar Satuan Harga  Barang;c. Standar harga merupakan ketentuan tertinggi dan dapatdinegosiasikan berdasarkan harga yang dikalkulasikan menurutkeahlian sehingga menguntungkan bagi Pemerintah Daerah.
5.2.22. Penggunaan Biaya UmumBiaya umum adalah dana APBD yang dialokasikan untuk membiayaiPengelolaan Kegiatan, biaya Perencanaan dan Pengawasan Teknis (P2T).Adapun besaran biaya umum diatur sebagai berikut:a. Untuk pengadaan jasa konstruksi diklasifikasikan:- Rincian untuk bangunan gedung dan jembatan:Biaya Konstruksi Fisik(Juta Rp.) Komponen Kegiatan ( % )Perencanaan Pengawasan Pengelolaan1. s/d 250 8 5 142. >250 s/d 500 7 5 83. >500 s/d 1.000 6 4 74. >1.000 s/d 2.500 5 4 65. >2.500 s/d 5.000 4 3 46. >5.000 s/d 10.000 3 2,5 37. >10.000 s/d 25.000 2 2 28. >25.000 s/d 50.000 1,5 1,5 19. >50.000 s/d 100.000 1 1 0,510. >100.000 s/d 250.000 1 1 0,511. >250.000 s/d 500.000 1 1 0,5- Rincian untuk bangunan jalan dan saluran:Biaya Konstruksi Fisik(Juta Rp.) Komponen Kegiatan ( % )Perencanaan Pengawasan Pengelolaan1. s/d 250 4 3 62. >250 s/d 500 4 3 53. >500 s/d 1.000 3 2,5 44. >1.000 s/d 2.500 2,5 2 35. >2.500 s/d 5.000 2 2 26. >5.000 s/d 10.000 1,5 1,5 1,57. >10.000 s/d 25.000 1,5 1 18. >25.000 s/d 50.000 1 1 19. >50.000 s/d 100.000 1 0,5 0,5
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Biaya Konstruksi Fisik(Juta Rp.) Komponen Kegiatan ( % )Perencanaan Pengawasan Pengelolaan10. >100.000 s/d 250.000 0,5 0,5 0,311. >250.000 s/d 500.000 0,5 0,5 0,2b. Untuk Pengadaan non konstruksi maksimal 2% dari nilai fisik/barang.c. Besaran biaya sebagaimana tersebut di atas merupakan ketentuantertinggi untuk menyusun RKA/DPA.
5.2.23. Bantuan Ongkos Jahit 1 (satu) stel Pakaian Dinas, meliputi:

No. Uraian Besaran (Rp)1. Pakaian Dinas Upacara (PDU) untukWalikota dan Wakil Walikota 1.500.000,-
2. Pakaian Sipil Lengkap / Harian (PSL / PSH)untuk Walikota dan Wakil Walikota 450.000,-
3. Pakaian Sipil Lengkap / Harian (PSL / PSH)untuk Sekretaris Daerah 400.000,-
4. Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk PNS/Non PNS 200.000,-

Catatan dan Pengertian istilah:OJ = Orang/JamOH = Orang/HariOresponden = Orang/respondenOterbit = Orang/terbitOK = Orang/KaliOB = Orang/BulanOP = Orang/PaketOlembar = Orang/LembarOlokasi = Orang/LokasiOps/Bulan     =   Operasional/BulanOkeg = Orang / KegiatanOnas = Orang / Naskah
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BAB VI
LAPORAN KEGIATAN PELAKSANAAN APBD

Salah satu bentuk pertanggungjawaban serta bahan pengendalianpelaksanaan kegiatan,  maka setiap pengguna anggaran diwajibkan untukmenyampaikan laporan kepada Walikota dengan mekanisme sebagai berikut:
6.1. Laporan BulananMerupakan laporan yang dibuat secara periodik setiap bulan berupa LaporanRealisasi Fisik dan Keuangan pelaksanaan kegiatan untuk menggambarkandan merekam pencapaian progres/kemajuan pelaksanaan kegiatan yangmeliputi fisik dan keuangan. Pelaporan realisasi pelaksanaan kegiatandikirim paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Walikota melaluiBagian Administrasi Pembangunan dan Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang digunakan untuk Monitoring danEvaluasi Pembangunan (MEP) yang disusun oleh Bagian AdministrasiPembangunan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (EVAP) yang disusunoleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan PengembanganDaerah.
6.2. LaporanTriwulan1. Laporan triwulan merupakan data kumulatif bulanan per triwulan yangdiperlukan untuk input pembuatan laporan triwulan.2. Kewajiban laporan triwulan untuk realisasi keuangan/fisik dan indikator

output/outcome oleh Kepala SKPD pengelola anggaran kepada Walikotamelalui Bagian Administrasi Pembangunan dan Inspektorat yangdisampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah triwulan yangbersangkutan berakhir.
6.3. Laporan Semester1. Laporan semester merupakan data kumulatif triwulan per semester yangdiperlukan sebagai input pembuatan laporan semester dan evaluasi.2. Kewajiban laporan semester untuk realisasi keuangan/fisik danindikator output/outcome oleh Kepala SKPD pengelola anggaran kepadaWalikota melalui Bagian Administrasi Pembangunan disampaikan palinglambat 5 (lima) hari kerja setelah semester yang bersangkutan berakhir.
6.4. Rekonsiliasi dan EvaluasiDalam memantau progres/kemajuan pelaksanaan kegiatan APBD dan kinerjaSKPD Bagian Administrasi Pembangunan akan memfasilitasi pelaksanaanRekonsiliasi dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan APBD.

a. RekonsiliasiBagian Administrasi Pembangunan memfasilitasi proses kegiatanrekonsiliasi yang dilaksanakan pada setiap akhir triwulan dan semester,
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dimaksudkan sebagai sarana untuk klarifikasi, menjaring informasi duaarah dan menghimpun masukan secara objektif terhadap progress danpermasalahan pelaksanaan kegiatan APBD terutama bagi SKPD yangprogres realisasinya belum/tidak mencapai standar prosentase sesuaiketentuan anggaran, sebagai masukan untuk evaluasi.
b. EvaluasiBagian Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Evaluasidipimpin Walikota setiap akhir semester, sebagai sarana untuk regulasibaru, koreksi dan evaluasi secara keseluruhan terhadap pelaksanaankegiatan serta pengarahan penentuan kebijakan terhadap pelaksanaankegiatan APBD.
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BAB VII
PEMBINAAN APARATUR

7.1. Dasar Hukum1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahsebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undangNomor 9 Tahun 2015;2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian /Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah yang kedua kalinyadengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008;5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan danPelatihan Jabatan PNS;6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP);7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PegawaiNegeri Sipil;8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil;9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian KinerjaPegawai Negeri Sipil10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;13. Peraturan Lembaga Asministrasi Negara RI Nomor 10 tahun 2018tentang pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.
7.2. Kode Etik Pegawai Negeri SipilUntuk menanamkan jiwa korps dan mengamalkan etika guna menjaminterwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang kuat, kompak dan bersatu padu,memiliki kepekaan, tanggap dan memiliki kesetiakawanan yang tinggi,berdisiplin, serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparaturnegara dan abdi masyarakat, maka setiap Pegawai Negeri Sipil dalammelaksanakan tugas wajib memupuk Jiwa Korps dan memegang teguh KodeEtik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
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Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan KodeEtik Pegawai Negeri Sipil.
7.3. Disiplin Pegawai Negeri SipilDisiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untukmenaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalamperaturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabilatidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.1. Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplina. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:1) hukuman disiplin ringan;2) hukuman disiplin sedang;3) hukuman disiplin berat.b. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari:1) teguran lisan;2) teguran tertulis;3) pernyataan tidak puas secara tertulis.c. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari:1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu)tahun.d. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari:1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;2) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebihrendah;3) pembebasan dari jabatan;4) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendirisebagai PNS; dan5) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.2. Pelanggaran dan Jenis Hukuman Disiplina. Pelanggaran Terhadap Kewajiban1) Hukuman disiplin ringan dijatuhkan bagi pelanggaran terhadapkewajiban:a) setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah,apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;b) menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan,apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
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c) melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadaPNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unitkerja;d) menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah danmartabat PNS, apabila pelanggaran berdampak negatif padaunit kerja;e) mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingansendiri, seseorang, dan/atau golongan, apabila pelanggaranberdampak negatif pada unit kerja;f) memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya ataumenurut perintah harus dirahasiakan, apabila pelanggaranberdampak negatif pada unit kerja;g) bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untukkepentingan negara, apabila pelanggaran berdampak negatifpada unit kerja;h) melaporkan dengan segera kepada atasannya apabilamengetahui ada hal yang dapat membahayakan ataumerugikan negara atau Pemerintah terutama di bidangkeamanan, keuangan dan materiil, apabila pelanggaranberdampak negatif pada unit kerja.i) masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, berupa:(1) teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpaalasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;(2) teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpaalasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10(sepuluh) hari kerja;(3) pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yangtidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11(sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja;j) menggunakan dan memelihara barang-barang milik negaradengan sebaik-baiknya, apabila pelanggaran berdampaknegatif pada unit kerja;k) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepadamasyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;l) membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas, apabilapelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja;m) memberikan kesempatan kepada bawahan untukmengembangkan karier, apabila pelanggaran dilakukandengan tidak sengaja;n) menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabatyang berwenang, apabila pelanggaran berdampak negatifpada unit kerja;
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2) Hukuman disiplin sedang dijatuhkan bagi pelanggaranterhadap kewajiban:a) mengucapkan sumpah/janji PNS, apabila pelanggarandilakukan tanpa alasan yang sah;b) mengucapkan sumpah/janji jabatan, apabila pelanggarandilakukan tanpa alasan yang sah;c) setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah,apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yangbersangkutan;d) menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan,apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yangbersangkutan;e) melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadaPNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab, menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintahdan martabat PNS, apabila pelanggaran berdampak negatifbagi instansi yang bersangkutan;f) mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingansendiri, seseorang, dan/atau golongan, apabila pelanggaranberdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;g) memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya ataumenurut perintah harus dirahasiakan, apabila pelanggaranberdampak negatif pada bagi instansi yang bersangkutan;h) bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangatuntuk kepentingan negara, apabila pelanggaranberdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;i) melaporkan dengan segera kepada atasannya apabilamengetahui ada hal yang dapat membahayakan ataumerugikan negara atau Pemerintah terutama di bidangkeamanan, keuangan dan materiil, apabila pelanggaranberdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;j) masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, berupa:(1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahunbagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sahselama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh)hari kerja;(2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahunbagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sahselama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (duapuluh lima) hari kerja;(3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1(satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa
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alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampaidengan 30 (tiga puluh) hari kerja;k) mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, apabilapencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanyamencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan50% (lima puluh persen);l) menggunakan dan memelihara barang-barang milik negaradengan sebaik-baiknya, apabila pelanggaran berdampaknegatif pada instansi yang bersangkutan;m) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepadamasyarakat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada saat ini ketentuan yang mengaturpelayanan publik yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun2009 tentang Pelayanan Publik;n) membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas, apabilapelanggaran dilakukan dengan sengaja;o) memberikan kesempatan kepada bawahan untukmengembangkan karier, apabila pelanggaran dilakukandengan sengaja;p) menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabatyang berwenang, apabila pelanggaran berdampak negatifpada instansi yang bersangkutan.3) Hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadapkewajiban:a) setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah,apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintahdan/atau negara;b) menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan,apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintahdan/ atau negara;c) melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadaPNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab, apabila pelanggaran berdampak negatif padapemerintah dan/atau negara;d) menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah danmartabat PNS, apabila pelanggaran berdampak negatifpada pemerintah dan/atau negara;e) mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingansendiri, seseorang, dan/atau golongan, apabila pelanggaranberdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
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f) memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya ataumenurut perintah harus dirahasiakan, apabila pelanggaranberdampak negatif pada pemerintah dan/ atau negara;g) bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangatuntuk kepentingan negara, apabila pelanggaranberdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;h) melaporkan dengan segera kepada atasannya apabilamengetahui ada hal yang dapat membahayakan ataumerugikan negara atau Pemerintah terutama di bidangkeamanan, keuangan dan materiil, apabila pelanggaranberdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;i) masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, berupa:(1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3(tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpaalasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampaidengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;(2) pemindahan dalam rangka penurunan jabatansetingkat lebih rendah bagi PNS yang tidak masukkerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluhenam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;(3) pembebasan dari jabatan bagi PNS yang mendudukijabatan struktural atau fungsional tertentu, tidakmasuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empatpuluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) harikerja;(4) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaansendiri atau pemberhentian tidak dengan hormatsebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpaalasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) harikerja atau lebih;j) mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, apabilapencapaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun kurangdari 25% (dua puluh lima persen);k) menggunakan dan memelihara barang-barang milik negaradengan sebaik-baiknya, apabila pelanggaran berdampaknegatif pada pemerintah dan/atau negara;l) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepadamasyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;m) menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabatyang berwenang, apabila pelanggaran berdampak negatifpada pemerintah dan/atau negara.
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b. Pelanggaran Terhadap Larangan1) Hukuman disiplin ringan, dijatuhkan bagi pelanggaran terhadaplarangan:a) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan,atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidakbergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secaratidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unitkerja;b) melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat,bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luarlingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntunganpribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atautidak langsung merugikan negara, apabila pelanggaranberdampak negatif pada unit kerja.c) bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, apabilapelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja;d) melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatutindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salahsatu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugianbagi yang dilayani, sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan; dane) menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabilapelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.2) Hukuman disiplin sedang, dijatuhkan bagi pelanggaran terhadaplarangan:a) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan,atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidakbergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secaratidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif padainstansi yang bersangkutan;b) melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat,bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luarlingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntunganpribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atautidak langsung merugikan negara, apabila pelanggaranberdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;c) bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, apabilapelanggaran dilakukan dengan sengaja;d) melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatutindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salahsatu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugianbagi yang dilayani, sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;
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e) menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabilapelanggaran berdampak negatif bagi instansi;f) memberikan dukungan kepada calon Presiden/WakilPresiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan caraikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi pesertakampanye dengan menggunakan atribut partai atau atributPNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNSlain;g) memberikan dukungan kepada calon Presiden/WakilPresiden, dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarahpada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadipeserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masakampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan,atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unitkerjanya, anggota keluarga dan masyarakat;h) memberikan dukungan kepada calon anggota DewanPerwakilan Daerah atau Calon Kepala Daerah/Wakil KepalaDaerah dengan cara memberikan surat dukungan disertaifoto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat KeteranganTanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan;dani) memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/WakilKepala Daerah, dengan cara terlibat dalam kegiatankampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/WakilKepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarahpada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadipeserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masakampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan,atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unitkerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.3) Hukuman disiplin berat, dijatuhkan bagi pelanggaran terhadaplarangan:a) menyalahgunakan wewenang;b) menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadidan/atau orang lain dengan menggunakan kewenanganorang lain;c) tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuknegara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;d) bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, ataulembaga swadaya masyarakat asing;e) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan,atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidakbergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara



Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas TA.2020 214

tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif padapemerintah dan/atau negara;f) melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat,bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luarlingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntunganpribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atautidak langsung merugikan negara, apabila pelanggaranberdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
g) memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepadasiapapun baik secara langsung atau tidak langsung dandengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;h) menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja darisiapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/ataupekerjaannya;i) melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatutindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salahsatu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugianbagi yang dilayani, sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;j) menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabilapelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/ataunegara;k) memberikan dukungan kepada calon Presiden/WakilPresiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanRakyat Daerah dengan cara sebagai peserta kampanyedengan menggunakan fasilitas negara;l) memberikan dukungan kepada calon Presiden/WakilPresiden dengan cara membuat keputusan dan/atautindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satupasangan calon selama masa kampanye; danm) memberikan dukungan kepada Calon Kepala Daerah/WakilKepala Daerah dengan cara menggunakan fasilitas yangterkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/ataumembuat keputusan dan/atau tindakan yangmenguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calonselama masa kampanye.3. PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapapelanggaran disiplin, yang bersangkutan hanya dapat dijatuhi 1 (satu)jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan semuapelanggaran disiplin yang dilakukannya.PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin, kemudian melakukanpelanggaran disiplin lagi yang sifatnya sama, maka PNS tersebut dijatuhi
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hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yangpernah dijatuhkan kepadanya. Ketentuan ini tidak berlaku bagipelanggaran disiplin tidak masuk kerja dan tidak mentaati jam kerjayang dilakukan dalam tahun yang berbeda.Pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang dijatuhihukuman disiplin baik tingkat hukuman disiplin ringan, sedang maupunberat dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010.Bagi PNS yang diproses penjatuhan hukuman disiplin berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, makagaji dan tunjangan lainnya yang sah pada dasarnya tetap dibayarkansesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalamhubungan ini bagi PNS yang diberhentikan sementara, maka pembayarangajinya dilaksanakan dengan pedoman pada ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara PNS.4. Dalam melaksanakan pembinaan disiplin jam kerja di seluruh jajaraninstansi masing-masing, agar dilaksanakan pengawasan danpengendalian terhadap tertib pengisian/penandatanganan daftar hadirpegawai baik pada saat datang maupun pulang kantor denganmenggunakan format yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor11 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri SipilBerdasarkan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.Segenap pegawai diwajibkan mentaati ketentuan tentang jam kerjadengan pengaturan sebagai berikut:- Pengaturan ketentuan tentang jam kerja bagi PNS yang melaksanakantugas 5 hari kerja:a. Hari Senin s.d.Hari Kamis : jam 07.00 WIB sampai dengan jam 15.00 WIB,tanpa waktu istirahat; danb. Hari Jum’at : jam 08.15 WIB sampai dengan jam 14.30 WIB,dengan waktu istirahat jam 11.15 WIB sampaidengan jam 13.00 WIB, karena jam 06.00 WIBsampai dengan jam 07.00 WIB sudahdilaksanakan senam pagi.- Pengaturan ketentuan tentang jam kerja bagi PNS yang melaksanakantugas 6 hari kerja:a. Hari Senin s.d.Hari Kamis : jam 07.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB,tanpa waktu istirahat;b. Hari Jum’at : jam 08.15 WIB sampai dengan jam 11.15 WIB,tanpa waktu istirahat, karena jam 06.00 WIB
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sampai dengan jam 07.00 WIB sudahdilaksanakan senam pagi; danc. Hari Sabtu : jam 07.30 WIB sampai dengan jam 13.00  WIBtanpa waktu istirahatSehingga jumlah jam kerja efektif dalam seminggu adalah 37,5 jam.5. Terus menanamkan sikap disiplin pada seluruh pegawai denganmewajibkan para Kepala Unit Kerja di semua tingkatan untuk memberiteladan dan ketaatan disiplin jam kerja, serta melakukan pengawasanmelekat atas pelaksanaannya dan mengambil langkah-langkah tindakanadministratif secara tepat.6. Adapun unit kerja yang dikecualikan dari ketentuan 5 (lima) hari kerja,yaitu:a. unit kerja yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan langsungkepada masyarakat, tidak dapat ditunda dan berlangsung terus-menerus seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Pemakaman, Listrik,Telepon, Air Minum, Pemadam Kebakaran, Transportasi, Keamanandan Ketertiban, Pelayanan Perizinan, Samsat Transportasi serta unitpelayanan lainnya yang sejenis;b. lembaga pendidikan mulai SD, SLTP, SLTA serta lembaga pendidikanlainnya yang sederajat. Khususnya untuk instansi Pendidikan danPelatihan Pegawai yang dikecualikan dari ketentuan 5 (lima) harikerja adalah pegawai yang terkait dalam proses belajar mengajar.
7.4. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri SipilBerdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, PenilaianPrestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil terdiri atas unsur:1. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dengan bobot nilai sebesar 60% (enampuluh persen). Penilaian SKP meliputi aspek:a. kuantitas;b. kualitas;c. waktu; dand. biaya2. Perilaku Kerja Pegawai dengan bobot nilai sebesar 40% (empat puluhpersen). Penilaian Perilaku Kerja meliputi aspek:a. orientasi pelayanan;b. integritas;c. komitmen;d. disiplin;e. kerja sama; danf. kepemimpinan.
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Setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan rencana kerja tahunan instansi,yang memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalamkurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. SKP ditetapkansetiap tahun pada bulan Januari.
FORMULIR SASARAN KERJA

PEGAWAI NEGERI SIPIL

7.5. Pakaian Dinas Pegawai dan PejabatPakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruandiatur tersendiri dengan Peraturan Walikota Pasuruan.
7.6. Pakaian Dinas Khusus Tenaga Kontrak atau HonorerPakaian Dinas Khusus Tenaga Kontrak atau Honorer di lingkunganPemerintah Kota Pasuruan diatur tersendiri dengan Peraturan WalikotaPasuruan.
7.7. Tugas Belajar dan Izin BelajarDalam rangka melaksanakan penertiban administrasi pemberian TugasBelajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkunganPemerintah Kota Pasuruan, berpedoman pada Surat Edaran Menteri

No. I. PEJABAT PENILAI No. II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI1. Nama : 1. Nama :2. NIP : 2. NIP :3. Pangkat/Golongan : 3. Pangkat/Golongan :4. Jabatan : 4. Jabatan :5. Unit Kerja : 5. Unit Kerja :
No. III. KEGIATAN TUGASPOKOK JABATAN ANGKAKREDIT(AK) TARGETKUANTITAS/

OUTPUT
KUALITAS/MUTU WAKTU BIAYA
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Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tanggal 21 Maret2013, Nomor: 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan IzinBelajar bagi PNS dan Surat Edaran Walikota Pasuruan Nomor : 892.2 / 1142/ 423.202 / 2017 tanggal 04 September 2017 tentang Ketentuan PemberianTugas Belajar dan Ijin Belajar.1. Bagi Pegawai  Negeri Sipil yang akan melanjutkan Pendidikan lebihtinggi melalui Tugas Belajar  dan lzin Belajar  harus mendapatkan izindari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dengan ketentuan sebagaiberikut:1.1 Ketentuan  Tugas Belajar :a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahunterhitung sejak diangkat sebagai PNS;b. Untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasidapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteriakebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi;c. Mendapatkan surat tugas dari pejabat yang berwenang;d. Bidang ilmu yang akan dipersyaratkan dalam jabatan padaorganisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaanSDM instansi masing-masing;e. Usia maksimal :1) Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan ProgramStrata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluhlima ) tahun;2) Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 37(tiga puluh tujuh) tahun;3) Program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 40(empat puluh) tahun ;f. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkanpersetujuan / akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;g. Bagi PNS yang menduduki jabatan Struktural dibebaskan darijabatanya;h. Bagi PNS yang menduduki jabatan Fungsional dibebaskan sementaradari jabatanya;i. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekejaan dalam 1 (satu) tahunterakhir paling kurang bernilai baik;j. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;k. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;l. Jangka waktu pelaksanaan :1) Program Diploma I (DI) paling lama 1 (satu) tahun;2) Program Diploma II (DII) paling lama 2 (dua) tahun;3) Program Diploma III (DIII) paling lama 3 (tiga) tahun;4) Program strata 1 (S1) / Diploma IV (DIV), paling lama 4(empat) tahun;5) Program strata II (S-2) atau setara, paling lama 2 (dua) tahun;6) Program Strata III (S-3) atau setara, paling lama 4 (empat)tahun;
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m. Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksudpada huruf l masing - masing dapat diperpanjang paling lama 1tahun (2 semester) sesuai kebutuhan instansi dan persetujuansponsor dan / atau instasnsi lain.n. Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelahdiberikan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun, dengan perubahanstatus menjadi izin belajar.o. Dalam Melaksanaan izin belajar sebagaimana dimaksud pada hurufn PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagitugas belajar.p. Dalam memberikan tugas belajar, setiap instansi harus memberikankesempatan yang sama bagi semua PNS sesuai dengan bidangtugasnya.q. PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerjakembali untuk negara pada unit kerja pada instansi tempat pegawaibersangkutan bekerja  kembali untuk negara pada unit kerja semula(Kewajiban Kerja) dengan ketentuan sebagai berikut :1) Pemberian tugas belajar di dalam negeri, kewajiban kerjayang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n)atau dalam rumus (2 x n).Sebagai contoh, untuk masa belajar4 tahun, maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut :Kewajiban Kerja = 2 x 4 = 8 tahun2) Pemberian tugas belajar di luar negeri, kewajiban kerja yangharus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) ataudalam rumus (2 x n).Sebagai contoh, untuk masa belajar 4tahun, maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut :Kewajiban Kerja = 2 x 4 = 8 tahun3) Dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi danpelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitunganwaktu kewajiban kerja pada suatu unit kerja di suatu instansisebagaimana dimaskud pada angkat 1) dan angka 2) dapatdikurangi atau ditambah berdasarkan kebijakan dari PejabatPembina Kepegawaian (PPK).r. PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secaraberturut-turut dengan  persyaratan :1) Mendapat ijin dari pimpinan instansinya;2) Prestasi pendidikan sangat memuaskan;3) Jenjang Pendidikan bersifat linier; dan4) Dibutuhkan oleh organisasi.s. Kewajiban kerja bagi PNS sebagaimana huruf  q, diakumulasikansetelah PNS selesai melaksanakan tugas belajar pada jenjangpendidikan terakhir.t. PNS tidak berhak menuntut penyusuaian ijazah ke dalam pangkatyang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.
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1.2 Ketentuan Pemberian Izin Belajar :a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahunterhitung sejak diangkat sebagai PNSb. Mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang ;c. Tidak meninggalkan tugas jabatanya, dikecualikan sifat pendidikanyang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan jabatan sebagaianwaktu kerja atas izin pimpinan instansi;d. Unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahunterakhir paling kurang bernilai baik;e. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;f. Tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;g. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;h. Pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaantugas jabatan pada unit organisasi;i. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;j. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkanpersetujuan / akreditsi minimal B dari lembaga yang berwenang;k. PNS tidak berhak untuk menuntut penyusuain ijazah ke dalampangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.2. Untuk PNS yang pada saat ketentuan ini ditetapkan telah memperolehpendidikan setingkat lebih tinggi atau sedang melaksanakan tugasbelajar berlaku ketentuan sebagai berikut :a. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dosen mengikutiprogram tugas belajar atau izin belajar untuk program Strat II (S-2)atau setara dan Program Strata III (S-3) atau setara, usia paling tinggi50,sampai dengan tahun 2015.b. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional guru mengikutiprogram tugas belajar untuk program Strata I ( S-1) atau setara usiapaling tinggi 45 tahun, sampai dengan tahun 2015.3. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar atau izin belajarwajib membuat laporan kepada pimpinan instansi pemberi tugasbelajar atau izin belajar sebagai berikut :a. Laporan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani, paling kurang 1(satu) kali setiap tahun;b. Laporan hasil pelaksanaan tugas belajar atau izin belajar, pada akhirmelaksanakan penugasan.4. Untuk Ijin belajar program studi yang ditempuh bukan merupakanprogram pendidikan jarak jauh, kecuali yang diatur menurut peraturanperundang undangan yang berlaku;5. Jadwal kuliah Ijin belajar bukan merupakan kelas sabtu-minggu6. Bagi Guru yang telah diangkat menjadi PNS dan telah menempuhpendidikan dan memperoleh ijazah tetapi belum / tidak memiliki suratIjin Belajar dari pejabat yang berwenang dapat di fasilitasi dengan suratKeterangan dari serendah – rendahnya pejabat eselon II yangmenerangkan bahwa selama  melaksanakan pendidikan PNS yangbersangkutan :a. Tidak meninggalkan tugas jabatannya
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b. Ijazah yang diperoleh dapat mendukung tugas jabatannya / Ijazahyang di peroleh linier dengan tugas yang diampu.Untuk persyaratan pengajuan tugas belajar dan ijin belajar sesuaidengan Surat Edaran Walikota pasuruan Nomor :892.2/1142/423.202/2017 tanggal 4 September 2019 Tentang  PemberianTugas  Belajar  dan  Izin  Belajar  Bagi  PNS di lingkungan Pemerintah KotaPasuruan
7.8. Pendidikan dan Pelatihan1. Tujuan pendidikan dan pelatihan aparatur yang profesional dan terpaduantara lain:a. meningkatkan kaualitas perencanaan dan pengembangan diklataparatur;b. meningkatkan kualitas PNS melalui penyelenggaraan diklat yangberbasis kompetensi; danc. meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan diklataparatur.2. Sasarana. untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengembangandiklat aparatur ditetapkan sasaran antara lain:1) tersedianya jenis-jenis diklat yang didasarkan pada hasilanalisis kebutuhan diklat;2) terciptanya kurikulum silabi yang berbasis kompetensi;3) terselenggaranya evaluasi pembelajaraan, penyelenggaraandan evaluasi dampak setiap diklat;4) tersedianya data evaluasi yang valid dan reabel sebagai bahanperencanaan dan pengembangan diklat; dan5) terselenggaranya kerjasama dengan/ antar lembagapemerintah dan lembaga non pemerintah baik dalam maupunluar negeri.b. untuk meningkatkan kualitas PNS melalui penyelenggaraan diklatyang berbasis kompetensi ditetapkan sasaran antara lain:1) terselenggaranya diklat kepemimpinan, teknis dan fungsioanalyang sesuai dengan kebutuhan riil aparatur; dan2) terciptanya aparatur pemerintah yang memiliki kompetensikognitif, efektif dan psikomotorik yang sesuai dengan tuntunantugas pokok dan fungsinya.
7.9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) adalah sistempengenddalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadapproses perancangan di pelaksanaan kebijakan serta perencanaan,
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penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan pemerintah KotaPasuruanSistem kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah KotaPasuruan wajib menerapkan SPIP yang meliputi unsur yang kuat:1. Lingkungan PengendalianKondisi dalam instansi pemerintah yang memperngaruhi efektivitaspengendalian intern.Pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) wajib menciptakandan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkanperilaku positif dan kondusif untuk menerapan Sistem PengendalianIntern dalam lingkungan kerjanya, antara lain:c.Penegakan integritas,d. Komitmen terhadap kaum potensi,e. Kepemimpinan yang kondusif,f. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan,g. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat,h. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat terhadappembinaan sumber daya manusia,i. Perwujudan erat aparat pengawasan intern pemerintah yangefektif,j. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait2. Penilaian ResikoPimpinan satuan kerja perangkat daerah wajib melakukan penilaianresiko yang terdiri dari identifikasi risiko dan analisis resiko.Dalam penilaian risiko, pimpinan satuan kerja perangkat daerahmenetapkan tujuan satuan kerja perangkat daerah dan tujuan padatingkat kegiatan. Penilaian resik berguna untuk dapat mengantisipasiatau mengelola resiko yang dapat menggagalkan tercapainya tujuan3. Kegiatan PengendalianKegiatan pengendalian bertujuan untuk mengamankan tiap prosesyan gdiperlukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. pimpinanSKPD wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai denganukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi yangbersangkutan4. Informasi dan KomunikasiPimpinan SKPD wajib mengidentifikasi, mencatat, danmengomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepatsehingga dapat mengetahui dan mendeteksi secara dini setiap
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permasalahan yang dihadapi di dalam berorganisasi untuk mencapaitujuan.5. Pemantauan Pengendalian InternPimpinan SKPD wajib melakukan pemantauan SPIP yan gidlaksanakanmelalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindaklanjut rekomendasi hasil audit dan revisi lain. Pemantauanberkelanjutan diselenggarakan melalui pengelolaan rutin, supervisi,pembandingan, rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalampelaksanaan tugas.Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada unsur SPIPdilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan InstansiPemerintah.
Satgas SPIP WalikotaKepala Daerah bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP padapemerintah kota dengan membentuk satuan tugas penyelenggaraan SPIP baikpada pemerintah kota maupun tingkat perangkat daerah yang ditetapkan denganKeputusan Kepala Daerah Walikota. Satu. Satuan tugas yang telah ditetapkanbertanggung jawab atas perencanaan desain SPI, pelaksanaan dan pengendalianserta evaluasi dan pelaparan penyelenggaraan SPI di lingkungan masing-masing




